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ﻢﻴﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ 
 ءﺎﻴﺒﻧﻷا فﺮﺷا ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟاو ةﻼﺼﻟاو ﻦﻳﺪﻟا و ﺎﻴﻧﺪﻟا رﻮﻣا ﻰﻠﻋ ﻦﻴﻌﺘﺴﻧ ﻪﺑو ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟا بر ﷲاﺪﻤﺤﻟا
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada halaman berikut: 









































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 





Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 




Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 





 َﻒـْﻴـَﻛ : kaifa 
 َل ْﻮـَﻫ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 






Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah a a  َا 
kasrah i i  ِا 
d}ammah u u  ُا 
Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fath}ah dan ya>’ ai a dan i  َْﻰـ 









fath}ah dan alif  atau ya>’   َ... ا |  َ...ى  
d}amah dan wau ﻮـُــ 
a> 
u> 
a dan garis di atas 
kasrah  dan ya>’ i> i dan garis di atas 





 َتَﺎـﻣ : ma>ta 
ﻰـَﻣَر : rama> 
 َﻞـْﻴِـﻗ : qi>la 
 ُتُْﻮـﻤَـﻳ : yamu>tu 
4. Ta marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 َﻷا  ُﺔـَﺿْوَر ِلﺎَﻔْﻃ  :raud}ah al-at}fa>l 
 ُﺔَﻠــِﺿَﺎـﻔْـَﻟا  ُﺔَـﻨْـﻳِﺪـَﻤْـَﻟا : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
 ُﺔــَﻤـْﻜـِﺤْـَﻟا : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d(ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
 َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana> 
 َﺎﻨــَْﻴـّﺠَـﻧ : najjaina> 
 ﻖـَﺤْــَﻟا : al-h}aqq 
 َﻢِــّﻌُـﻧ : nu“ima 
 وُﺪـَﻋ : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 





 ﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-). 
Contoh: 
 ُﺲـْﻤـﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ﺔَــَﻟﺰْــﻟﺰَﻟا ُ◌  : al-zalzalah(az-zalzalah) 
ﺔَﻔـَﺴْﻠـَﻔْــَﻟا ُ◌  : al-falsafah 
 ُدَﻼِـــﺒْــَﻟا : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َْﺄـﺗ َنْوُﺮـُﻣ  : ta’muru>na 
 ُعْﻮـﻨــَﻟا : al-nau‘ 
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un 
 ُتْﺮـُِﻣأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh: 
xiv 
 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
 
9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲ) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 ِﷲا ُْﻦـﻳِد di>nulla>h ِﺎﺑ ِﷲ  billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 ُﻫـ ِﷲا ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﰲ ْﻢ hum fi> rah}matilla>h 
 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
xv 
 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 






11. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 





Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 




N a m a : Lukman 
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Judul Disertasi : Mekanisme Pembiayaan Mura>bah}ah Konsumtif Perspektif Hukum 
Islam (Studi Pada Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah 
Finance) 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis kesesuaian mekanisme 
mura>bah}ah di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance dengan Fatwa 
DSN-MUI, 2) untuk menganalisis kesesuaian mekanisme mura>bah}ah di Bank BTN 
Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 102, 3) untuk menganalisis tentang keadilan dalam penetapan 
margin mura>bah}ah di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BTN Syariah dan PT. Amanah 
Finance di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pada penelitian ini, penulis 
menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan menjadikan 
mekanisme mura>bah}ah sebagai objek konsep yang diteliti dari sudut pandang hukum 
Islam. Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
deskriptif analisis. Penggunaan metode ini memfokuskan pada adanya usaha untuk 
menganalisa seluruh data sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah. 
Tahapan dalam analisis data ini, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dari Sembilan ketentuan umum 
murabahah pada Fatwa DSN-MUI, ada tujuh yang sesuai dan ada dua yang tidak 
sesuai yakni poin d, yakni pembelian barang tidak sepenuhnya diserahkan kepada 
LKS dan f, yakni LKS kurang menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian dan kurang memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 
berikut biaya yang diperlukan. 2) Terdapat ketidaksesuaian dengan perlakuan 
akuntansi pada pembiayaan KPR Platinum iB di BTN Syariah Makassar jika 
dibandingkan dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi mura>bah}ah, yaitu pada saat 
pengakuan dan pengukuran terhadap diskon pembelian mura>bah}ah, pengembalian 
diskon pembelian mura>bah}ah, potongan pelunasan piutang mura>bah}ah, denda 
mura>bah}ah, dan uang muka mura>bah}ah. 3) Dalam menetapkan margin akad 
mura>bah}ah, Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance telah 
mengimplementasikan nilai-nilai keadilan.  
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance seharusnya 
melaksanakan seluruh fatwa-fatwa DSN-MUI. Dalam disertasi ini, analisis hanya 
dibatasi pada fatwa DSN-MUI No. 04. Masih banyak fatwa-fatwa yang lain yang 














A. Latar Belakang Masalah 
Hukum adalah inti peradaban suatu bangsa yang paling murni dan ia 
mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas daripada lembaga apapun.1 
Pernyataan serupa juga dapat dijumpai dalam konteks Islam. Joseph Schact 
menuturkan bahwa Hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi 
paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta merupakan inti dan titik sentral Islam 
itu sendiri.2  
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama 
Islam. Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah swt. Hukum ini 
mengatur berbagai hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan 
manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan 
hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.3 Dari segi 
objek dan pembahasannya, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua 
kelompok besar, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk dalam ibadah, yaitu 
shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun 
yang termasuk ke dalam muamalah, yaitu muna>kah}ah (pernikahan), jual beli, segala 
                                                          
1Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 
2010), h. 11. 
2Badri Khaeruman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, h. 11. 
3Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 




macam transaksi keuangan, jina>yah (‘uqu>bah, h}udu>d, hukum pidana), mawa>ris\, 
qad}a’ (peradilan), khila>fah dan jih}a>d. 
Ruang lingkup hukum Islam memang begitu luas dan dalam sebab 
berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Sementara perbuatan mukallaf tiada habis-
habisnya. Semakin maju peradaban manusia semakin bertambah tinggi pula 
intensitas gerak dan aktifitasnya. Semuanya harus ada hukumnya. Maka hukum 
Islam harus dapat menjawab semua persoalan manusia yang tidak berbatas. 
Salah satu aspek kehidupan manusia adalah ekonomi, yaitu upaya manusia 
untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia memerlukan 
pemenuhan kebutuhannya melalui proses-proses tertentu. Kegiatan ekonomi 
merupakan salah satu dari aspek muamalah pada hukum Islam, sehingga kaidah fikih 
yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga 
menggunakan kaidah fikih muamalah. Kaidah yang berlaku dalam fikih muamalah 
adalah 4“  َا َْﻷ ْﺻ ُﻞ  ِﻓ ْﻟا ﻰ ُﻤ َﻌ َﻣﺎ َﻠ ِﺔ  َا ِْﻹ َﺑ َﺣﺎ ُﺔ  َﺣ ﱠﺘ َﯾ ﻰ ُﺪ ﱡل  ﱠﺪﻟا ِﻟ ْﯿ ُﻞ  َﻋ َﻠ َﺗ ﻰ ْﺤ ِﺮ ْﯾ ِﻤ َﮭﺎ ” (hukum asal muamalah 
adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti bahwa semua hal 
yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan 
maupun anjuran yang ada dalam sumber hukum Islam (al-Qur`an maupun Sunah), 
maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam. 
Hukum Islam, khususnya pada aspek ekonomi, telah memberikan petunjuk 
dasar tentang hal ini yang disebut sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan menyatakan 
                                                          
4Al-Ima>m Jala>l al-Di>n Abd al-Rahi>m bin Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, Al-Asybah wa al-Naza>`ir fi> al-
Furu>` (Indonesia: Da>r al-Ihya>, t.t`.), h. 43. 
3 
 
bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah 
ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.5 Sementara itu, H. Halide 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-
dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan sunah yang ada 
hubungannya dengan urusan ekonomi.6  
Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang 
disimpulkan dari al-Qur’an dan sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang 
didirikan di atas dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan 
masa. Selain dari kedua sumber utama tersebut, juga didasarkan atas apa yang pernah 
dipraktekkan para sahabat dan masyarakat muslim pada masa lalu. Hal inilah yang 
kemudian diimplementasikan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dewasa ini semakin pesat 
dan telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara lembaga keuangan syariah itu 
antara lain Lembaga Pembiayaan Syariah, BMT, Asuransi Syariah, Bank Syariah dan 
lain-lain. LKS merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang bebas dari sistem 
bunga. Keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia dimaksudkan 
untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat yang meyakini bahwa sistem 
operasional perbankan konvensional tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
                                                          
5M. A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 
1997), h. 19. 
6Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, h. 3. 
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Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan 
non bank memiliki peran yang hampir sama dengan bank. Perbedaannya terletak 
pada prinsip dan mekanisme operasional dengan menghapuskan sistem bunga, baik 
dalam mekanisme investasi maupun pasar uang antar bank. Praktek atau sistem 
bebas bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral.7 
Di antara sistem akad jual beli yang cukup banyak ditemukan pada bank-bank 
dan lembaga keuangan syariah adalah apa yang disebut dengan mura>bah}ah. 
Mura>bah}ah tidak dikenal pada masa Nabi saw. dan sahabatnya, dan mulai muncul 
pertama kali pada abad kedua Hijriah. Secara sederhana, mura>bah}ah berarti suatu 
penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.8 
Mengenai pembebanan biaya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang 
biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.9 Jumhur 
ulama sepakat bahwa jual-beli mura>bah}ah ialah jika penjual menyebutkan harga 
pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyatakan atasnya laba dalam 
jumlah tertentu.10 
Mura>bah}ah pada awalnya merupakan konsep jual-beli yang sama sekali tidak 
ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini 
kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep 
                                                          
7
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi 
(Yogyakarta: Ekonsia, 2004), h. 3. 
8
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 
h. 161. 
9
Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, h. 162. 
10
Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa al-Niha>yah al-Muqtas}id, Jilid II (Cet. 1; Riya>dh: 
Maktabah Najar Must}ofa al-Ba>z, 1995 M/1415 H), h. 698. 
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lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini 
tergantung beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi 
tersebut diterima secara syariah.  
Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai 
dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, 
kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. 
Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai 
maupun cicilan.11 
Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan 
lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan lembaga keuangan 
bukan bank adalah lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan lebih berfokus 
kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpunan dana 
walaupun ada lembaga pembiayaan melakukan keduanya. Bentuk dari lembaga 
keuangan bukan bank ini adalah: modal ventura, anjak-piutang, perusahan sewa guna 
usaha, asuransi dana pensiun, dan pegadaian.12 
Akad mura>bah}ah banyak digunakan karena hampir mirip dengan yang 
berlaku pada sektor konvensional. Sebagai faktanya, 90,59% pembiayaan yang 
                                                          
11
Askarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 83. 
12
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2003), h. 2. 
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diberlakukan pada multifinance syariah berdasarkan akad mura>bah}ah karena hal 
tersebut disesuaikan dengan hukum yang berlaku sesuai syariah. Beberapa opini, 
seperti yang dikeluarkan oleh Corporate Secretary BCA Finance, mengatakan bahwa 
seluruh pembiayaan multifinance menggunakan akad mura>bah}ah karena lebih 
aplikatif dan banyak digunakan oleh kalangan perbankan.13 
Pembiayaan mura>bah}ah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh 
yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat 
mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang 
dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara 
bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan 
mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi 
pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan mura>bah}ah 
harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang 
disepakati. 
Lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK nomor 59 yang telah 
menjadi standar baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, revisi PSAK 
59 yaitu PSAK 101-106 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad 
syariah (PSAK 102 tentang akad mura>bah}ah) dan PAPSI 2003 sebagai standar 
pengukurannya. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik 
yang bersifat internal maupun eksternal bank, maupun untuk menjamin 
kesesuaiannya dengan syariat Islam. 
                                                          
13
Republika Online, wap/aplikasi%20akad%20mura>bah}ah.htm (diakses 16 Januari 2015). 
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PT. Amanah Finance Makassar merupakan salah satu lembaga keuangan non 
Bank yang menggunakan prinsip syariah menjalankan konsep mura>bah}ah 
berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 102, yaitu akad 
jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 
disepakati oleh penjual dan pembeli. PT. Amanah Finance Makassar memberikan 
pelayanan pembiayaan mura>bah}ah, yang berupa pembiayaan kepemilikan mobil 
khususnya mobil Toyota. PT. Amanah Finance Makassar memberikan bantuan 
pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit atau cicilan dan mempunyai 
beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur 
dalam memperoleh pembiayaan. 
Dalam studi awal pada praktek mura>bah}ah yang dilakukan oleh PT. Amanah 
Finance Makassar menunjukkan bahwa dalam menentukan harga jual, harga 
perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan tidak 
dilaksanakan secara transparan. Dan semua biaya yang dikeluarkan PT. Amanah 
Finance Makassar dalam rangka memperoleh mobil, seperti biaya pengiriman, pajak, 
gaji pegawai, sewa, tempat usaha, dan sebagainya ternyata juga dimasukkan ke 
dalam harga untuk suatu transaksi.  
Begitu pula pada praktek pembiayaan mura>bah}ah atau kredit kepemilikan 
rumah di Bank BTN Syariah Makassar, penawaran harga tidak disampaikan secara 
detail dan transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan 
oleh pihak Bank BTN Syariah Makassar sebagai total biaya yang harus ditanggung 
oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. 
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Untuk mengikat kedua belah pihak maka dibuat perjanjian pembiayaan 
dengan akad mura>bah}ah di mana dalam akad mura>bah}ah harus dijelaskan secara 
terperinci dan jujur tentang harga jual dan harga perolehan kepada nasabah. Namun 
dalam penandatanganan perjanjian akad mura>bah}ah, nasabah tidak dijelaskan secara 
terperinci tentang harga-harga penyusun harga jual mobil dan rumah, nasabah hanya 
disuruh menandatangani perjanjian tanpa sempat membacanya dan masih juga 
dikenakan biaya-biaya lainnya di luar akad perjanjian. 
Masyarakat tidak mau tahu keabsahan produk mura>bah}ah yang dipraktekkan 
oleh PT. Amanah Finance Makassar dan BTN Syariah Makassar. Mereka hanya mau 
mudahnya saja tanpa melihat secara seksama proses tersebut.  
Berangkat dari fenomena di atas penulis bermaksud mengkaji dari sudut 
pandang hukum Islam tentang mekanisme pembiayaan mura>bah}ah konsumtif di 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam rangka menyatukan pemahaman dan menghindari multitafsir, maka 
dirasa perlu untuk menjelaskan hal-hal berikut: 
1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan.14 dan bukan untuk tujuan produksi. Dalam pembiayaan ini tidak 
ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk 
                                                          
14Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2001), h. 160-161. 
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digunakan atau dipakai oleh nasabah. Misal: untuk pembelian elektronik, 
peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, renovasi rumah dan lain-lain. 
2. Mura>bah}ah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah 
keuntungan yang disepakati.15 
3. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber 
dari Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku 
manusia di tengah-tengah masyarakat. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan dikaji 
dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah mekanisme pembiayaan mura>bah}ah 
konsumtif perspektif hukum Islam di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah 
Finance? Adapun yang menjadi sub permasalahannya adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana kesesuaian mekanisme mura>bah}ah di Bank BTN Syariah 
Makassar dan PT. Amanah Finance dengan Fatwa DSN-MUI? 
2. Bagaimana kesesuaian mekanisme mura>bah}ah di Bank BTN Syariah 
Makassar dan PT. Amanah Finance dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 102?  
3. Bagaimana implementasi keadilan dalam penetapan margin mura>bah}ah di 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance? 
 
 
                                                          
15Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, h. 101. 
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D. Kajian Pustaka 
Secara umum, penelitian tentang mura>bah}ah telah banyak dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya, diantaranya adalah: 
1. ‘Rekonstruksi Isi Akta Notaris Perbankan Syariah untuk Mura>bah}ah 
Berdasarkan Nilai Ajaran Islam dan Nilai Keadilan’, ditulis oleh M. 
Muhammad Hafidh.16 Dalam disertasi ini dijelaskan bahwa mura>bah}ah pada 
prinsipnya merupakan jual beli dengan pembayaran secara tunai. Namun, 
seiring dengan perkembangan juga dalam mekanisme pembayaran pada 
waktu yang telah ditentukan atau secara kredit. Mura>bah}ah merupakan jual 
beli barang dan bukan pemberian pinjaman dengan imbalan bunga. Hal 
demikian berkaitan dengan komponen harga jual berupa harga pokok yang 
ditambah laba sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Karakter utama yang 
membedakan mura>bah}ah dengan pemberian pinjaman kredit adalah bunga. 
Adapun mura>bah}ah dilakukan secara transparan. Unsur transparansi yang 
dimaksud adalah keterbukaan pihak bank atas harga perolehan barang yang 
dijual pada nasabah, termasuk transparansi dalam pembuatan kesepakatan 
laba yang diperuntukan bagi bank sebagai penjual. Pada sisi lain, objek jual 
beli dalam transaksi mura>bah}ah juga lebih baik jika dibeli dari pihak ketiga. 
Sementara itu, barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan sepenuhnya 
telah menjadi milik bank sebelum dijual kepada nasabah. Tapi dalam disertasi 
                                                          
16M. Muhammad Hafidh, “Rekonstruksi Isi Akta Notaris Perbankan Syariah untuk 
Mura>bah}ah Berdasarkan Nilai Ajaran Islam dan Nilai Keadilan”, Disertasi (Unissula: 2013). 
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di atas yang menjadi obyek penelitian yakni isi akta notaris perbankan 
syariah, sedangkan obyek dalam disertasi ini yakni mekanisme mura>bah}ah 
konsumtif. 
2. Analisa Efektivitas Penerapan Pembiayaan Mura>bah}ah Pada Lembaga 
Multifinance (Studi Kasus PT. Federal International Finance Tbk. Divisi 
Usaha Syariah), oleh Ardi Triyanto. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 
sistem mura>bah}ah belum sepenuhnya diterapkan secara ideal, karena masih 
terdapat hal yang belum sesuai. Misalnya dalam hal pengadaan barang yang 
dipesan oleh konsumen belum sepenuhnya dimiliki oleh FIF Syariah. Hal 
yang lain adalah belum ada transparansi margin kepada konsumen ketika 
terjadi akad. Sedangkan faktor utama yang berperan penting dalam 
mendukung efektivitas pembiayaan mura>bah}ah di FIF Syariah adalah: a) 
faktor sumber daya manusia yang berkompeten dari segi skill dan 
pemahaman terhadap fiqh muamalah, b) faktor teknologi informasi yang 
canggih dan mudah diakses. Jadi dalam tulisan di atas, yang dibahas hanya 
tentang pembiayaan mura>bah}ah produk motor pada lembaga multifinance, 
sedangkan dalam disertasi ini juga dibahas tentang pembiayaan mura>bah}ah 
produk rumah pada Bank BTN Syariah yang disesuaikan dengan Fatwa 
DSN-MUI No. 4. 
3. Mekanisme Pembiayaan Bai’ Bis}aman A<jil pada PT. BPR Syari’ah Asad Alif 
Kabupaten Kendal, oleh Nur Kholidah. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa mekanisme pembayaran tanggungan mura>bah}ah dilakukan dengan 
12 
 
cara yang berbeda. Dalam prakteknya, khususnya yang berhubungan dengan 
pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan dilakukan untuk pengadaan 
motor secara kredit dan dicicil dalam sistem angsuran bulanan. Tambahan 
biaya tidak disamakan dengan tambahan biaya ketika seseorang mengambil 
kredit kendaraan di dealer. Tingkat keuntungan yang diambil oleh BPR lebih 
kecil daripada dealer. Secara pembayaran, mekanisme mura>bah}ah di BPR 
tidak sama dengan ketentuan mura>bah}ah. Namun jika dipandang dari aspek 
maslahat, maka cara pembayaran tersebut akan lebih meringankan anggota. 
Jadi dalam tulisan di atas, yang dibahas hanya tentang Pembiayaan Bai’ 
Bis}aman A<jil produk motor pada BPR, sedangkan dalam disertasi ini juga 
dibahas tentang pembiayaan mura>bah}ah produk rumah pada Bank BTN 
Syariah yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No. 4. 
4. Aspek Hukum Pembiayaan Mura>bah}ah Pada Perbankan Syariah,17 oleh 
Bagya Agung Prabowo. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pembiayaan 
mura>bah}ah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli di 
mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi 
nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan 
yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur 
dalam jangka waktu yang ditentukan. Bank syariah di Indonesia pada 
umumnya dalam memberikan pembiayaan mura>bah}ah, menetapkan syarat-
                                                          
17Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Mura>bah}ah Pada Perbankan Syariah 
(Yogyakarta: UII Press, 2012). 
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syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh musytari> 
yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya 
yang ditetapkan oleh bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum 
pembiayaan mura>bah}ah, yaitu: a) Umum, tidak diperuntukkan untuk kaum 
muslim saja,  b) Harus cakap hukum, sesuai dengan KUH Perdata, c) 
Memenuhi 5C yaitu: Character (watak), Collateral (jaminan), Capital 
(modal), Condition of Economy (prospek usaha), dan Capability 
(kemampuan), d) Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Pemerintah, 
sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan e) Jaminan (dhoman), 
biasanya cukup dengan barang yang dijadikan objek  perjanjian namun 
karena besarnya pembiayaan lebih besar dari harga pokok  barang (karena 
ada mark up) maka pihak bank mengenakan uang muka senilai kelebihan 
jumlah pembiayaan yang tidak tertutup oleh harga pokok barang. Jadi dalam 
buku tersebut dibahas tentang aspek hukum pembiayaan mura>bah}ah pada 
perbankan syariah, sedangkan dalam disertasi ini dibahas tentang mekanisme  
pembiayaan mura>bah}ah yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No. 4 
dan PSAK 102.  
5. Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya) 18, oleh 
Sutan Remy Sjahdeini. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perbankan 
                                                          
18Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya) 
(Jakarta: Prenada Media Grup, 2014). 
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syariah belum banyak dipahami oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh 
perbankan dan para pengguna jasa perbankan syariah. Oleh karena itu, bagi 
mereka yang dalam pekerjaannya terlibat secara langsung dalam perbankan 
syariah, membaca dan memahami dengan baik isi buku ini adalah suatu 
keniscayaan. Buku ini seyogyanya dapat menjadi buku pegangan bagi 
kalangan perbankan syariah di samping tentu saja bagi para nasabah bank-
bank syariah itu sendiri. Dengan didahului uraian mengenai sistem keuangan 
Islam dan prinsip-prinsip perbankan syariah, dalam buku ini dibahas secara 
analitis dan yuridis berbagai aspek tentang hampir semua produk perbankan 
syariah yang dikenal sampai saat ini. Produk-produk tersebut dibahas dengan 
menggunakan kategorisasi berdasarkan pembagian menurut: a) produk 
finansial syariah berbasis jual-beli, b) produk finansial syariah berbasis 
kemitraan, c) produk finansial syariah berbasis sewa-menyewa, d) produk 
finansial syariah berbasis pinjaman, dan e) produk perbankan syariah berbasis 
pelayanan. Pembahasan secara yuridis bukan saja menurut ketentuan-
ketentuan atau prinsip-prinsip syariah, termasuk fatwa-fatwa DSN-MUI, 
tetapi juga menurut berbagai Peraturan Bank Indonesia dan menurut hukum 
perjanjian sebagai hukum positif. Jadi dalam buku tersebut dibahas tentang 
seluruh produk-produk perbankan syariah dan aspek-aspek hukumnya, 
sedangkan dalam disertasi ini dibahas hanya dibahas tentang mekanisme 
pembiayaan mura>bah}ah konsumtif yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-
MUI No. 4 dan PSAK 102. 
15 
 
6. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Penetapan Margin Mura>bah}ah di PT. 
Amanah Finance Makassar,19 oleh Lukman Ali. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa margin pembiayaan untuk produk jual-beli dengan akad 
mura>bah}ah di PT. Amanah Finance Makassar adalah identik dengan metode 
mark-up pricing yaitu 1%-1,5%/bulan. PT. Amanah Finance telah 
merekonstruksi nilai-nilai keadilan. Hal ini dilandaskan pada asas keadilan: a) 
antara kepentingan nasabah dan BMT, b) antara penegakan syi’ar ekonomi 
Islam dengan kemampuan operasional perusahaan (termasuk kepentingan 
mencari laba), dan c) kemampuan PT. Amanah Finance menjabarkan antara 
market perusahaan yang signifikan dengan penentuan margin yang 
proporsional (tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar). Dalam penelitian di 
atas, hanya dibahas tentang rekonstruksi nilai keadilan dalam penetapan 
margin mura>bah}ah di PT. Amanah Finance. Sedangkan dalam disertasi ini 
dibahas secara umum tentang mekanisme pembiayaan mura>bah}ah konsumtif 
di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance. 
7. Analisis Penerapan Pembiayaan Mura>bah}ah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa 
Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102,20 oleh Muhammad Yusuf. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas 
transaksi Mura>bah}ah pada Bank Syariat X sudah sesuai dengan PSAK 102 
                                                          
19Lukman Ali, Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Penetapan Margin Murabahah di PT. 
Amanah Finance Makassar, Jurnal, FENOMENA Vol 8 No. 2, 2016, h. 127-142. 
20Muhamad Yusuf, Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan 
Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102, Jurnal, BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 4 
No. 1 Mei 2013, h. 15-29.  
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tentang Akuntansi mura>bah}ah, namun dalam mengimplementasikan 
pembiayaan mura>bah}ah, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada 
PSAK No. 102 mura>bah}ah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan. 
Dalam hal pengungkapan akuntansi Mura>bah}ah, Bank Syariat X masih 
terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau 
pihak bank, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli. Jadi dalam jurnal ini 
hanya dibahas tentang penerapan PSAK 102 pada pembiayaan mura>bah}ah 
berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Sedangkan dalam disertasi ini 
dibahas tentang mekanisme pembiayaan mura>bah}ah konsumtif dan 
kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 4 dan PSAK 102. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk menganalisis kesesuaian mekanisme mura>bah}ah di Bank BTN Syariah 
Makassar dan PT. Amanah Finance dengan Fatwa DSN-MUI. 
b. Untuk menganalisis kesesuaian mekanisme mura>bah}ah di Bank BTN Syariah 
Makassar dan PT. Amanah Finance dan dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 102. 
c. Untuk menganalisis Implementasi Keadilan dalam Penetapan Margin Mura>bah}ah 
di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan: 
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a. Kegunaan teoretis 
1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya dan hukum 
ekonomi syariah pada khususnya. 
2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang 
karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan 
datang. 
b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pihak Bank BTN 
Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance dalam meningkatkan dan 
mempertahankan kualitas produk pembiayaan mura>bah}ah yang sesuai dengan syariat 
Islam. 
 
BAB II  
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Pembiayaan Mura>bah}ah Konsumtif 
1. Konsepsi Pembiayaan Mura>bah}ah 
a. Pengertian Mura>bah}ah 
Secara bahasa, mura>bah}ah adalah bentuk mutual (bermakna saling) dari kata 
 ٌﺢﺑر atau  ُﺢﺑّﺮﻟا yang artinya sesuatu yang berkembang dalam perdagangan1, asal 
katanya adalah  َر ِﺑ َﺢ  yang berarti beruntung,  ِر ْﺑ ًﺤﺎ  yang berarti berlaba,  َو  َر ْﺑ ًﺤﺎ  yang 
artinya keuntungan dan  َر َﺑ ًﺣﺎﺎ   َو yang artinya laba.  ِر ْﺑ ٌﺢ  disini dapat diartikan 
pertambahan nilai modal. Jadi mura>bah}ah artinya saling mendapatkan keuntungan. 
Sedangkan pengertian mura>bah}ah secara terminologi, yakni: 
1) Menurut Ibnu Rusyd, jual beli mura>bah}ah ialah jika penjual menyebutkan 
harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya 
laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.2 
2) Sayyid Sa>biq mengartikan mura>bah}ah sebagai penjualan dengan harga 
pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.3 
                                                          
1Ibnu Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Jilid III (Qa>hirah: Maktabah Da>r al-Ma’a>rif, t.th), h. 1553. 
2Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa al-Niha>yah al-Muqtas}id, Jilid II (Cet. 1; Riya>dh: 
Maktabah Najar Must}ofa al-Ba>z, 1995 M/1415 H), h.376. 




3) Menurut Syafi’i Antonio, mura>bah}ah secara terminologi adalah jual beli 
barang dengan harga asal dengan tambahan harga keuntungan yang 
disepakati.4 
4) Menurut Adiwarman Karim, mura>bah}ah adalah suatu penjualan barang 
seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, 
seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan 
keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan 
dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga 
pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.5 
5) Menurut Zaenul Arifin, mura>bah}ah adalah jual-beli di mana harga dan 
keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga 
keuangan: pada sisi aset, mura>bah}ah dilakukan antara nasabah sebagai 
pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati 
di awal. Pada sisi liabilitas, mura>bah}ah diterapkan untuk deposito, yang 
dananya dikhususkan untuk pembiayaan mura>bah}ah saja.6 
Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli ada dua macam, yaitu : 1) jual beli 
dengan tawar menawar (musa>wamah), dan 2) jual beli mura>bah}ah. Mereka juga 
sepakat bahwa pengertian mura>bah}ah adalah jika penjual menyebutkan harga 
                                                          
4Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), h. 101. 
5Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi V, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013), h. 103. 
6Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek 
(Jakarta: Alvabet, 2000), h. 200. 
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pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam 
jumlah tertentu, dinar atau dirham.7 
Mura>bah}ah adalah akad jual beli terhadap sesuatu barang yang terjadi di 
antara dua pihak atau lebih yang mana harga penjualannya didasarkan pada adanya 
tambahan keuntungan yang ditambahkan pada harga asal. Tambahan keuntungan 
tersebut harus diketahui dan disepakati oleh masing-masing pihak yang terlibat 
dalam akad mura>bah}ah.8 
Dalam ketentuan fikih, barang yang menjadi obyek harus merupakan barang 
milik orang yang menyediakan. Namun pengertian tersebut tidak berlaku kaku. 
Maksudnya adalah bisa saja barang tersebut tidak dibeli secara langsung oleh pihak 
yang menyediakan pembiayaan mura>bah}ah. Seperti misalnya pada mura>bah}ah yang 
mana barang dibelikan oleh pihak pemohon.9 
Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa mura>bah}ah 
adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 
b. Landasan Hukum Mura>bah}ah 
Mura>bah}ah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Qur’an 
maupun hadis, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli dan perdagangan. Jual 
                                                          
7Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa al-Niha>yah al-Muqtas}id, Jilid III, h. 181. 
8Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah Obligasi, Pasar Modal, 
Rekasadana, Finance, dan Pegadaian (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), h. 92-93. 
9Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi 
Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 136-140. 
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beli mura>bah}ah hanya dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ayat-ayat al-Qur'an dan 
hadis yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi mura>bah}ah, adalah: 
1) Al-Qur’an 
a) QS al-Baqarah/2: 275 
...                     ...      
Terjemahnya:  
“…Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (275)10 
 
b) QS al-Nisa>'/4: 29: 
                      
                        
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.11 
 
2) Hadis 
a) HR Ibnu Ma>jah 
 َلَﺎﻗ ؟ُﺐَﻴْﻃَأ ِﺐْﺴَﻜْﻟا ﱡيَأ َﻞِﺌُﺳ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱮّﻨﻟا ﱠنَأ ﻊِﻓَار ِﻦْﺑ َﺔَﻋَﺎِﻓر ْﻦَﻋ
 ٍرْوُﺮ ْـﺒَﻣ ٍﻊْﻴَـﺑ ﱡﻞَُﻛو ِﻩِﺪَِﻴﺑ ِﻞُﺟﱠﺮﻟا ُﻞَﻤَﻋ
12   
                                                          
10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 
69. 
11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 122. 
12Muh}ammad bin Isma>’il al-Kah}la>ni al-San'a>ni>, Subul al-Sala>m (Qa>hirah: Syirkah Maktabah 




Dari Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi saw. ditanya tentang mata 
pencaharian yang paling baik. Nabi saw. menjawab: seseorang bekerja dengan 
tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Ibn Ma>jah, Hakim 
mensahihkannya). 
 
b) HR Ibn Ma>jah 
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﱠﱯﻨﻟا ﱠنَأ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر ٍﺐْﻴَﻬُﺳ ْﻦَﻋ َلَﺎﻗ : ٌثَﻼَﺛ  ُﺔَْﻛﺮَـﺒْﻟا ﱠﻦِﻬْﻴِﻓ :
 ِﻊْﻴَـﺒِْﻠﻟ َﻻ ِﺖْﻴَـﺒِْﻠﻟ ِْﲑِﻌﱠﺸﻟِﺎﺑ ﱢﺮُـﺒْﻟا ُﻂْﻠَﺧَو ُﺔَﺿَرﺎَﻘ
ُ
ْﳌاَو ٍﻞَﺟَأ َﱃِإ ُﻊْﻴَـﺒَْﻟا)ﻪﺟ ﺎﻣ ﻦﺑا ﻩاور ( 
 
Dari Suhaib al-Ru>mi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di 
dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqa>rad}ah 
(mud}a>rabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah 
bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dengan sanad d}ai>f).13 
 
Hadist di atas tergolong hadist yang sanadnya lemah, walau demikian dapat 
diambil faedah, dimana Nabi mengutarakan adanya suatu keberkahan dalam 3 hal, 
salah satunya adalah menjual dengan tempo pembayaran (kredit) karena di dalamnya 
unsur saling berbaik hati, saling mempermudah urusan dan memberikan pertolongan 
kepada orang yang berhutang dengan cara penundaan pembayaran.  
3) Ijma’ 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. 
Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, 
harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.14   
                                                          
13Al-S}an'a>ni, Subu>l al-Sala>m, Jilid 3 (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth), h. 76. 
14Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Juz III, (Qa>hirah: Maktabah Da>r al-Tura>s\, tth), h. 147. 
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Abdullah Saeed mengatakan, bahwa al-Qur'an tidak membuat acuan langsung 
berkenaan dengan mura>bah}ah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk 
menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga, tidak ada hadis 
yang memiliki acuan langsung kepada mura>bah}ah. Karenanya, para ahli hukum 
harus membenarkan mura>bah}ah berdasarkan landasan lain.15 
Imam Malik berpendapat dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah, 
yaitu “Ada konsesus pendapat di sini (di Madinah) mengenai hukum orang yang 
membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya 
berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan”. 
        Imam Syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan 
'Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, "kamu 
beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begini", kemudian orang itu 
membelinya, maka transaksi itu sah'. 
        Ulama Hanafi, Marghinani, membenarkan berdasarkan 'kondisi penting bagi 
validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya. 
Ulama Syafi'i, Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan 
mura>bah}ah sah menurut hukum tanpa bantahan'.16 
Dengan demikian, seluruh mazhab bisa menerima mura>bah}ah, meski dengan 
persyaratan yang ketat, seperti penjual harus menerangkan barang dagangannya dan 
                                                          
15Abdullah Saeed, “Islamic Banking and Interest: A Study of Riba and Its Contemporery 
Interpretation,” diterj. Arif Maftuhin, Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank 
Kaum Neo-Revivalis, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2004), h.158. 
16Al-Ha>fiz} Bin Hajar al-Asqala>ni, Bulu>g al-Mara>m min Adillah al-Ahka>m, (Beirut: 
Muassasah al-Rayya>n, 2000),   h. 138. 
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setiap hal yang bisa menjadikan nilai tambahan terhadap harga dan akad harus 
dilakukan secara transparan.  
4) ’Urf 
‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan 
kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh 
sebagian ulama fikih, ‘urf disebut adat. Adat adalah sesuatu yang telah mantap 
dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.17 
‘Urf menjadi salah satu dasar mura>bah}ah karena sejak dari waktu ke waktu, jual beli 
(yang di dalamnya terkandung mura>bah}ah) telah dilakukan oleh masyarakat. 
c. Rukun dan Syarat Mura>bah}ah 
Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (necessary 
condition), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, 
maka jual beli tidak akan ada. Secara umum kaidah yang digunakan dalam 
mura>bah}ah adalah kaidah jual beli sebab para ahli fiqh dan ekonom Islam 
menganggap mura>bah}ah sebagai bagian dari jual beli.  
1) Rukun Jual Beli Mura>bah}ah 
Dalam jual beli ada tiga rukun yang harus dipenuhi: 
(a) Orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli 
(b) Obyek akad/ma’qu>d ‘alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan dan harga 
(c) Akad/s}igat18 
                                                          
17Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih (Jakarta: Amzah, 2010), h. 209. 
18H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Cet. 54; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 242. 
25 
 
2) Syarat Jual Beli Mura>bah}ah 
Syarat yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (sufficient 
condition). Menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak 
terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi 
fa>sid (rusak).19 
Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut: 
(a) Penjual dan Pembeli: (1) berakal, (2) dengan kehendak sendiri, (3) keadaan tidak 
mubazir (pemboros), dan (4) baligh. 
(b) Uang dan Benda yang dibeli (obyek yang diperjualbelikan): (1) suci, (2) ada 
manfaat, (3) keadaan barang tersebut dapat diserahkan, (4) keadaan barang 
tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan, (5) barang 
tersebut diketahui antara penjual dan pembeli dengan terang zat, bentuk, kadar 
(ukuran) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang 
mengecewakan.20 
(c) Ija>b Qabu>l: (1) jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja 
setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula sebaliknya, (2) jangan diselingi 
dengan kata-kata lain antara ija>b dan qabu>l, (3) Beragama Islam, syarat ini 
khusus utuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu seperti seseorang dilarang 
menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang beragama non 
Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan hamba 
                                                          
19Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, h. 47. 
20H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, h. 243. 
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yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang mukmin memberi jalan 
kepada orang kafir untuk merendahkan mukminin.21 
Mura>bah}ah menurut Dr. Wahbah Zuhaili membutuhkan beberapa syarat 
tertentu, yakni: 
(a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian). Pembeli hendaknya mengetahui 
harga pembelian. 
(b) Mengetahui besarnya keuntungan. Hendaknya margin keuntungan juga 
diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian 
dari harga. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. 
(c) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, 
seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. 
(d) Sistem mura>bah}ah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut 
terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang 
dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya 
dengan sistem mura>bah}ah. 
(e) Transaksi pertama haruslah sah secara syara’. Jika transaksi pertama tidak sah, 
maka tidak boleh dilakukan jual beli secara mura>bah}ah, karena mura>bah}ah 
adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak 
milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang 
yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.22 
                                                          
21Hendi Suhendi,  Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002), h. 71. 
22Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu>, Jilid V, h. 704-705. 
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Syarat utama dalam bisnis dengan sistem mura>bah}ah adalah si pembeli 
barang harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga 
pembelian dan keuntungan bersihnya (profit margin) dari pada cost plus-nya itu.23  
Selain syarat diatas ada beberapa syarat yang secara khusus mengatur 
mura>bah}ah, yaitu: 
(a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah 
(b) Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan 
(c) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah 
pembelian. 
(d) Penjual harus menyampaikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 24 
Jadi dalam transaksi mura>bah}ah pihak penjual harus benar-benar transparan 
dan menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi tersebut, 
seperti biaya modal, kondisi barang dan tata cara pembelian, sehingga transaksi 
tersebut terjadi dengan suka sama suka. 
d. Jenis-jenis Mura>bah}ah 
Jenis-jenis akad mura>bah}ah: 
1) Mura>bah}ah Tanpa Pesanan 
Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan 
tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, 
                                                          
23M. Abdul Mujib, dkk., Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 226. 
24M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 
2001), h. 102. 
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jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang 
dagangan dan pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang 
harus dipelihara. Sebagai contoh dapat dilihat pada supermarket, ada yang beli atau 
tidak, begitu persediaan sudah sampai pada jumlah persediaan minimum yang harus 
dipelihara, maka langsung dilakukan pengadaan barang. 
2) Mura>bah}ah dengan pesanan 
Dalam mura>bah}ah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada 
pemesanan dari pembeli. Mura>bah}ah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau 
tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.Kalau bersifat 
mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya daan tidak dapat 
membatalkan pesanannya. Jika asset mura>bah}ah yang telah dibeli oleh penjual, 
dalam mura>bah}ah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum 
diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual 
dan akan mengalami penurunan nilai akad. 
2. Bank Syariah 
a. Pengertian Bank Syariah 
Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada 
pihak minus dana.25 Dalam pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 menyatakan 
bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”. 
                                                          
25Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari’ah (Cet. 
II; Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 5. 
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Sedangkan mengenai definisi bank sendiri dinyatakan dalam pasal 1 huruf 2 “Bank 
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.26 
Menurut Jerry M. Rosenberg dalam Dictionary of Banking and Finance:  
“Bank is an organization. Normally a corporation, chartered by the state or 
federal government, the principal functions of which are: a) to receive demand 
and time deposits, honor instrument drawn against them and pay interest on 
them as permited by law, b) to discount notes, make loans, and invest in 
govermentor other securities, c) to collect checks, draft, notes, etc. d) to issues 
drafts and cashier’s checks, and e) when authorized by a chartering government 
to act in a fiduciary capacity”.27 
 
Definisi di atas menunjukkan perbedaan bank dengan lembaga keuangan 
lainnya. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial 
intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya 
berkaitan dengan masalah uang. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan 
komoditas, antara lain: a) Memindahkan uang, b) Menerima dan membayarkan 
kembali uang dalam rekening koran, c) Mendiskonto surat wesel surat order maupun 
surat berharga lainnya, d) Membeli dan menjual surat-surat berharga, e) Membeli 
dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, f) Memberi jaminan bank.28 
                                                          
26Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 
Tahun 1992 Tentang Perbankan,  http://peraturan.go.id/inc/view/11e44c4e80f57e709bed31323 
1343338.html. diakses tanggal 12 Juni 2016. 
27Jerry M. Rosenberg, Dictionary of Banking and Finance (New York: John Willey and 
Sons, 1982), h. 44. 
28Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: UII press, 
2000), h. 63. 
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Sedangkan yang dimaksud perbankan syariah dalam peristilahan 
internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau terkadang juga dikenal sebagai 
perbankan tanpa bunga (interest free banking). Peristilahan dengan menggunakan 
kata Islamic tidak terlepas dari asal-usul sistem perbankan syariah yang pada 
awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi 
perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang 
menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan 
dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam.29 
Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari ekonomi syariah yang 
melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada hukum Islam. Dalam melakukan 
kegiatannya, bank syariah tidak boleh melenceng dari prinsip hukum Islam yang 
telah ditetapkan. Salah satu tujuan dari pembentukan bank yang berbasis Islami ini 
ialah mewujudkan keinginan dari kaum muslimin untuk terhindar dari praktek 
ribawi. 
Menurut PP No. 72/1992, yang dimaksud dengan bank bagi hasil adalah bank 
yang sistem operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Islam atau 
selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, ada bank yang beroperasi dengan tidak 
mengandalkan pada bunga.30 Sedangkan istilah perbankan tanpa bunga (interest-free 
banking) banyak dipergunakan oleh karena keunikannya yang paling menonjol dari 
sistem perbankan syariah adalah pelarangan penggunaan instrumen bunga dalam 
                                                          
29Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 7. 
30Muhammad, Manajemen Bank Syariah, h. 13. 
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seluruh kegiatannya.31 Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada 
para nasabahnya. 
Bank syariah merupakan bank yang sistem kegiatannya berdasar pada prinsip 
hukum Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang 
Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah adalah bank 
yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 
jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  
 Bank syariah dalam mengambil keuntungan tidak berdasarkan sistem bunga 
sebagaimana yang telah dijalankan oleh bank konvensional. Bank syariah dalam 
memperoleh keuntungan berlandaskan pada prinsip bagi hasil atau imbalan yang 
telah disepakati bersama. Bank syariah juga merupakan badan hukum yang 
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Tujuan dari perseroan 
ialah mencari keuntungan. 
Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh mengandung 
unsur riba, gara>r dan maysir. Riba yaitu mengambil keuntungan dari pengembalian 
kredit yang dilakukan. Keuntungan ini berasal dari kelebihan pinjaman pokok yang 
diberikan oleh pihak nasabah yang melakukan peminjaman dana. Riba dilarang 
karena telah ada penetapan keuntungan terhadap usaha yang belum pasti untung. 
Garar ialah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak 
lain dirugikan. Sedangkan maysir ialah sesuatu yang sifatnya untung-untungan atau 
                                                          
31Direktorat Perbankan Syariah BI, “Arah Kebijaksanaan dan Perbankan Syari’ah Nasional”, 
Makalah (Jakarta, 2004), h. 1. 
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bersifat perjudian atau spekulatif yang tinggi.32 Ketiga unsur tersebut tidak 
dibolehkan dalam kegiatan ekonomi syariah karena unsur tersebut dapat merugikan 
seseorang atau salah satu pihak. 
Pada umumnya perbankan memiliki dua fungsi yaitu bank sebagai 
penghimpun dana dari masyarakat dan bank sebagai penyalur dana dalam 
masyarakat. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank bertindak sebagai 
debitor atas nasabah-nasabah yang menyimpan dananya di bank (deposan). 
Sedangkan dalam menyalurkan dana, bank bertindak sebagai kreditor atas nasabah 
yang melakukan peminjaman dana terhadap bank. Fungsi ini jugalah yang dijalankan 
oleh perbankan syariah. 
b. Landasan Hukum Perbankan Syariah 
Bank Syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya 
regulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan 
kelulusan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan 
bunga). Akan tetapi kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak 
diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai 
pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank 
baru.  
Dalam rangka pemberian landasan hukum bagi beroperasinya Perbankan 
Syariah, dalam perubahan UU Pokok Perbankan No. 14/1967 menjadi UU N0. 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan telah dimasukkan ketentuan tentang pelaksanaan 
                                                          
32Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia 
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 125. 
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kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur secara lebih 
rinci dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank dengan prinsip bagi hasil.33 Posisi 
perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang 
akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi 
hasil.34 
Dalam UU No. 7 Tahun 1992 tidak dikenal istilah prinsip syariah. Istilah 
yang dikenal sebelumnya adalah prinsip bagi hasil walaupun sebenarnya yang 
dimaksud adalah prinsip syariah.35 Istilah perbankan syariah masih belum dinyatakan 
dengan secara eksplisit, melainkan hanya dinyatakan dengan menggunakan istilah 
bank dengan prinsip bagi hasil, sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 13.36 
Dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan 
batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak 
berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya 
tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6). 
Peraturan itu menjadi pembatas bagi berkembangnya bank syariah karena 
jalur pertumbuhan jaringan kantor bank syariah hanya melalui perluasan kantor bank 
                                                          
33Direktorat Perbankan Syariah BI, “Arah Kebijaksanaan dan Perbankan Syari’ah Nasional”, 
Makalah, (Jakarta, 2004), h. 3. 
34Muhammad, Manajemen Bank Syariah, h. 75. 
35Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek 
(Jakarta: Alvabet, 2000), h. 135. 
36Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 
Indonesia (Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana, 2000), h. 158. 
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syariah penuh yang telah ada atau pendirian bank baru yang relatif besar 
investasinya. 
Titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 
tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan 
bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi 
sistem syariah. Dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang 
perbankan yang disempurnakan dengan perubahan UU No. 10 Tahun 1998, landasan 
hukum bank syariah menjadi lebih jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya 
maupun landasan operasional syariahnya. UU No. 10 Tahun 1998 ini sekaligus 
menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas 
pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan 
secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan 
prinsip syariah melalui: 
1) Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru, atau 
2) Pengubahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 
Dengan demikian UU tersebut mengakui keberadaan bank konvensional dan 
bank syariah secara berdampingan dalam sistem yang dikenal sebagai dual banking 
system. Secara umum dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998, posisi bank 
bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh 
35 
 
Undang-undang.37 Salah satu prinsip yang dipegang dalam pengaturan tentang bank 
syariah dalam UU No. 10 Tahun 1998 ini adalah bahwa prinsip syariah merupakan 
suatu prinsip dalam menjalankan kegiatan usaha bank.38 Jadi sifatnya bukan 
merupakan jenis kelembagaan melainkan cara menjalankan kegiatan usaha. Sejak 
berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
perbankan, maka segala ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan 
pemerintah di bidang perbankan yang semula dituangkan dalam bentuk peraturan 
pemerintah kini telah dialihkan pada kebijakan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. 
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara 
lain: 
1) Kegiatan Usaha dan Produk-produk Bank berdasarkan prinsip Syariah. 
2) Pembentukan dan Tugas Dewan Pengawas Syariah. 
3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha 
secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah.39 
Bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-
peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain: 
1) Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang 
dan kegiatan devisa. 
                                                          
37Y. Sri Susilo, et.al, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 
109. 
38Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 
Indonesia, h.159. 
39Y. Sri Susilo, et.al, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, h. 109. 
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2) Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia. 
3) Pengawasan internal. 
4) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan 
faktor yang lainnya. 
5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran. 
Disamping ketentuan-ketentuan di atas, Bank Syariah di Indonesia juga 
dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Beberapa 
revisi pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum yang secara 
leluasa bank dapat menggunakan istilah syariah adalah:40 
1) Pasal 1 ayat 12 menyatakan: “Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah 
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. 
2) Pasal 1 ayat 13 berbunyi : ”Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian 
berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan 
dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya, yang dinyatakan 
sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 
(mud}a>rabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
(musya>rakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 
                                                          
40Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 
7 Tahun 1992 Tentang Perbankan” 
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(mura>bah}ah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 
tanpa pilihan (ija>rah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan 
atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ija>rah wa iqtina>). 
3) Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga pasal 6 huruf m menjadi 
berbunyi sebagai berikut: “Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan 
kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
4) Ketentuan pasal 13 huruf c, diubah sehingga pasal 13 huruf c menjadi 
berbunyi sebagai berikut: “Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana 
berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
Indonesia. 
Untuk menjalankan UU tersebut selanjutnya dikeluarkan surat keputusan 
Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun 
1999 dilengkapi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Perkreditan 
Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Peraturan kebijaksanaan Bank Indonesia yang 
menggantikan kedudukan peraturan pemerintah di bidang perbankan tersebut pada 
prinsipnya merupakan penyempurnaan atas ketentuan yang mendukung operasional 
perbankan syariah di Indonesia. Perangkat ketentuan-ketentuan yang diperlukan bagi 
operasional perbankan syariah secara umum dibagi dalam empat kelompok, yaitu 
peraturan yang terkait dengan:41 
                                                          




1) Kelembagaan yang meliputi pengaturan mengenai tata cara pendirian, 
kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank. Peraturan yang telah 
diterbitkan Bank Indonesia adalah: 
(a) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang 
Bank Umum. 
(b) SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang 
Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. 
2) Pengaturan yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas dan 
instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip Syariah. 
(a) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari tentang Giro 
Wajib Minimum. 
(b) Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang 
perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 
1999 tentang penyelenggaraan Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal. 
(c) Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang 
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. 
3) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential banking regulation) 
4) Peraturan lainnya merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 
atau lembaga lain sebagai pendukung operasi Bank Syariah. 
(a) Ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Sentral. 
(b) Ketentuan standar Akuntansi dan Audit. 
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(c) Ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah 
(arbitrase muamalah). 
(d) Ketentuan mengenai standarisasi fatwa produk Bank Syariah. 
(e) Dan peraturan pendukung lainnya. 
Selanjutnya UU no. 23 tentang BI menyatakan bahwa dalam rangka 
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia diantaranya 
mempunyai tugas pokok mengatur dan mengawasi bank (pasal 8), termasuk bank 
umum dan BPR Syariah. Tugas pokok tersebut mempertegas bahwa BI berkewajiban 
mengembangkan bank Syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan 
infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Disamping itu, pasal 10 
UU No. 23 Tahun 1999 menegaskan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan 
pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada tahun 2000 sebagai 
tindak lanjut dari UU No. 23 Tahun 1999 (yang diamandemen dengan UU No. 3 
Tahun 2004), dikeluarkan ketentuan yang mengatur kliring, pembukaan rekening 
giro pada Bank Indonesia bagi UUS, Giro Wajib Minimum (GWM) bagi Bank 
Umum Syariah, Pasar Uang Antar Bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan 
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). 
c. Sistem Operasional Perbankan Syariah 
Lembaga keuangan dalam suatu perekonomian ibarat jantung dalam tubuh 
manusia. Jika jantung manusia sehat dapat berfungsi mengatur sirkulasi darah ke 
seluruh tubuh maka kesehatan tubuh akan dapat terjaga, namun jika jantung 
mengalami gangguan maka dapat mempengaruhi tingkat kesehatan tubuh. Demikian 
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juga dengan lembaga keuangan begitu penting dalam mempengaruhi sirkulasi uang 
dalam suatu perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi 
secara keseluruhan.42 Efisiensi usaha lembaga perbankan akan berpengaruh terhadap 
efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi dan dunia usaha. 
Secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta 
peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. 
Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam lima segi 
religius, yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan dalam perilaku 
investasi. Lima segi tersebut adalah: 
1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba). 
2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat. 
3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan Islam 
(haram). 
4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gara>r 
(ketidakpastian). 
5) Penyediaan taka>ful (asuransi Islam).43 
Pada penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar pembiayaan Bank 
Syariah disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan Bank Syariah untuk 
nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau 
                                                          
42Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam (Cet. I; Yogyakarta: LPII, 2001), h. 118. 
43Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, Perbankan Syariah (Cet. I; Jakarta: Serambi, 
2004), h. 48. 
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jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang 
maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang atau jasa atau mengadakan 
barang atau jasa. Selanjutnya barang yang dibeli atau diadakan menjadi jaminan 
(colleteral) hutang.44 
Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan 
oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Kelima konsep 
tersebut adalah: 
1) Sistem simpanan. 
2) Bagi hasil 
3) Margin keuntungan 
4) Sewa 
5) Jasa (fee)45 
Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk 
lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan syariah untuk 
dioperasionalkan. 
1) Prinsip Simpanan Murni 
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam 
untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan 
dananya dalam bentuk al-wa>di’ah. Fasilitas al-wa>di’ah bisa diberikan untuk tujuan 
investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. 
                                                          
44Muhammad, Manajemen Bank Syariah, h. 84. 
45Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, h. 51. 
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Dalam dunia perbankan konvensional al-wa>di’ah identik dengan giro. Bank sebagai 
penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wa>di’ah untuk tujuan: 
a) Current Account (giro). 
b) Saving Account (tabungan berjangka). 
Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik 
bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai 
imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian 
fasilitas-fasilitas giro lainnya. Bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak 
yang memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam 
insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya 
tidak ditetapkans dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul 
merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank 
2) Bagi Hasil 
Sistem ini adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian 
hasil usaha antara penyedia dana (s}a>hibul ma>l) dengan pengelola dana (mud}a>rib).46 
Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun 
antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip 
ini adalah mud}a>rabah dan musya>rakah. Prinsip mud}a>rabah dapat dipergunakan 
sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun 
pembiayaan, sedangkan musya>rakah lebih banyak untuk pembiayaan. 
 
                                                          
46Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, h. 52. 
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3) Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan. 
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, 
dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau 
mengangkat nasabah sebagai agen bank atau sebagai kuasa bank untuk membeli 
barang tersebut atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada 
nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin) jual beli 
yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal 
kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu ba’i al-mura>bah}ah, ba’i as-sala>m, 
dan ba’i al-istis}na>. 
4) Prinsip Sewa (al-Ija>rah) 
Prinsip ini secara garis besar terbagi atas 2 jenis: 
a) Ija>rah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya 
(operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu 
equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan 
hanya yang telah disepakati kepada nasabah. 
b) Ba’i al-Takji>ri atau sewa beli, merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana 
si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barnag pada akhir masa sewa 
(finansial lease). 
5) Prinsip Jasa atau Fee 
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. 
Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, 
jasa, Transfer dan lain-lain. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 
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7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 (13) menyatakan bahwa “Prinsip 
Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak 
lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan 
lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain: pembiayaan berdasarkan 
prinsip bagi hasil (mud}a>rabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
(musya>rakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (mura>bah}ah), 
atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 
(ija>rah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 
disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ija>rah wa iqtina>). 
Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di 
bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan 
keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka 
yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian 
keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Prinsip bagi hasil (profit-sharing) 
merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank syariah secara 
keseluruhan. Berdasar prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik 
dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. 
Beberapa alasan perlunya pengembangan bank syariah dilaksanakan antara 
lain adalah: 
1) Memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan 
yang sesuai dengan prinsip syariah. 
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2) Meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap sistem 
perbankan yang ada dan mengoptimalkan proses savinginvesments bagi usaha 
percepatan pembangunan. 
3) Meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dengan mengembangkan 
bank syariah yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang menekankan 
ethical investment, melarang bunga bank (lebih banyak berbasis equity 
dengan prinsip bagi hasil) dan transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, 
serta pembiayaan yang harus didasarkan pada kegiatan usaha riil. 
4) Menyediakan sarana bagi investor internasional yang melaksanakan 
pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.47 
Untuk lebih jelasnya berikut disajikan skema bank syariah: 
                                                          
47Direktorat Perbankan Syariah BI, Arah Kebijaksanaan dan Perbankan Syari’ah Nasional, 




Gambar 2.1. Skema Perbankan Syariah48 
 
Keterangan gambar : 
 
1) Nasabah investor menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola 
2) Bank melakukan penjualan cicilan: 
a) Bank memberikan bagian keuntungan penjualan kepada nasabah 
b) Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank 
3) Bank melakukan sewa cicilan: 
a) Bank memberikan bagian keuntungan penyewaan kepada nasabah 
b) Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank 
4) Bank melakukan kerjasama usaha: 
a) Bank memberikan bagian keuntungan kerjasama usaha kepada nasabah 
                                                          
48Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Buku Saku Perbankan Syariah, (PKES, 2005), h. 19. 
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b) Bank mencatat pembayaran modal dan keuntungan bank 
Sistem ini memungkinkan nasabah investor, untuk mengawasi kinerja bank 
syariah secara langsung. Bila jumlah keuntungan yang dihasilkan bank dari 
pembiayaan semakin besar, maka bagi hasil untuk nasabah investor juga semakin 
besar. Sebaliknya jika bagi hasil yang diterima nasabah investor semakin kecil, maka 
hal itu disebabkan oleh menurunnya kemampuan bank syariah untuk menghasilkan 
keuntungan. Mengecilnya bagi hasil untuk nasabah investor dalam waktu yang cukup 
lama merupakan pertanda bahwa bank syariah yang bersangkutan semakin tidak 
efisien. Ini merupakan peringatan dini (early warning system) bagi nasabah investor 
secara transparan akan kinerja bank syariah yang dipercayainya mengelola dana. 
Pada bank dengan sistem bunga, nasabah deposan tidak dapat mengetahui kinerja 
keuangan bank dari indikasi bunga yang diperoleh karena tiap bulan memperoleh 
bunga yang besarnya tetap. Jadi dalam perbankan konvensional, nasabah tidak dapat 
mengetahui secara dini dan transparan kinerja bank. 
3. Lembaga Leasing/Pembiayaan Syariah 
a. Definisi Leasing/Pembiayaan 
Leasing sudah dikenal sejak tahun 1974, namun baru diakui sebagai lembaga 
pembiayaan melalui Pakdes 1988. Lembaga pembiayaan didefinisikan sebagai badan 
usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau 
barang modal dengan cara untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat.49 
Kegiatan usaha lembaga pembiayaan antara lain meliputi bidang usaha sewa guna 
                                                          
49Faried Wijaya, Perkreditan dan Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Kita (Cet. I; 
Yogyakarta: BPFE, 1991), h. 179. 
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usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit 
dan pembiayaan atau kredit konsumen. 
Beberapa pengertian sewa guna usaha atau dikenal dengan istilah leasing 
yang dikemukakan oleh beberapa sumber adalah sebagai berikut: 
Leasing adalah merupakan suatu kata atau peristilahan baru dari bahasa asing 
yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, yang sampai sekarang padanannya dalam 
bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak atau belum ada yang dirasa cocok untuk 
itu. Istilah leasing ini sangat menarik oleh karena ia bertahan dalam nama tersebut 
tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal 
usul adanya lembaga leasing ini, maupun di negara-negara yang telah mengenal 
lembaga leasing ini. Di Indonesia istilah “leasing” diterjemahkan dengan kata “sewa 
guna usaha”. Secara umum leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan 
peralatan atau barang modal untuk digunakan pada  proses produksi suatu 
perusahaan baik secara langsung maupun tidak.50 
Menurut The International Accounting Standard, leasing adalah suatu 
perjanjian dimana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh 
lesse dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu.51 
Menurut hubungan dengan opsi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui 
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri 
                                                          
50Amin Widjaja Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Akuntansi Leasing (Cet. I; Jakarta: Rineka 
Cipta, 1994), h. 1. 
51International Accounting Standard Committee, International Accounting Standard No. 17 
Accounting for Leases, September 1982. par. 2.  
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Perdagangan Republik Indonesia, No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 
32/M/SK/2/1974, dan No. 30/KPB/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 
mendefenisikan leasing sebagai berikut :  
"Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk 
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan untuk 
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala 
disertai dengan hak pilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli 
barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu 
leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama."52 
 
Definisi ini tampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang 
lazim disebut finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan, diartikan sebagai 
suatu kegiatan pembiayaan dalam penyediaan barang-barang modal atau aktiva yang 
disusutkan lainnya (depreciable assets) dan tidak selalu berakhir dengan pemilikan 
barang oleh si penyewa (hak pilih/opsi) dan adanya pembayaran secara berkala.  
Sedangkan pengertian leasing sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 
1169/KMK.01/1991 tertanggal 21 Nopember 1991 adalah:  
“Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara 
leasing dengan hak opsi (finance lease) maupun leasing tanpa hak opsi 
(operating lease) maupun leasing tanpa hak opsi (operating lease) untuk 
digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran 
secara berkala”.53 
 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka pada prinsipnya pengertian 
leasing itu adalah sama dan harus terdiri dari unsur-unsur pengertian sebagai berikut: 
1) Pembiayaan perusahaan 
                                                          
52SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI No. Kep-
122/MKIV/2/1974; No.32/M/SK/2/1974, dan No. 30/KPB/I/1974 tanggal 7 Februari 1974, Perizinan 
Usaha Leasing Pasal 1.  
53Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991. 
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2) Penyediaan barang-barang modal 
3) Jangka waktu tertentu 
4) Pembayaran secara berkala 
5) Adanya hak pilih (optie) 
6) Adanya nilai sisa yang disepakati bersama 
7) Adanya pihak lessor 
8) Adanya pihak lesse54 
b. Dasar Hukum Leasing 
Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah 
keluar Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri 
Perdagangan, dan Menteri Perindustrian; No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 
32/MSK/2/1974, dan No. 30/KPB/1/1974 tertanggal 7 Februari 1974. 
Surat ini merupakan surat izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan, 
setelah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia. Pelanggaran atas surat keputusan ini 
dapat dikenakan sanksi dalam wewenang ketiga Menteri, baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.55 Wewenang untuk 
memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat 
keputusan No. 649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974 yang isinya mengatur 
mengenai ketentuan tatacara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. 
                                                          
54Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, Akuntansi Leasing, h. 4. 
55Thomas Suyatno, et.al, Kelembagaan Perbankan (Cet. XII; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2003), h. 93. 
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Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya kebijakan deregulasi 20 
Desember 1988 (Pakdes 20/1988) yang isinya mengatur tentang usaha leasing di 
Indonesia dan dengan keluarnya kebijaksanaan ini, maka ketentuan mengenai usaha 
leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian dalam Keppres No. 61 
tahun 1988 dan keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 
Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan 
dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung 
dari masyarakat luas. 
Lembaga pembiayaan menurut keterangan ini dimungkinkan untuk 
melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti : 
1) Sewa guna usaha (leasing) 
2) Modal ventura (venture capital) 
3) Anjak piutang (factoring) 
4) Pembiayaan konsumen (consumer finance) 
5) Kartu kredit (credit card)56 
Pemberian izin untuk melakukan usaha-usaha pembiayaan seperti diatas, 
terlebih dulu harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Seperti bunyi pasal 2 
(3) SK bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri 
Perdagangan. Menteri Keuangan memberikan izin usaha tersebut di atas setelah 
mendengar pertimbangan Bank Indonesia. 
                                                          
56Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2000), h. 241. 
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Hadirnya perusahaan sewa guna usaha patungan (joint venture) bersama 
perusahaan swasta nasional telah mampu memopulerkan peran kegiatan sewa guna 
sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan para pengusaha 
di Indonesia, disamping cara pembiayaan konvensional yang lazim dilakukan 
melalui perbankan. 
Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan 
pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam Pakdes 20/1988 
dan keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, dengan jumlah disetor 
atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut: 
1) Perusahaan swasta nasional sebesar Rp 3 milyar 
2) Perusahaan patungan Indonesia-Asing sebesar Rp 10 milyar 
3) Koperasi sebesar Rp 3 milyar57 
Dalam kontrak sewa, pemilik barang atau properti (lessor) dalam hal ini 
adalah perusahaan leasing menyetujui penggunanan barang atau properti oleh 
penyewa atau lesse untuk dapat mengunakan properti yang dimaksud pada jangka 
waktu tertentu. 
c. Konsep Operasional Leasing (Lembaga Pembiayaan) 
Dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan empat pihak yakni:  
1) Lessor, yaitu perusahan leasing atau pihak yang memberikan jasa 
pembiayaan kepada pihak lesse berupa bentuk barang modal. 
                                                          
57Y. Sri Susilo, et.al, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, h. 129. 
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2) Lesse, adalah perusahan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam 
bentuk barang modal dari lessor. 
3) Supplier, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan 
barang untuk dijual. 
4) Bank atau Kreditur 
Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditur tidak 
terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranan 
dalam hal penyediaan kepada lessor.58 
Sedangkan menurut Kasmir, pihak yang ke-4 adalah asuransi, merupakan 
perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan 
lessee. Di mana dalam hal lesse dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, 
maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap 
barang yang dileasingkan.59 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan 
perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Di dalam surat Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, kegiatan leasing 
dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut: 
1) Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lesse (finance lease). Ciri-
cirinya apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan: 
                                                          
58Y. Sri Susilo, et.al, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, h. 129. 
59Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, h. 242. 
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a) Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama 
kali ditambah dengan nilai sisa barang yang dilease harus dapat menutupi harga 
perolehan barang modal yang dilease dan keuntungan bagi pihak lessor. 
b) Dalam perjanjian sewa usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lesse. 
2) Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lesse (operating 
lease). Ciri-cirinya apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan: 
a) Jumlah pembayaran selama masa leasing pertama dapat menutupi harga 
perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan bagi pihak lessor. 
b) Di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lessee.60 
Pembiayaan melalui leasing merupakan pembiayaan yang sangat sederhana 
dalam prosedur pelaksanaannya dan oleh karena itu leasing sebagai pembiayaan 
alternatif nampak lebih menarik. 
Perjanjian leasing disebut sebagai perjanjian pembiayaan, namun tidak terjadi 
penyerahan sejumlah uang dari pihak lessor kepada lessee. Maka leasing bukanlah 
perjanjian peminjaman uang dengan kata lain perjanjian leasing bukanlah suatu 
perjanjian uang, akan tetapi suatu alternatif untuk memperoleh pembiayaan bagi 
suatu perusahaan. 
Kepada setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada 
pemohon (lessee) akan dikenakan berbagai macam biaya, biaya-biaya ini besarnya 
ditentukan oleh masing-masing perusahaan leasing. Artinya antara perusahaan 
leasing biaya yang dibebankan terhadap lessee tidak sama besar kecilnya biaya yang 
                                                          
60Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, h. 242-243. 
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dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh 
perusahaan leasing. 
Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lessee biasanya terdiri dari: 
1) Biaya administrasi yang besarnya dihitung pertahun. 
2) Biaya materai untuk perjanjian. 
3) Biaya bunga terhadap barang yang dileasekan. 
4) Premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi.61 
Pada dasarnya leasing mempunyai dua macam tipe dasar yaitu: financial 
lease dan operating lease. Dasar utama pengklasifikasian lease adalah adanya 
transfer hak dan resiko penggunaan suatu aktiva. Apabila dalam perjanjian lease 
tersebut menyebutkan adanya transfer hak ini, maka lessee akan menganggapnya 
sebagai pembelian, sedangkan pihak lessor tidak akan menganggapnya sebagai sewa 
yang sebenarnya melainkan sebagai penjualan dari harta dan ini dinamakan financial 
lease. Dan apabila dalam perjanjian lease tersebut tidak menyebutkan adanya 
transfer hak ini, maka lessee dan lessor akan mencatatnya sebagai operating lease, 
dan ini baru dianggap sebagai sewa yang seharusnya atau dengan kata lain bahwa 
suatu lease akan dikelompokkan sebagai operating lease.62 
Penyewaan (leasing) adalah kontrak yang memperbolehkan individual atau 
perusahaan untuk menggunakan nilai ekonomis dari suatu aset pada jangka waktu 
tertentu tanpa memperoleh hak kepemilikan atas aset tersebut. perusahaan leasing 
menyetujui penggunaan barang atau properti oleh penyewa atau lesse untuk dapat 
                                                          
61Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, h. 245. 
62Amin Widjaja Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Akuntansi Leasing, h. 21. 
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menggunakan properti yang dimaksud pada jangka waktu tertentu dan sebagai 
imbalannya maka penyewa menyetujui untuk melakukan pembayaran secara 
periodik pada pemilik properti atau perusahaan leasing. 
d. Pengertian dan Dasar Hukum Pembiayaan Syariah 
Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian 
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.63 
Leasing Syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 
barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease), maupun 
sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh penyewa 
guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara 
angsuran sesuai dengan prinsip syariah.64 
Dalam istilah transaksi syariah, leasing diartikan sebagai ija>rah. Ija>rah berasal 
dari kata al-‘ajr dan berarti kompensasi, pengganti, ganjaran, keuntungan, atau nilai 
tandingan (al-‘iwa>d). Sebagai kontrak (akad), ia mengacu pada pengupahan atau 
penyewaan asset atau komoditas untuk mendapatkan hak pemanfaatan atasnya.  
Al-ija>rah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-
dalil yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits. Pertama dalil dari al-Qur’an di 
antaranya terdapat dalam QS al-Kah}fi/18: 77 
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64Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), h. 49. 
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                                 
                           
Terjemahnya: 
“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk 
suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi 
penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya 
mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka 
Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya 
kamu mengambil upah untuk itu”.65 
 
Selanjutnya dasar hukum ija>rah yang kedua ialah dalil dari Sunah antara lain 
hadits riwayat Ibn Ma>jah sebagai berikut:  
 َﻋ ِﻦ  ْﺑا ِﻦ  ُﻋ َﻤ َﺮ  َر ِﺿ َﻰ  ُﷲا  َﻋ ْﻨ ُﻪ  َﻗ َلﺎ : َﻗ َلﺎ  َر ُﺳ ْﻮ ُل  ِﷲا  َﺻ ﱠﻰﻠ  ُﷲا  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ : ْا اُﻮﻄُْﻋأ َﻷ ِﺟ ـْﻴ َﺮ  َأ ْﺟ َﺮ ُﻩ 
 ـَﻗ ْﺒ َﻞ  َأ ْن  َِﳚ ﱠﻒ  ُُﻪﻗَﺮَﻋ) َر َو ُﻩا  ِإ ْﺑ ُﻦ  َﻣ َﺟﺎ ْﻪ(  
Artinya: ”Diriwayatkan dari Umar ra. bahwasanya Nabi Muhammad saw. 
bersabda: Bayarlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum 
keringatnya kering”. (HR. Ibnu Ma>jah)66 
Hadits di atas menunjukkan bahwa pemberian imbalan yang diberikan pada 
waktu yang telah ditentukan memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam. Kesesuaian 
ini ditunjukkan dengan adanya ajaran yang mengharuskan seorang penyewa 
memberikan upah sesuai dengan perjanjian waktu yang telah disepakati dengan 
kesepakatan waktu pemberian imbalan.67 
                                                          
65Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 455 
66Al-S}an'a>ni, Subu>l al-Sala>m, Jilid 3, h. 93.  
67
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2003), h. 230.  
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Dalam hukum Islam, ija>rah adalah kontrak (akad) dari hak pemanfaatan yang 
dikenal dan diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu dengan 
imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang 
diajukan yang akan diambil, atau untuk upaya atau hasil kerja yang diajukan yang 
dikeluarkan. Dengan kata lain, ia merupakan pengalihan hak pemanfaatan untuk 
ganjaran yang berupa sewa dalam hal penyewaan aset atau barang dan upah dalam 
hal penyewaan orang. Menurut fuqaha, ija>rah adalah penjualan hak pemanfaatan 
(dan bukan ‘ain atau barang pemenuh kebutuhan badani) suatu komoditas untuk 
ditukarkan dengan ujrah, upah, atau sewa, dan mencakup rumah, toko, binatang 
tunggangan atau pekerjaan, pakaian dan sebagainya.68 
Karena dalam sistem leasing belum terbebas dari bunga, maka dalam 
transaksi syariah menggunakan istilah Ija>rah Muntahiah Bit-Tamlik (IMBT), yakni 
akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan 
imbalan atas objek yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa 
pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Pada praktek yang lain terdapat juga 
salah satu jenis ijarah dalam sistem pembiayaan, yaitu: ija>rah mut}laqah, bai’ at-
takji>ri dan musya>rakah mutana>qisah.69  
Ija>rah mut}laqah adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam 
kegiatan perekonomian sehari-hari. Bai’ at-takji>ri adalah suatu kontrak sewa yang 
diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan 
sedemikian rupa sehingga sebagian merupakan pembelian barang secara berangsur 
                                                          
68Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2009), h. 427-428. 
69Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta : UII Press, 
2001), h. 35-36. 
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(hire purchase). Musya>rakah mutana>qisah merupakan kombinasi antara musya>rakah 
dengan ija>rah.70 
Sebagaimana Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) telah menetapkan Ijarah dengan nomor fatwa 09/DSN-MUI/IV/2000 sebagai 
berikut :  
1) Rukun dan Syarat Ija>rah:  
a) Pernyataan ijab dan qabul.  
b) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa dan penyewa. 
c) Obyek kontrak, pembayaran (sewa) dan manfaat penggunaan aset.  
d) Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek konrak yang harus 
dijamin.  
e) Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak.  
2) Ketentuan obyek Ijarah : 
a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa.  
b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.  
c) Pemenuhan manfaat harus bersifat dibolehkan.  
d) Manfaat harus dikenali secara spesifik.  
e) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya.  
f) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai 
pembayaran manfaat.  
g) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama 
dengan obyek kontrak.  
                                                          
70Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, h. 36. 
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h) Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, 
tempat dan jarak.  
3) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam pembiayaan Ija>rah : 
a) Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:  
(1) Menyediakan aset yang disewakan.  
(2) Menanggung biaya pemeliharaan aset.  
(3) Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.  
b) Kewajiban nasabah sebagai penyewa :  
(1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang 
disewa serta serta menggunakan sesuai kontrak.  
(2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan.  
(3) Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang 
dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, 
ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.  
(4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah.71 
Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dananya 
kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi 
bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di 
antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum 
                                                          
71Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional (Jakarta, 2003), h. 63-64. 
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menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis 
pembiayaan yang mendalam, sehingga kerugian dapat dihindari. 72 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. 
e. Jenis dan Skema Pembiayaan Syariah 
Menurut sifat penggunaannya secara umum, pembiayaan dapat dibagi 
menjadi dua yaitu:  
1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik 
usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, 
pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal berikut: 
a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (1) 
Peningkatan produksi, dan (2) perdagangan atau peningkatan utility of place dari 
suatu barang.  
b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal 
(capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. 
2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi 
                                                          
72Ismail, Ak., Perbankan Syariah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 105. 
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kebutuhan.73 dan bukan untuk tujuan produksi. Dalam pembiayaan ini tidak 
ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk 
digunakan atau dipakai oleh nasabah. Misal: untuk pembelian elektronik, 
peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, renovasi rumah dan lain-lain.  
Pada umumnya bank Syari'ah membatasi pembiayaan konsumtif kepada 
nasabah untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah untuk dihuni dan 
kendaraan untuk dipakai.  
Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut al-Warran, yang dikutip oleh 
Ascarya dapat dibagi 3 (tiga) yaitu: 
1) Return bearing financing yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersil 
menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan 
nasabah juga memberikan keuntungan.  
2) Return free financing yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari 
keuntungan yang ditujukan kepada orang yang lebih membutuhkan (poor) 
sehingga tidak ada keuntungan yang diberikan. 
3) Charity financing yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada 
orang miskin yang membutuhkan sehingga tidak ada klaim terhadap pokok 
dan keuntungan.74 
                                                          
73M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 
2001), h. 160-161. 
74Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 
h. 122. 
 Dalam transaksi 
sebagaimana skema sebagai berikut: 
Gambar 2.2 Skema 
Keterangan gambar: 
1) Nasabah membutuhkan obyek sewa dan mendatangi LKS
2) LKS membeli obyek sewa dari produsen
3) LKS dan nasabah mengadakan akad 
obyek sewa masih menjadi milik LKS selama periode akad
milik nasabah di akhir periode.
Gambar di atas menjelaskan alur 
melibatkan tiga pihak, yakni nasabah, LKS, dan produsen. Selama periode akad, 
obyek sewa masih menjadi milik LKS. Setelah akhir periode barulah 
tersebut menjadi milik nasabah.
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B. Hukum Islam 
1. Selayang Pandang Hukum Islam 
a. Pengertian Hukum Islam 
Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘hukum’ diartikan dengan: 1) peraturan 
yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang 
dalam suatu masyarakat (negara); 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya 
untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) 
mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh 
hakim (di pengadilan) atau vonis.76 
Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau 
norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik 
berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun yang 
dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.77  
Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab ﻢﻜﺤﻟا yang merupakan ism 
mas}dar dari fi’il (kata kerja)   ﻢﻜﺣ- ﻢﻜﺤﯾ yang berarti memimpin, memerintah, 
memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata ﻢﻜﺤﻟا berarti ilmu, 
pemahaman, atau memutuskan perkara dengan adil.78 Dalam wujudnya, hukum ada 
                                                          
76Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III, Cet. I; 
Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 531. 
77Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 38. 
78Ibnu Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Jilid II (Qa>hirah: Maktabah Da>r al-Ma’a>rif, t.th), h. 952. 
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yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan 
ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. 
Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, oleh Mah}mud Syalt}u>t}79 didefinisikan 
sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk 
mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua 
manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.80 Dengan pengertian yang 
sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu 
disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di 
dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ tersebut 
muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam 
istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan 
seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah swt. dan Nabi 
Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. 
Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum 
yang bersumber dari ajaran Islam. 
Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam al-Qur’an dan 
Sunah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini 
                                                          
79Mah}mu>d Syalt}u>t} adalah salah seorang putra Mesir terbaik, ia lahir di desa Maniah Bani> 
Mans>ur, Distrik Itai al-Beirud, Karisidenan Buhairah Mesir, 23 April 1803 Mesir dan wafat di Kairo 
19 Desember 1963. Beliau adalah ulama dan pemikir Islam yang memiliki reputasi international. 
Pada tahun 1927 ia diangkat menjadi dosen pada tingkat takhas}s}us} (spesialisasi; pendalaman) di 
Universitas al-Azhar sewaktu Syaikh al-Mara>ghi menjadi Rektor. Puncak kariernya dalam 
lingkungan universitas adalah terpilihnya beliau menjadi Rektor Universitas al-Azhar yang ke-41 (21 
Oktober 1958). Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 4 (cet. ke-1; Jakarta: PT. 
Ichtiar Baru Van Houve, 1993), h. 341-342.  




secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk 
juga dalam al-Quran dan Sunah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang 
digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu al-syari>’ah al-Islamiyah (Indonesia: 
syariah Islam) dan al-fiqh al-Isla>mi (Indonesia: fikih Islam). Istilah hukum Islam 
yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia 
sesungguhnya berasal dari istilah Barat. 
Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa 
Inggris, yaitu Islamic law. Kata Islamic law sering digunakan para penulis Barat 
(terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 
Masehi hingga sekarang. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal 
adalah Islamic Law in Modern World (1959) karya J.N.D. Anderson, An 
Introduction to Islamic Law (1965) karya Joseph Schacht, A History of Islamic Law 
(1964) karya N.J. Coulson, Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and 
Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Centuri (2005) karya Rudolph 
Peters, An Introduction to Islamic Law (2009) karya Wael B. Hallaq, dan 
Introduction in Islamic Law (2010) karya Ahmed Akgunduz. 
Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga 
menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka. Kata Islamic law sering 
digunakan untuk menunjuk istilah Arab fikih Islam. Ahmad Hasan menggunakan 
istilah Islamic law untuk fikih dalam karya-karyanya seperti dalam buku The Early 
Development of Islamic Jurisprudence (1970) dan The Principles of Islamic 
Jurisprudence (1994). Istilah inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
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menjadi hukum Islam. Istilah ini kemudian banyak digunakan untuk istilah-istilah 
resmi seperti dalam perundang-undangan, penamaan mata kuliah, jurusan, dan lain 
sebagainya. Adapun untuk padanan syariah, dalam literatur Barat, ditemukan kata 
shari’ah. Untuk padanan syariah terkadang juga digunakan Islamic law, di samping 
juga digunakan istilah lain seperti the revealed law atau devine law81 
Istilah lain terkait dengan hukum Islam yang juga digunakan dalam literatur 
Barat adalah Islamic Jurisprudence merupakan padanan us}ul fikih. Beberapa buku 
yang ditulis dalam bahasa Inggris terkait dengan istilah ini, di antaranya adalah The 
Origins of Muhammadan Jurisprudence (1950) karya Joseph Schacht, The Principles 
of Muhammadan Jurisprudence (1958) karya Abdur Rahim, dan juga dua karya 
Ahmad Hasan, yakni The Early Development of Islamic Jurisprudence (1970) dan 
The Principles of Islamic Jurisprudence (1994), serta karya Norman Calder, Islamic 
Jurisprudence in the Classical Era yang diedit oleh Colin Imber (2010). 
Dari penjelasan di atas terlihat adanya kekaburan makna dari Islamic law 
(hukum Islam) antara syariah dan fikih. Jadi, kata hukum Islam yang sering 
ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup 
syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih. Oleh karena itu, 
sering juga ditemukan dalam literatur tersebut kata syariah Islam dan fikih Islam 
untuk menghindari kekaburan penggunaan istilah hukum Islam untuk padanan dari 
kedua istilah tersebut. 
                                                          
81Ahmad Hasan, The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari’ah and 
Juridical Norm (Delhi: Adam Publishers & Distributors.1st Published,  1994), h. 396. 
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Menurut Imam Abu Zahrah hukum (syar’i) adalah tuntutan Allah yang 
berhubungan dengan perbuatan orang dewasa dengan kehendak (tuntutan) atau 
pilihan atau adanya kejadian (al-wad}’i)82 
Sedangkan ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f lebih mempertajam lagi tentang definisi 
hukum Islam dan membedakan antara definisi menurut ahli us}u>l dan ahli fiqh: 
Hukum syar’i menurut ahli us}u>l adalah tuntutan syar’i yang berhubungan dengan 
perbuatan orang dewasa yang berupa perintah, pilihan, atau hubungan sesuatu 
dengan yang lain. Adapun menurut fuqaha> adalah bekas atau pengaruh yang 
dikehendaki oleh khit}a>b Allah dan terwujud dalam bentuk perbuatan seperti wajib, 
haram, serta boleh.83 
Sementara itu, menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam adalah seperangkat 
peraturan peraturan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia 
mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama 
Islam.84 
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam 
adalah segala ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang dewasa 
yang mempunyai akibat hukum bagi pelakunya, baik yang berkaitan dengan ritual 
(ibadah) maupun hubungan sesama manusia. 
 
                                                          
82Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-‘Araby>, 1957), h. 26.  
83 ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilmu Ushu>l al-Fiqh, h. 32. 
84Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 
1990), h. 18. 
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b. Ruang Lingkup Hukum Islam 
‘Abd al-Wahha>b Khalla>f85 membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-
hukum i’tiqa>diyyah (keimanan), hukum-hukum khuluqiyyah (akhlak), dan hukum-
hukum ‘amaliyyah (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum 
‘amaliyyah inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Beliau 
membagi hukum-hukum ‘amaliyyah menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang 
mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.86  
Pembagian bidang kajian hukum Islam, tampaknya lebih dititikberatkan pada 
bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk 
hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu 
hubungan manusia dengan Tuhan (h}ablun minallah) dan hubungan manusia dengan 
sesamanya (h}ablun min al-na>s). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan 
bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah. 
1) Ibadah 
Secara etimologis kata ‘ibadah’ berasal dari bahasa Arab ةدﺎﺒﻌﻟا, yang 
merupakan ism mas}dar dari kata kerja   ﺪﺒﻋ - ﺪﺒﻌﯾ yang berarti menyembah atau 
                                                          
85‘Abd al-Wahha>b Khalla>f dilahirkan pada bulan Maret 1988 di sebuah desa yang bernama 
Khufruziyat, Mesir. Beliau termasuk orang yang cerdas ini dibuktikan ketika mulai umur 12 tahun 
sudah hafal al-Qur’an. Setelah menghafal al-Qur’an, ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f melanjutkan studi di 
negerinya sendiri. Pada umur 22 tahun beliau telah mendirikan sekolah hukum al-qadha’ al syar’i. 
Sekolah tersebut resmi berdiri pada tahun 1915. Tahun 1931 merupakan tahun keemasan bagi beliau, 
ketika menjadi seorang peneliti pada Mah}kamah Syari>’ah, setelah itu beliau juga diangkat menjadi 
Dosen Fakultas Hak Asasi Manusia Universitas Kairo. Pada tahun 1948, Beliau mendapat gelar 
Profesor Mahkamah Syari’ah Kairo. ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilmu Ushu>l al-Fiqh (Cet. XII; 
Qa>hirah: Da>r al-‘Ilm li al-T{iba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1978), h. 2-5. 
86‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilmu Ushu>l al-Fiqh, h. 32. 
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mengabdi.87 Sedang secara terminologis ibadah sebagai segala sesuatu yang 
dikerjakan untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat. 88 
Inilah definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Dari makna ini, jelaslah bahwa 
ibadah mencakup semua aktivitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang 
didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridaan Allah dan mengharap pahala di 
akhirat kelak. 
Hakikat ibadah adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan 
cinta terhadap yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena 
meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh 
akal. Pendapat lain menyatakan, hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan 
menundukkannya kepada kekuasaan yang gaib yang tidak dijangkau ilmu dan tidak 
diketahui hakikatnya. Hakikat ibadah adalah suatu ungkapan yang menghimpun 
kesempurnaan cinta, tunduk, dan takut.89 
Ibadah hanya tertuju kepada Allah dan tidak boleh ibadah ditujukan kepada 
selain Allah. Hal ini karena memang hanya Allah yang berhak menerima ibadah 
hamba-Nya dan Allah-lah yang telah memberikan segala kenikmatan, pertolongan, 
dan petunjuk kepada semua makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam al-Quran 
dengan tegas disebutkan bahwa Allah memerintahkan jin dan manusia untuk 
beribadah kepada-Nya. Demikian firman Allah dalam QS al-Z|a>riya>t/51: 56 
                                                          
87Ibnu Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Jilid IV (Qa>hirah: Maktabah Da>r al-Ma’a>rif, t.th), h. 2777. 
88Hasbi Al-S}iddieqy>, Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1985), h. 4. 
89Hasbi Al-S}iddieqy>, Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah, h. 8. 
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                       
Terjemahnya:  
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.”90 
 
Pada ayat lain, Allah memerintahkan ibadah kepada manusia sebagai sarana 
untuk mencapai derajat takwa, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 21 
                                       
Terjemahnya: 
“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-
orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.”91 
 
Dengan demikian, jelaslah bahwa ibadah merupakan hak Allah yang wajib 
dilakukan oleh manusia kepada Allah. Karena ibadah merupakan perintah Allah dan 
sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti 
aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan 
dengan ikhlas sebagaimana dijelaskan QS al-Zumar/39: 11: 
                    
Terjemahnya:  
“Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.”92 
 
2) Muamalah  
Secara etimologis kata muamalah berasal dari bahasa Arab ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟا yang 
berpangkal pada kata dasar   ﻞﻤﻋ-  ﻞﻤﻌﯾ- ﻼﻤﻋ yang berarti membuat, berbuat, 
                                                          
90Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 862. 
91Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 11. 
92Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 747. 
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bekerja, atau bertindak. Dari kata ﻞﻤﻋ muncul kata ﻋﺎ ﻞﻣ- ﻌﯾﺎ ﻞﻣ– ﺔﻠﻣﺎﻌﻣ  yang 
artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa, dan sebagainya). 93 Sedangkan 
secara terminologis muamalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang 
mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik 
secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat.94  
Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah 
muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, kalaupun ada, 
tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang 
muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Kalau dalam bidang 
ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat 
memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat 
disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut. Karena sifatnya 
yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada 
dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang 
membatalkan dan melarangnya.95  
Berdasarkan prinsip dasar ini maka semua perbuatan yang termasuk dalam 
kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau nas yang 
                                                          
93Ibnu Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Jilid IV (Qa>hirah: Maktabah Da>r al-Ma’a>rif, t.th), h. 3107. 
94‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilmu Ushu>l al-Fiqh, h. 32. 




melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja 
berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam. 
Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang 
muamalah, menurut ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, meliputi (1) ah}ka>m al-ah}wa>l al-
syakhs}iyyah (hukum-hukum masalah personal/keluarga); (2) al-ah}ka>m al-
madaniyyah (hukum-hukum perdata); (3) al-ah}ka>m al-jina>iyyah (hukum-hukum 
pidana); (4) al-ah}ka>m al-mura>fa’at (hukum-hukum acara peradilan); (5) al-ah}ka>m al-
dustu>riyyah (hukum-hukum perundang-undangan); (6) al-ah}ka>m al-duwaliyyah 
(hukum-hukum kenegaraan); dan (7) al-ah}ka>m al-iqtis}a>diyyah wa al-ma>liyyah 
(hukum-hukum ekonomi dan harta).96 
Jadi muamalah adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antara 
manusia dengan manusia lainnya atau dengan alam sekitar yang tidak diatur secara 
terperinci, melainkan secara global agar dapat mengikuti perkembangan zaman. 
c. Azas-azas hukum Islam 
Azas secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondasi.97 Dalam 
hal ini Muhammad Yusuf Musa mengemukakan tiga prinsip dasar hukum Islam, 
yaitu: 1) tidak mempersulit dan memberatkan; 2) memperhatikan kesejahteraan 
manusia secara keseluruhan; dan 3) mewujudkan keadilan secara menyeluruh.98 
                                                          
96‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilmu Ushu>l al-Fiqh, h. 32-33. 
97M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat) (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2003), h. 18.  
98Muhammad Yusuf Musa, Islam Suatu Kajian Komprehensif, Terj. A. Malik Madany dan 
Hamim Ilyas (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), h. 180-190. 
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Sedang Fathurrahman Djamil mengemukakan lima prinsip dasar hukum Islam, yaitu: 
1) meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan; 2) menyedikitkan beban; 3) 
ditetapkan secara bertahap; 4) memperhatikan kemaslahatan manusia; dan 5) 
mewujudkan keadilan yang merata.99 
Dari dua pendapat di atas dapat diketahui bahwa prinsip dasar hukum Islam 
ada empat, yaitu: 
1) Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan tidak 
memberatkan. 
Prinsip ini banyak ditemukan dalam al-Quran, seperti dalam QS al-Ma>idah/5: 6 
...                                      
                                       
                                  
         
Terjemahnya:  
“... dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang 
air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka 
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 
supaya kamu bersyukur.”100 
 
Begitu pula dalam QS al-Fath}/48: 17  
                                                          
99Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama) (Cet. I; Jakarta: Logos, 
1997), h. 66-75. 
100Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 158-159. 
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                                  
                                      
Terjemahnya:  
“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas 
orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan Barangsiapa yang taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang 
berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih.”101 
 
Demikian pula dalam QS al-Nisa>’/4: 28 
                         
Terjemahnya:  
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan 
bersifat lemah.”102 
 
Dalam ayat-ayat ini terlihat Allah swt. mengetahui tingkat kesehatan dan 
kesakitan, kekuatan dan kelemahan manusia, serta mengangkat kesulitan dari seluruh 
manusia pada umumnya dan dari orang-orang yang sakit dan terkena musibah pada 
khususnya. 
2) Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. 
Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan kesejahteraan yang 
hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada perbedaan antara ras dan bangsa, bahkan 
agama. Pertimbangan masyarakat menjadi pijakan dalam penetapan hukum. 
Penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: a) 
hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkannya; b) hukum-hukum 
ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan 
                                                          
101Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 840. 
102Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 122. 
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menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya; dan c) hukum-hukum ditetapkan 
menurut kadar kebutuhannya.103 
Kemaslahatan manusia menjadi acuan penting dalam penetapan hukum 
Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini ada lima hal yang harus dijaga oleh 
setiap Muslim, yaitu: a) menjaga agama (iman), b) menjaga jiwa, c) menjaga akal, d) 
menjaga keturunan, dan e) menjaga harta. Kelima hal ini sekaligus juga menjadi 
tujuan disyariatkannya hukum Islam.  
3) Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata. 
Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di antara 
manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat, pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan 
agama tidak dapat dijadikan alasan untuk berbuat tidak adil. Firman Allah swt. dalam 
QS al-Ma>idah/5: 8 
                                     
                                         
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.”104 
 
Ayat diatas menegaskan larangan berbuat zalim (tidak adil) terhadap suatu 
kaum karena didorong oleh kebencian. Dan masih banyak lagi ayat al-Quran yang 
                                                          
103Hasbi Al-S}iddieqy>, Pengantar Hukum Islam I-II, h. 19. 
104Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 159. 
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memerintahkan keadilan diiringi dengan pemberian pahala dan melarang berbuat 
zalim yang diiringi dengan pemberian hukuman, dan ketentuan seperti ini juga 
banyak ditemukan dalam hadits. 
4) Ditetapkan secara bertahap 
Al-Qur’an turun kepada Nabi Muhammad saw. secara berangsur-angsur, ayat 
demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan peristiwa, situasi, kondisi yang terjadi. 
Dengan cara ini hukum yang dibawanya lebih disenangi oleh jiwa penganutnya dan 
lebih mendorongnya untuk menaati aturan-aturannya. 
Hikmah yang pokok dari penetapan hukum secara bertahap ini adalah untuk 
memudahkan umat Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang ditetapkan. 
Sebagai contoh adalah pemberlakuan hukum haram bagi minuman keras. Dalam hal 
ini hukum Islam (al-Qur’an) dengan jelas memberikan tahapan-tahapan dalam 
penetapan hukumnya, dimulai dari aturan yang sederhana sampai pada penetapan 
keharamannya. Urutan penetapan haramnya minuman keras dapat dilihat pada tiga 
ayat al-Qur’an, yaitu: 
a) QS al-Baqarah/2: 219 
                                        
     ...      
Terjemahnya:  
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya 
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari manfaatnya...” (219)105 
 
                                                          
105Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 53. 
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Dalam ayat di atas Allah swt. menjelaskan bahwa minuman keras dan judi 
mempunyai manfaat dan dosa yang besar bagi manusia yang akan mendatangkan  
mafsadah (kerusakan), tetapi dosanya (kerusakannya) jauh lebih besar daripada 
manfaatnya.  
b) QS al-Nisa>’/4: 43 
                                    ...      
Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam 
keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”(43)106 
 
Pada ayat di atas, Allah swt. melarang orang yang meminum minuman keras 
untuk melaksanakan shalat. Sebab shalat adalah ibadah yang memerlukan kesadaran 
akan gerakan dan ucapan yang dilakukan. Sedang orang dalam keadaan mabuk, 
tidak sadar dan tidak mengerti apa yang diucapkannya. 
c) QS al-Ma>idah/5: 90 
                                     
                    
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan.107 
 
Maka pada ayat ketiga ini, Allah swt. menegaskan tentang haramnya 
minuman keras (khamr).  
                                                          
106Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 125. 
107Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 176. 
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d. Maqa>s}id Syari>’ah 
Menurut Abu> Isha>q al-Sya>t}ibi>108 pada dasarnya syariat ditetapkan untuk 
mewujudkan kemaslahatan hamba (mas}a>lih al-‘iba>d), baik di dunia maupun di 
akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi Maqa>s}id Syari>’ah. 
Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun 
secara rinci (tafsi>lan), didasarkan pada suatu ‘Illat (motif penetapan hukum), yaitu 
mewujudkan kemaslahatan hamba.109 
Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut al-Sya>t}ibi> membagi maqa>s}id 
menjadi tiga tingkatan, yaitu: maqa>s}id d}aru>riyya>t, maqa>s}id ha>jiya>t, dan maqa>s}id 
tahsi>na>t. D}aru>riya>t artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak 
ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Ha>jiya>t maksudnya 
sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhs}ah 
(keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Tahsi>nia>t artinya sesuatu yang 
diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak 
yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. D}aru>riya>t beliau jelaskan 
lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (h}ifz al-di>n); (2) 
                                                          
108Abu Isha>q al-Sya>t}ibi> (bahasa Arab: ﻲﺑطﺎﺷﻟا قﺎﺣﺳا وﺑأ; w.790 H/1388 M) adalah Imam 
Ahlussunnah dari Mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Tempat dan tanggal lahirnya 
tidak diketahui, namun diperkirakan bahwa ia lahir sekitar tahun 720 H, ia wafat pada hari Selasa, 8 
Sya’ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan 
Imam Sya>t}ibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa 
Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Al-Syam. Ia tinggal di Granada yang 
waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah 
yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan. Lihat Abdurrahman Adam Ali, Al-Imam Al- 
Syat}ibi Aqidatuhu wa Mauqifuhu min al-Bida’ wa Ahliha (Cet. I; Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 
1998), hal. 23. Lihat juga https://id.wikipedia.org/wiki/Asy-Syathibi. 
109Abu> Isha>q al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>’ah, (Qa>hirah: Mustafa Muhammad, 
t.th.), jilid II, h. 2-3. 
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menjaga jiwa (h}ifz al-nafs); (3) menjaga akal (h}ifz al-‘aql); (4) menjaga keturunan 
(h}ifz al-nasl); (5) menjaga harta (h}ifz al-ma>l).110 
1) Memelihara Agama (h}ifz} al-di>n)  
Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat :  
a) Memelihara agama dalam peringkat d}aru>riyyah, yaitu memelihara dan 
melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti 
melaksanakan sholat lima waktu.  
b) Memelihara agama dalam peringkat h}a>jiyyah, yaitu melaksanakan ketentuan 
agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jamak dan sholat 
qashar bagi orang yang berpergian.  
c) Memelihara agama dalam peringkat tah}siniyyah, yaitu mengikuti petunjuk 
agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi 
pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam 
maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.  
2) Memelihara jiwa (h}ifz} al-nafs)  
Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan 
menjadi tiga peringkat :  
a) Memelihara jiwa dalam peringkat d}aru>riyyah, seperti memenuhi kebutuhan 
pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok 
ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.  
                                                          
110Abu> Isha>q al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>’ah, h. 5. 
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b) Memelihara jiwa dalam peringkat h}a>jiyyah, seperti diperbolehkan berburu 
binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini 
diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya 
mempersulit hidupnya.  
c) Memelihara jiwa dalam peringkat tah}siniyyah, seperti ditetapkannya tata cara 
makan dan minum.kegiatan ini berkaitan dengan etika dan kesopanan, jadi tidak 
akan mengancam eksistensi manusia.  
3) Memelihara akal (h}ifz} al-‘aql)  
Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 
tiga peringkat :  
a) Memelihara akal dalam peringkat d}aru>riyyah, seperti diharamkan meminum 
minuman keras, mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika dan obat-
obatan terlarang (Narkoba). Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan 
berakibat terancamnya eksistensi akal.  
b) Memelihara akal dalam peringkat h}a>jiyyah, seperti dianjurkannya menuntut ilmu 
pengetahuan. Apabila hal ini tidak dilakukan , maka tidak akan merusak akal 
tetapi akan mempersulit diri seseorang.  
c) Memelihara akal dalam peringkat tah}siniyyah, seperti menghindarkan diri dari 
menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.   
4) Memelihara keturunan (h}ifz} al-nasl)  
Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat :  
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a) Memelihara keturunan dalam peringkat d}aru>riyyah, seperti disyariatkan nikah 
dan dilarang berzina. Kalau kegiatan tersebut diabaikan maka eksistensi 
keturunan akan terancam.  
b) Memelihara keturunan dalam peringkat h}a>jiyyah, seperti ditetapkannya ketentuan 
menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak 
padanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan 
mengalami kesulitan karena suami harus membayar mahar mis}l.  
c) Memelihara keturunan dalam peringkat tah}siniyyah, seperti disyariatkan khit}bah 
atau wali>mah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi 
kegiatan perkawinan.  
5) Memelihara Harta (h}ifz} al-ma>l)  
Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 
tiga peringkat :  
a) Memelihara harta dalam peringkat d}aru>riyyah, seperti syariat tentang tata cara 
pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak 
sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.  
b) Memelihara harta dalam peringkat h}a>jiyyah, seperti syariat tentang jual beli 
dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam 
eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.  
c) Memelihara harta dalam peringkat tah}siniyyah, seperti ketentuan tentang 
menghindarkan diri dari pengecohan atas penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan 
etika bermuamalah. Dan juga berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli tersebut.  
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2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dan PSAK 102 
a. Kedudukan Fatwa DSN-MUI di Indonesia 
1) Sekilas Dewan Syariah Nasional-MUI111 
Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI 
Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah 
lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 
14 Oktober 1997. 
Selanjutnya Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-
754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari’ah 
Nasional MUI. Pada tanggal 15 Februari 1999 bertempat di Hotel Indonesia, Jakarta, 
Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta’aruf dengan Pengurus DSN-MUI.  
Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-
MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan 
Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI. 
Susunan Pengurus DSN-MUI masa khidmat 2015-2020 dijabat oleh Ketua 
Umum MUI, Dr. K.H. Ma’ruf Amin selaku ketua dan sekretaris oleh Dr. H. Anwar 
Abbas, M.M., M.Ag., sekaligus selaku ketua dan sekretaris Badan Pelaksana Harian 
(BPH) DSN-MUI. 
                                                          
111http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas, diakses tanggal 15 Juli 2016. 
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Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk 
dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan 
mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan 
sesuai dengan tuntunan syariat Islam. 
Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para 
ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 
ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan 
ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam 
penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di 
lembaga keuangan syariah. 
Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan 
keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam 
menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang 
ekonomi dan keuangan. 
Adapun visi dan misi DSN-MUI adalah sebagai berikut: 
a) Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. 
b) Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah 
untuk kesejahteraan umat dan bangsa. 
Tugas dan fungsi dari DSN-MUI adalah sebagai berikut: 
a) Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi 
praktisi dan regulator. 
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b) Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga 
keuangan dan bisnis syariah. 
c) Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga 
keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. 
Wewenang DSN-MUI: 
a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing 
lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 
b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan 
Bank Indonesia. 
c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang 
akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga 
keuangan dan bisnis syariah. 
d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam 
pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan 
dalam maupun luar negeri. 
e) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan 
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 
f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan 





2) Kedudukan Fatwa DSN-MUI di Indonesia 
Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh al-
Zamakhsyari112 adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas 
pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut al-Sya>t}ibi>, fatwa dalam arti al-iftaa> 
berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk 
diikuti. Menurut Yu>suf al-Qard}a>wi>113, fatwa adalah menerangkan hukum syarak 
dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta 
fatwa (mustafi) baik secara perorangan atau kolektif.114 
Indonesia sebagai negara dengan masyarakat mayoritas muslim, memiliki 
beberapa organisasi masyarakat yang berasaskan Islam, diantara organisasi-
                                                          
112Nama lengkap al-Zamakhsyarī adalah ‘Abd al-Qāsim Mahmūd ibn Muhammad ibn ‘Umar 
al-Khāwarizmī al-Zamakhsyarī, Gelarnya adalah “Jâr Allah” (tetangga yang paling dekat dengan 
Allah) diperoleh karena berdiam beberapa lama di Mekah. Ia dilahirkan di Zamakhsyar, sebuah kota 
kecil di Khāwarizmī pada hari Rabu 27 Rajab 467 H atau 18 Maret 1075 M (dan meninggal tahun 
538 H/1144M). Karyanya yang paling terkenal adalah al-Kasysya>f, sebuah komentar seminal pada al-
Qur’an. Komentarnya dalam karyanya ini sangat terkenal karena analisis linguistiknya yang 
mendalam pada tiap ayat, namun banyak dikritik karena sifatnya inklusif untuk pandangan filosofis 
golongan mu’tazilah. Lihat Prof. Shalih Gharamullah al-Ghamidi, al-Masail al-I’tizaliyah fi at-Tafsir 
al-Kasya>f li al-Zamakhsyari> (Cet. II; Riyadh, Daar al-Andalus, 1422 H), h. 19, lihat juga M. Amin 
Nurdin, “Al-Zamakhsyarī dan Sifat Alamiah Qur´ān yang Menakjubkan”, dalam buku Kusmana dan 
Syamsuri (ed.), Pengantar Kajian Al-Qur´ān: Tema Pokok, Sejarah dan Wacana Kajian (Cet. I; 
Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2004), h. 140. 
113Syaikh Yu>suf al-Qard}a>wi> dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini. Dr. 
Yusuf al-Qard}a>wi> lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 
September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-
Qard}a>wi> merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-
Qard}ah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. 
Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan 
ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo. Hingga menyelesaikan program doktor pada 
tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan 
judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan 
dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku 
yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Lihat Abdul Aziz 
Dahlan, (ed.), “Al-Qaradawi, Yusuf, Einsklopedi Hukum Islam (Cet. Ke-7; Jakarta: PT. Ichitiar Baru 
Van Hoeve, 2006), Jilid 5, h. 1448. 
114Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Elsas, 2008), h. 19. 
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organisasi tersebut juga memiliki badan fatwa, seperti Nahdatul Ulama (NU) dan 
Muhammadiyah. Namun Lembaga Fatwa DSN-MUI dianggap sebagai pemegang 
otoritas syariah tertinggi di Indonesia. 
DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa 
sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan 
perbankan syariah.115 Peran DSN-MUI sangat penting untuk peningkatan dan 
pengembangan perbankan syariah dan menjaga kepatuhan bank syariah terhadap 
hukum Islam. 
Tugas DSN-MUI di bidang keuangan dan perbankan adalah sebagai badan 
otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonesia, 
Departemen Keuangan, atau Bapepam) berkaitan dengan operasi perbankan syariah 
atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengoordinasi isu-isu syariah tentang 
keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek 
Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan 
keuangan syariah lainnya. 
Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukanlah hukum nasional,116 sama 
seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bidang-bidang lainnya. Agar 
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat sebagai 
mana hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka pada UU No.21 tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-
                                                          
115Askarya, Akad & Produk bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008 ), h. 206.   
116Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum 
Nasional (ed.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 25.   
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MUI dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia. Pada pasal 26 
disebutkan:  
a) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 
dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.  
b) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis 
Ulama Indonesia.  
c) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank 
Indonesia.  
d) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.  
e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas 
komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan 
Peraturan Bank Indonesia.  
Dengan demikian ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa yang 
dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan hukum positif berupa PBI yang dikeluarkan oleh 
Bank Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa peran dari lembaga fatwa di 
Indonesia sangat signifikan dan strategis dalam membangun dan memajukan 
Lembaga Keuangan Syariah dengan tetap memperhatikan hukum-hukum syariah 
yang harus dipatuhi oleh LKS.  
Pentingnya peran DSN untuk tetap menjaga kepatuhan LKS terhadap 
ketentuan syariah, karena pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha tidak boleh 
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bertantangan dengan syariah, yang dirujuk pada fatwa yang telah dikeluarkan DSN-
MUI dan telah dikonversi ke dalam PBI. Dengan demikian Fatwa yang telah dirujuk 
dan dijadikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengikat setiap LKS atau 
mengikat publik, sedangkan fatwa yang yang belum tertuang dalam PBI belum dapat 
dikatakan mengikat publik/LKS.  
Berkaitan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah berkenaan dengan berlakunya prinsip syariah, maka Peraturan 
Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 telah memberikan pengertian mengenai apa yang 
dimaksud dengan prinsip syariah. Menurut PBI tersebut “Prinsip Syariah adalah 
prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 
oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia”. Berdasarkan Peraturan 
Bank Indonesia tersebut sepanjang prinsip syariah tersebut telah difatwakan oleh 
DSN-MUI, maka prinsip syariah demi hukum telah berlaku sebagai hukum positif 
sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.117  
PBI tersebut, semakin memperkuat posisi fatwa DSN-MUI sebagai salah satu 
sumber penting dalam melakukan inovasi produk perbankan syariah. Sehingga fatwa 
tersebut memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati oleh setiap lembaga keuangan 
yang menggunakan sistem syariah.  
Inovasi produk bank syariah sangat terkait dengan fatwa-fatwa yang 
dikeluarkan DSN-MUI berdasarkan permintaan perbankan. Perkembangan inovasi 
produk harus didukung dengan sumber daya manusia yang ada di Lembaga 
                                                          
117Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya (Jakarta: 
PT. Jakarta Agung Offset, 2010), h. 137-138.   
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Keuangan Syariah dan Lembaga Fatwa. Banyak akad yang belum teroptimalkan 
dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia dalam perbankan syariah. Itulah 
sebabnya inovasi produk perbankan syariah di Indonesia masih berada di bawah 
Malaysia dan Uni Emirate Arab (UAE). 
b. Fungsi dan Kedudukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 
1) Konsepsi Akuntansi Syariah 
a) Pengertian Akuntansi Syariah 
Akuntansi yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang saat ini sangat pesat 
perkembangannya di semua sektor baik swasta maupun publik, ternyata konsep 
dasarnya telah diperkenalkan oleh Al- Quran, jauh sebelum Lucas Pacioli (dikenal 
dengan “Bapak Akuntansi”) memperkenalkan konsep akuntasi double-entry 
bookkeeping dalam salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 1494. Hal ini 
berdasarkan firman Allah QS al-Baqarah/2: 282  
                            
                       
                    ...      
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...”.118 
                                                          
118Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 70. 
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Dalam ayat di atas, Allah swt. secara garis besar telah menggariskan konsep 
akuntansi yang menekankan pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tujuan 
perintah dalam ayat tersebut jelas sekali untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang 
menekankan adanya pertanggung jawaban. 
Akuntansi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا. Dalam konsep 
Islam, akuntansi termasuk dalam masalah muamalah, yang berarti dalam 
pengembangannya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia.119 
 Definisi umum akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti 
dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut 
sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan 
keputusan. Sedangkan definisi umum dari syariah adalah aturan yang telah 
ditetapkan oleh Allah swt. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala 
aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, Akuntansi syari’ah dapat diartikan sebagai proses 
akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 
Allah swt. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan 
yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan 
akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses 
akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.120 
                                                          
119Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Edisi Pertama; Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2012), h. 103. 
120Nurhayati, S. dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi Kedua Revisi; Jakarta: 
Salemba Empat, 2011), h. 2. 
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Harahap mendefinisikan Akutansi Islam sebagai postulat, standar, penjelasan 
dan prinsip akuntansi yang menggambarkan semua hal, sehingga akuntansi Islam 
secara teoritis memiliki konsep, prinsip, dan tujuan Islam juga. Semua ini secara 
serentak berjalan bersama bidang ekonomi, sosial, politik, ideologi, etika, kehidupan, 
keadilan dan hukum Islam.121  
Menurut Sumar’in akuntansi syariah bukanlah sebuah ilmu yang tercipta 
sebagai perlawanan teori akuntansi barat, tetapi merupakan sebuah penyempurnaan 
sistem pencatatan aktivitas syariah sebuah usaha. Tujuan akuntansi syariah tidak jauh 
berbeda dengan tujuan akuntansi konvensional yaitu:  
(1) Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban 
yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi 
lain, sesuai dengan prinsip syariah.  
(2) Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan 
untuk mengambil keputusan.  
(3) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan 
kegiatan usaha.122  
b) Prinsip Akuntansi Syariah 
Prinsip merupakan bagian mendasar yang menjadi tiang dan patokan atas 
suatu kegiatan yang dilakukan. Menurut Sumar’in secara legal prinsip dasar dalam 
sebuah akuntansi tidaklah berbeda antara akuntansi syariah dan konvensional. Di 
                                                          
121Harahap, S. S.  Akuntansi Islam (Jakarta: Bhumi Aksara, 1997), h. 272. 
122Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah,  h. 104. 
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mana dalam penyajian akuntansi seorang akuntan harus tunduk pada prinsip-prinsip 
akuntansi yang umumnya diterima secara universal.123 Dalam dunia Internasional 
prinsip-prinsip umum tersebut dikenal dengan istilah Generally Accepted Accounting 
Principles (GAAP). GAAP merupakan petunjuk tata cara yang digunakan akuntan 
untuk membuat pelaporan. Di Indonesia buku petunjuk standar akuntansi lebih 
dikenal dengan istilah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).  
Akuntansi sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bisnis 
menghendaki adanya sebuah proses pencatatan yang penuh dengan nilai-nilai etis 
yang menjadi prinsip dasarnya. Atas dasar tersebut memerlukan sebuah pemikiran 
untuk memunculkan konsep akuntansi syariah. Sehingga hal yang sangat menjadi 
perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dan konvensional adalah masalah 
prinsip etika dan moralitas dari praktik bisnis lembaga keuangan tersebut. Hal ini 
menjadi latar belakang timbulnya sistem akuntansi syariah.124  
Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam 
sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar 
yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip 
yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282 di atas:  
(1) Prinsip Pertanggungjawaban  
Merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. 
Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, 
                                                          
123Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah,  h. 105. 
124Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah,  h. 105. 
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persoalan amanah merupakan transaksi manusia dengan sang Kha>liq mulai dari alam 
kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia 
dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti 
kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.  
(2) Prinsip Keadilan  
Dalam konteks akuntansi, ditegaskan bahwa kata adil dalam ayat 282 surat 
Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan 
oleh perusahaan atau dua belah pihak harus dicatat dengan benar. Semua harus 
diletakkan pada tempatnya. 
(3) Prinsip Kebenaran  
Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip 
keadilan. Sebagai contoh misalnya dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada 
masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan 
dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat 
menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-
transaksi ekonomi. 125 
2) Fungsi dan Kedudukan Akuntansi bagi Bank Syariah 
Bank Syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan 
pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dan keagamaan. Prinsip ini 
mengharuskan kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. 
Kepatuhan ini tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi transaksi bisnis pun harus 
                                                          
125Muhammad, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah: Panduan Praktis bagi Pengelola 
Bank Syariah dan BMT (Yogyakarta: STIS, 1998), h. 25. 
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sesuai dengan ajaran syariah. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling 
terkemuka dari ajaran Islam mengenai muamalah yaitu pelarangan riba dan persepsi 
uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas. 
Dengan demikian, uang tidak memiliki nilai waktu, kecuali nilai barang yang ditukar 
melalui penggunaan uang sesuai dengan syariah.126  
Akuntansi bagi bank syariah yang pedomannya mengacu pada ketentuan 
Allah swt., yaitu untuk meluruskan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah 
dan menghilangkan kebatilan dengan mendekatkan pada kebenaran, kejujuran, dan 
kewajaran dalam pencatatan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur’an.  
Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai 
berikut:127  
a) Manajemen Investasi  
Bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak 
mudha>rabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudha>rabah, bank (dalam 
kapasitasnya sebagai mudha>rib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari 
pihak lain) menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal 
terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko penyedia dana (sha>hib al-ma>l), 
sementara bank tidak ikut menanggungnya.  
 
                                                          
126Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah (Edisi Kedua; Jakarta: Salemba Empat, 2005), 
h. 143. 




b) Investasi  
Bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha 
(baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat 
investasi yang konsisten dengan syariah. Di antaranya adalah kontrak al-mura>bah}ah, 
mudha>rabah, musya>rakah, bai’ as-sala>m, bai’ istis}na’, ija>rah dan lain-lain. Rekening 
investasi dapat dibagi menjadi:  
(1) Rekening investasi tidak terbatas (unrestricted mudha>rabah).  
Pemegang rekening jenis ini memberikan wewenang kepada bank syariah 
untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan 
feasible/dapat dikerjakan dengan mudah, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, 
dan bidang usaha investasi.  
Dalam skema ini bank syariah dapat mencampurkan dana pemegang rekening 
investasi dengan dananya sendiri (modal) atau dengan dana lain yang berhak dipakai 
oleh bank syariah (misalnya rekening koran). Pemegang rekening investasi dan bank 
syariah umumnya berpartisipasi dalam keuntungan dari dana yang diinvestasikan.  
(2) Rekening investasi terbatas (restricted mudha>rabah). 
Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal 
jenis, bidang, dan waktu bank menginvestasikan dananya. Lebih jauh lagi bank Islam 
dapat dibatasi dari mencampurkan dananya sendiri dengan dana rekening investasi 
terbatas untuk tujuan investasi. Bahkan bisa saja ada pembatasan lain yang 




(3) Jasa-jasa Keuangan  
Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya 
berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. 
Misalnya garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.  
(4) Jasa Sosial  
Konsep bank syariah mengharuskan bank tersebut melaksanakan jasa sosial, 
bisa melalui dana pinjaman kebajikan (qard}), zakat, atau dana sosial yang sesuai 
dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan 
bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan 
menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup. 
3. Akad/Perjanjian 
a. Pengertian Akad 
Pengertian akad secara etimologi berarti membangun atau mendirikan, 
memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.128 Secara literal, akad berarti 
mengikat atau menghubungkan antara ujung sesuatu, baik ikatan secara nyata 
maupun ikatan maknawi, dilakukan oleh dua belah pihak atau hanya satu pihak 
saja.129 Secara terminologi, akad didefinisikan sebagai pertemuan ija>b dan qabu>l 
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat 
hukum pada obyeknya.130 
                                                          
128Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam (Beirut: Da>r al-Masyriq, 1986), h. 518.  
129Wahbah al-Zuhaily>, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu> (Jilid V, Cet. Ke-2; Damaskus: Da>r-
al-Fikr, 1989), h. 2917. 
130Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 68.  
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Kata akad dalam istilah berarti ikatan dan tali pengikat131. Di mana para pihak 
saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu. Para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu 
perjanjian maka para pihak tersebut harus memenuhi perjanjian yang telah 
disepakati. Perjanjian yang telah disepakati tidak boleh dilanggar atau dibatalkan 
secara sepihak.  
Definisi akad menurut fuqaha> pada umumnya adalah ketergantungan 
pernyataan antara dua belah pihak yang berakad secara hukum yang berimplikasi 
pada obyeknya.132 Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad 
adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.133 Dari berbagai 
definisi akad diatas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan pernyataan 
kehendak antara dua belah pihak yang berakad terhadap suatu obyek yang 
menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.  
 Pengertian lain dari akad yaitu ikatan antara ija>b dan qabu>l yang 
diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi konsekuensi hukum atas 
sesuatu yang karenanya akan diselenggarakan. Akad ini dilakukan minimal dua 
pihak, yaitu pihak yang menyatakan ijab dan pihak yang menyatakan kabul. Adapun 
akad yang dilakukan secara sepihak, yaitu menyatakan suatu kehendak atas kemauan 
                                                          
131Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam 
(Jakarta: Amzah, 2010), h.15. 
132Wahbah al-Zuhaily>, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu, h. 2918  
133Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (Edisi Revisi) (Cet. I; Bandung: Prenada Media Kencana, 2009), h. 14.  
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dirinya sendiri, misalnya memberikan hadiah terhadap seseorang atau hibah atau 
mewakafkan suatu tanah untuk dipergunakan kepentingan umum. Kegiatan tersebut 
dilakukan atas keinginan sendiri dari pihak pemberi dan terserah dari pihak 
penerima, apakah ingin menerima atau tidak. Tetapi pada umumnya perjanjian yang 
dilakukan dalam bisnis ialah perjanjian dua pihak atau lebih, di mana para pihak 
yang membuat perjanjian tersebut sepakat melakukan sesuatu atau tidak melakukan 
sesuatu. 
 Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi 
tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh 
para pihak melalui pembuatan akad134. Para pihak yang telah mengikatkan dirinya 
dalam akad tersebut harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. 
Misalnya, dalam jual beli maka pihak penjual harus menyerahkan barang yang 
diinginkan oleh pembeli dan pihak pembeli harus membayar barang yang telah 
dimilikinya. Secara hukum dalam praktik jual beli tersebut telah terjadi perpindahan 
hak milik dari penjual kepada pembeli. Dan perpindahan hak milik tersebut 
merupakan akibat hukum yang terjadi dalam jual beli. 
Kedudukan akad dalam setiap transaksi sangat signifikan. Karena setiap 
transaksi yang berimplikasi pada peralihan hak dan pemenuhan kewajiban harus 
dilandasi dengan akad. Akad ini juga menjadi salah satu sebab peralihan kepemilikan 
kebendaan yang paling dominan dilakukan dalam kegiatan transaksi manusia 
sepanjang zaman. Salah satu karakteristik perbankan syariah, yaitu setiap transaksi 
                                                          
134Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 23. 
100 
 
keuangan, baik berbentuk pendanaan, penyaluran dana, dan aktifitas penawaran jasa 
keuangan harus dilandasi dengan akad (underlying transaction) yang jelas. 
b. Sumber Akad dan Perikatan 
Perikatan dalam hukum positif bersumber dari perjanjian dan undang-
undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, “Tiap-tiap 
perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang-
undang”.135 Pasal ini menjelaskan bahwa “Perjanjian merupakan sumber perikatan 
paling penting”.136 Sedangkan sumber akad dalam hukum Islam meliputi, pertama, 
akad atau isi perjanjian. Kedua, kehendak sepihak (al-ira>dah al-munfaridah), ketiga, 
perbuatan merugikan (al-fi’l al-d}a>r), keempat, perbuatan yang bermanfaat (al-fi’l al-
na>fi’), dan kehendak syara’. Mencermati sumber perikatan dalam hukum perdata 
dan hukum Islam, tampaknya memiliki kemiripan, yaitu menempatkan isi akad 
sebagai sumber perikatan atau perjanjian yang sifatnya mengikat dan berlaku 
sebagai undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 
sebagaimana hadis Nabi saw.: 
 ِﷲا َلْﻮُﺳَر ﱠنَأ َلَﺎﻗ ِﱏَاﺰُﻤَْﻟا ٍفْﻮَﻋ ِﻦْﺑ ِﺮْﻤَﻋ ْﻦَﻋ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ا ُﺢْﻠﱡﺼﻟ
 ﻰَﻠَﻋ َنﻮُﻤِﻠْﺴُﻤْﻟاَو ﺎًﻣَاﺮَﺣ ﱠﻞَﺣَأ َْوأ ًﻻَﻼَﺣ َمﱠﺮَﺣ ﺎًﺤْﻠُﺻ ﱠﻻِإ َﲔِﻤِﻠْﺴُﻤْﻟا َْﲔَـﺑ ٌِﺰﺋﺎَﺟ 
ﺎًﻣَاﺮَﺣ ﱠﻞَﺣَأ َْوأ ًﻻَﻼَﺣ َمﱠﺮَﺣ ًﺎﻃْﺮَﺷ ﱠﻻِإ ْﻢِﻬِﻃوُﺮُﺷ )يﺬﻣﱰﻟا ﻩاور(  
 
 
                                                          
135R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2009), h. 323. 
136Ahmadi Miru, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW (Cet. III; 




Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muza>ni> berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda: Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali 
perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan 
kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".137 
 
Hadits ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang 
telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah 
diperbolehkan, karena mengandung mas}lahah dan tidak ada larangan syari’at tentang 
hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus ke 
dalam suatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya saw. Apabila 
mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam 
perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan. 
c. Asas-asas Akad 
Perikatan yang lahir dari suatu kesepakatan berlaku sebagai sesuatu yang 
mengikat bagi pihak-pihak yang berkontrak. Konsistensi pihak yang berkontrak 
untuk menjaga apa yang disepakati dalam kontrak harus menjadi komitmen 
bersama. Untuk mencapai komitmen itu, kedua belah pihak yang berkontrak harus 
sejajar dalam rangka mencapai kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam kontrak. 
Pihak yang berkepentingan dalam kontrak dapat sejajar apabila sebelum mencapai 
kesepakatan memperhatikan asas-asas terjadinya sebuah kontrak perjanjian. Asas-
asas tersebut adalah sebagai berikut: 
                                                          
137Muhammad Abd al-Rahm>an Tuhfah al-Ahwa>zi, Bi Syarh Ja>mi Al-Tirmizi> (IV; t.t.p; Dar 
al Fikr, t.t.), h. 486. Hadits nomor 1352 “Kita>b al-Ahka>m.” Bab Ma> Zukira an Rasulillah S}allalla>hu 
‘Alaih wa Sallam fi S}ulh Bain al-Na>s. Hadits ini hasan sahih diriwayatkan dari Kas\i>r bin ‘Abdillah 
bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muza>ni> dari ayahnya dari kakeknya. 
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1) Asas Kebebasan 
Asas kebebasan dalam melakukan suatu perjanjian merupakan asas 
fundamental dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melakukan akad bebas 
menentukan isi dan substansi perjanjian. Substansi itu meliputi materinya, 
persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, bentuk perjanjian, apakah lisan atau 
tertulis, dan menetapkan teknis penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di 
kemudian hari.138 Asas ini dipengaruhi oleh paham individualisme yang embrionya 
lahir pada zaman Yunani dan berkembang pada zaman Renaissance. Paham ini 
dikembangkan melalui ajaran-ajaran Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, 
dan Rousseau, dan mengalami proses internalisasi dalam kehidupan Barat, utamanya 
pasca revolusi Perancis.139 
Kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian tidak berarti bahwa kebebasan 
tersebut adalah mutlak dan bersifat absolut, tapi kebebasan itu tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan norma-norma umum yang 
berlaku dalam masyarakat. Asas kebebasan ini bertujuan untuk menghindari segala 
bentuk eksploitasi dalam bertransaksi. Seperti adanya unsur paksaan, tekanan, dan 
penipuan dari salah satu pihak yang bertransaksi. 
Kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata dipahami dari susbtansi Pasal 
1338 BW yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
                                                          
138Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15. 
139Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil 
(Cet. II; Jakarta: Prenada Media Kencana, 2011), h. 108.  
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sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Subekti menganalisis 
bahwa Pasal 1338 ayat (1) ini menekankan suatu pernyataan bahwa siapa saja 
diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat pihak-pihak 
sebagaimana mengikatnya undang-undang.140 Kebebasan itu hanya dibatasi oleh 
ketertiban umum dan kesusilaan. 
Ukuran untuk menentukan ketertiban umum tentunya berdasarkan pada 
aturan yang baku dan berlaku, sedangkan makna kesusilaan dapat dipahami bahwa 
hal tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku. Konsep 
membangun suatu ikatan perjanjian dalam fikih merupakan bagian dari hukum 
kebiasaan atau adat. Karena itu, kebiasaan-kebiasaan baik yang telah membudaya 
dalam kehidupan masyarakat menjadi suatu penentu sah tidaknya suatu perjanjian, 
meskipun kebiasaan itu tidak dicantumkan dalam syarat perjanjian. 
Menurut Sutan Remi Sjahdeini, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak 
dalam hukum perjanjian Indonesia meliputi: 
(a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian 
(b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian\ 
(c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan 
dibuatnya 
(d) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian 
(e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian 
                                                          
140 Ahmadi Miru, Hukum Perikatan, h. 79.  
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(f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang 
bersifat opsional. 
2) Asas Konsensualisme atau Kerelaan 
Asas ini menyatakan bahwa apapun bentuk transaksi dilakukan harus 
berdasarkan kerelaan dari pihak yang berakad kerelaan merupakan sikap batin yang 
bersifat abstrak.141 Karena itu, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator 
itu berupa pernyataan dalam bentuk ija>b dan qabu>l.142 Keinginan untuk melakukan 
suatu akad didasarkan atas niat dan tekad. Kedua hal ini sangat abstrak, sehingga 
diperlukan indikator untuk merefleksikannya. Indikator itu berupa pernyataan atau 
perbuatan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang merefleksikan keinginan dan 
tekad atau berupa perbuatan yang merefleksikan sikap batin itu, seperti transaksi jual 
beli biasa yang tidak memerlukan persyaratan formil.143 
Konsep kerelaan dan keridaan merupakan salah satu dasar dalam hukum 
perjanjian Islam atau akad. Konsepsi ini dipahami dari sejumlah dalil normatif, baik 
dari al-Qur’an maupun sunah. Diantara petunjuk normatif al-Qur’an tentang konsep 
kerelaan, yaitu. QS al-Nisa>/4: 29 
                                
                             
                                                          
141Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, h. 22  
142Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. 
Cet. I; Jakarta: Prenada Media Kencana, 2012), h. 80. 




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.”(29)144 
 
Hadis Nabi saw.: 
   َلَﺎﻗ ِﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑا ِﺲََﻧأ ْﻦَﻋ : َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : ﱠﻻِإ ٍِئﺮْﻣا ُلﺎَﻣ ﱡﻞَِﳛ َﻻ
 ُﻪْﻨِﻣ ٍﺲْﻔَـﻧ ِﺐﻴِﻄِﺑ  
Artinya:  Dari Anas bin Malik berkata: Bersabda Rasulullah saw.: “Tidak 
halal mengambil harta seseorang kecuali atas dasar kerelaan darinya”. HR. 
Ahmad, Da>ruqut}ni dan al-Baihaqy>, dishahihkan oleh Syaikh al-Alba>ni> dalam 
S}ahihul Ja>mi’ no. 7539.145 
Berdasarkan informasi dalil normatif tersebut, dengan adanya kerelaan dan 
keridaan, merupakan simbol terjadinya akad dan implikasinya tanpa diperlukan 
formalitas perjanjian. 
Asas rid}a>iyah atau kerelaan ini juga menjadi salah satu syarat pokok dalam 
hukum perjanjian KUH Perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 
KUH Perdata “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.146 Dalam Pasal ini 
terkandung asas yang sangat esensial berkaitan dengan hukum perjanjian, yaitu asas 
konsensualisme. Asas ini menegaskan kehendak pihak-pihak yang berkontrak untuk 
saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan terhadap pemenuhan segala 
                                                          
144Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 122. 
145Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, S}ah}ih al-Ja>mi' al-S}agi>r wa ziya>datuhu>, 
(Jakarta: Pustaka Azzam), h. 192. 
146Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (cet. ke-25; Jakarta: PT. Pradnya 
Paramita, 2004), h. 339. 
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hal, sebagai konsekwensi dari suatu perjanjian.147 Unsur kepercayaan yang 
terkandung dalam asas ini merupakan nilai etis yang bersumber dari moral. 
Kepercayaan merupakan unsur terpenting untuk membangun jalinan 
perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian dapat saling percaya satu sama 
lain jika masing-masing pihak terbuka dan kooperatif terhadap substansi perjanjian. 
Karena itu, hukum Islam juga memberikan hak opsi (hak khiya>r) dalam proses 
negosiasi suatu kontrak atau akad. Pentingnya mempertibangkan hak opsi bagi 
pihak-pihak yang bertransaksi sangat mendukung terhadap lahirnya kerelaan dan 
keridaan dari kedua belah pihak. Unsur-unsur yang dapat melahirkan kesepakatan 
yang berdasarkan kerelaan, yaitu, pertama, transparansi informasi terhadap isi akad, 
kedua, pemberian hak opsi untuk menentukan kelayakan obyek yang ditransaksikan. 
Ketiga, Kedudukan setara bagi pihak-pihak yang bertransaksi atau berakad. 
Keempat, Adanya komitmen kedua belah pihak untuk tunduk pada hukum perjanjian, 
baik hukum normatif maupun yuridis formal. 
Kerelaan dan keridaan dapat tercapai apabila persesuaian kehendak (meeting 
of mind) dari kedua belah pihak dapat terjadi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
kecacatan berakad juga sering terjadi dalam proses maupun implementasi muatan 
perjanjian ketika dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama. Cacat kehendak ini 
dapat timbul dari pihak-pihak yang berakad apabila unsur-unsur untuk mencapai 
kesepakatan terabaikan dalam proses negosiasi suatu akad perjanjian. 
 
                                                          
147Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, 
h. 121.  
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3) Asas Persamaan atau kesetaraan 
Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan 
yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad setiap 
pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. 
4) Asas Keadilan 
Perjanjian yang dibuat harus senantiasa menghasilkan keuntungan yang adil 
dan seimbang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Keuntungan tidak 
boleh ditetapkan secara sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. 
5) Asas Kebenaran dan Kejujuran 
Di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, 
karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam 
keabsahan perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan 
maka akan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses 
pelaksanaan perjanjian tersebut. 
Selain asas-asas tersebut, dalam perjanjian terdapat pula unsur-unsur yang 
harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut, yaitu:148 
1) Unsur esensialia 
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak  
karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada kontrak. 
Misalnya dalam jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga yang 
menjadi objek jual beli. 
                                                          




2) Unsur naturalia 
Unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak walaupun tidak 
diperjanjikan.Misalnya jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat 
tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan bahwa penjual yang harus 
menanggung cacat tersembunyi tersebut. 
3) Unsur aksidentalia 
Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak 
jika para pihak memperjanjikannya.Misalnya dalam perjanjian jual beli angsuran 
diperjanjikan bahwa apabila pihak debitor lalai membayar utangnya, dikenakan 
denda tiga persen perbulan keterlambatan. Dan apabila tidak membayar selama enam 
bulan secara berturut-turut maka barang tersebut akan diambil kembali oleh pihak 
supplier. 
4. Keadilan Ekonomi Perspektif Ekonomi Syariah  
a. Ekonomi Syariah 
1) Definisi Ekonomi Syariah 
Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang 
perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan 
hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak 
komersial menurut prinsip syariah149. Dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah 
harus berdasar pada prinsip syariah. Bisnis tersebut harus selalu berlandaskan pada 
tiga pilar utama dalam ekonomi syariah, yaitu akidah, syariah dan akhlak. 
                                                          
149Republik Indonesia: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 
2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 angka (1). 
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Asas akidah merupakan tempat hukum dan akhlak berpijak. Arti akidah ialah 
ketetapan (pegangan), keyakinan yang tidak diragukan oleh penganutnya. 
Penganutnya percaya akan keberadaan dan kekuasaan Allah swt. Oleh karena itu, 
dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi harus selalu berlandaskan pada 
kejujuran karena kegiatan tersebut selalu dilihat oleh Allah. Sementara itu akhlak 
tidak dapat ditinggalkan karena menjadi pendukung dan pengatur motivasi dan 
tujuan yang tidak dapat dijangkau oleh hukum. Disamping itu, hukum mewujud 
dalam tingkah laku lahiriah individu dalam hubungannya dengan masyarakat.150 
 Ekonomi syariah sebagai sebuah sistem, kehadirannya tidak berbasis pada 
sistem liberalisme dan komunisme, melainkan terbentuk sebagai derivasi langsung 
dari ajaran Islam. Ajaran Islam tersebut terbagi tiga bagian yaitu akidah, syariah dan 
akhlak. Khusus pada bagian syariah, terbagi lagi atas dua bagian yaitu mengenai 
ibadah dan muamalah. Ekonomi syariah terbentuk dari ajaran Islam di bawah pilar 
syariah yang menempati posisi sebagai salah satu bidang dari muamalah, yaitu al-
iqtis}a>diyyah.151 
Sistem ekonomi syariah dibuat untuk menciptakan perekonomian yang 
bernuansa Islam. Kesyariahan suatu bisnis harus dipandang secara komprehensif 
sebagai akumulasi semua tahapan proses yang telah teruji dan terukur bahwa semua 
tahapannya tidak ada yang menyalahi syariah. Oleh karena itu, kesyariahan suatu 
                                                          
150M. Arfin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan 
Prospektifnya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 58-59. 
151M. Arfin Hamid, Teori Bisnis Tazkiyah: Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan 
Institusi Syariah Lainnya, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa 16 no. 4, (2008), h. 314.  
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bisnis bukanlah secara simbolik atau secara parsial, melainkan suatu rangkaian 
sistematis yang bersifat komprehensif. Bisnis tersebut haruslah suci atau tazkiyah 
yang meliputi bersih lahiriah dan suci secara batiniah agar tidak terdapat hal-hal yang 
kontradiktif dengan hukum Islam.152 
2) Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah 
Prinsip-prinsip ekonomi syariah bersumber dari nilai ila>hiyah yang 
diimplementasikan ke sejumlah asas atau prinsip dasar yang lebih konkret dalam 
institusi-institusi ekonomi syariah, yaitu153 : 
a) Prinsip akidah yang tertuang dalam 5 rukun Islam dan 6 rukun Iman yang harus 
diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Sehingga perilakunya 
senantiasa dilandasi dengan akidah islamiyah termasuk dalam aktivitas 
iqtis}a>diyyah (ekonomi). 
b) Prinsip ibadah yang dimaknakan secara luas bukan semata ibadah mahd}ah 
(sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, dll), melainkan juga meliputi aktivitas 
muamalah (hubungan interaksional) termasuk di dalamnya iqtis}ha>dy> (kegiatan 
bisnis) sepanjang bersifat positif. 
c) Prinsip syariah (hukum), dengan prinsip ini menunjukkan segala aktivitas 
ekonomi senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar 
utamanya. 
                                                          
152M. Arfin Hamid, Teori Bisnis Tazkiyah: Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan 
Institusi Syariah Lainnya, h. 315-316. 
153M. Arfin Hamid, Teori Bisnis Tazkiyah: Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan 
Institusi Syariah Lainnya, h. 322-324. 
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d) Prinsip t}ayyib (baik/suci) yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu 
Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula. Nabi saw. bersabda: 
 َلَﺎﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ : َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : ﱠنِإ 
،ًﺎﺒﱢَﻴﻃ ﱠﻻِإ ُﻞَﺒْﻘَـﻳ َﻻ ٌﺐﱢَﻴﻃ َﱃﺎَﻌَـﺗ َﷲا... ﻢﻠﺴﻣ ﻩاور 
١٥٤ 
Terjemahnya: Dari Abi Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw. Bersabda: 
Sesungguhnya Allah swt. baik, tidak menerima kecuali yang baik, ... (H.R. 
Muslim). 
 
e) Prinsip khila>fah (kepemimpinan) yang terkandung di dalamnya sejumlah sifat 
nubuwwah seperti s}iddiq (kejujuran), ama>nah (bertanggung jawab), fat}a>nah 
(cerdas), tablig (komunikatif). Selain itu, berlandaskan pada akhlak, ukhuwwah 
dan insa>niyyah (humanistik), sehingga tidak terjadi eksploitasi antara satu 
dengan yang lainnya. 
f) Prinsip pemilikan mutlak hanya ada di tangan Allah swt., makna kepemilikan 
pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah 
swt. Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 284: 
                ...      
Terjemahnya: 
“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi”.155 
g) Prinsip ‘ada>lah (keadilan), di dalamnya terdapat perilaku yang adil dalam 
menempatkan sesuatu secara proporsional, mengandung persamaan dan 
kebersamaan sebagai lawan dari kezaliman. 
                                                          
154Abu Hasan Muslim bin al-Hajja>j al-Qusyairy>, al-Ja>mi’ al-S}ahi>h (S}ahih Muslim), Juz 1 
(Beirut: Da>r al-Fikr, 1424), no. 1015. 
155 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 71. 
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h) Prinsip al-wust}a> (keseimbangan), yang mengandung makna at-tawa>zun suatu 
kemampuan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan antara 
kepentingan dunia dan akhirat, kepentingan individu dan jamaah, antara lahiriah 
dan batiniah. 
i) Prinsip al-mas}lah}ah (kemaslahatan), bahwa dalam menjalankan aktivitas 
ekonomi pada intinya memberikan maslahat (skala prioritas), berupa 
kemanfaatan dan kegunaan kepada semua elemen dan di dalamnya dan tidak 
menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak termasuk juga pihak lainnya 
serta aman terhadap lingkungan. 
3) Tujuan Ekonomi Syariah 
Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah al-fala>h yaitu kesuksesan yang 
hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta 
tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Menurut Halide, Tujuan ekonomi 
Islam menggunakan pendekatan antara lain:156 
a) Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat 
bagi kehidupan manusia. 
b) Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar 
ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna 
menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam. 
c) Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus 
diterapkan. 
                                                          
156 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 40. 
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d) Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang 
yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan 
merupakan sarana ampuh. 
Selain itu, terdapat pula tujuan dari ekonomi syariah yang diimplementasikan 
dalam perbankan syariah, yaitu157 : 
a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, 
khususnya muamalahyang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari 
praktik riba. 
b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan 
pendapatan melalui kegiatan investasi. 
c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang 
berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan 
kepada usaha yang produktif. 
b. Keadilan Ekonomi Dalam Islam 
1) Keadilan dalam Pandangan Islam 
Dalam Islam, makna keadilan atau secara tekstual ‘adl terdiri atas beberapa 
aspek. Keadilan juga mempunyai beberapa sinonim yaitu qist}, qas}d, wasat}, nas}ib, 
his}s}a, mi>za>n, dll. Dan lawan kata dari ‘adl adalah jawr yang juga mempunyai 
beberapa sinonim yaitu z}ulm, t}ugya>n, mayl, inhira>f, dan lain-lain.  
                                                          
157Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMT dan 
Takaful di Indonesia (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2002). h. 17-18. 
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Masing-masing dari ‘adl dan jawr mempunyai makna, arti, metode, dan 
pejuangnya sendiri. Maka pejuang Islam yang hakiki senantiasa menegakkan 
keadilan di muka bumi.  
Secara tekstual, kata ‘adl berasal dari kata ‘ada>lah yang mempunyai empat 
makna; Pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; 
kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (keliru) menuju jalan 
lain (yang benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, 
menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan 
yang seimbang (state of equilibrium).158  
Khaddu>ri159 menyimpulkan bahwa: “…makna harfiah kata ‘adl dalam bahasa 
Arab klasik merupakan suatu gaungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan 
kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.”160  
Allah swt. berfirman dalam QS al-Nah}l/16: 90:  
                      
                 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
                                                          
158Maji>d Khaddu>ri, Teologi Keadilan, Perspektif Islam, diterjemahkan oleh H. Mochtar 
Zoerni dan Joko S. Kahhar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 8. 
159Maji>d Khaddu>ri (Arab: يروﺪﺧ ﺪﯿﺠﻣ) (September 27, 1909 - 25 Januari 2007) adalah 
seorang akademisi kelahiran Irak. Dia adalah pendiri Paul H. Nitze School of Lanjutan Studi 
Internasional Program Studi Timur Tengah. Internasional, ia diakui sebagai otoritas terkemuka pada 
berbagai mata pelajaran Islam, sejarah modern dan politik di Timur Tengah. Dia adalah penulis lebih 
dari 35 buku dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab dan ratusan artikel. Lihat 
https://en.wikipedia.org/wiki/Majid_Khadduri. 
160Majid Khadduri, Teologi Keadilan, Perspektif Islam, h. 11. 
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kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran”.161 
 
Allah swt. juga berfirman dalam QS al-Nisa>/4: 135: 
                              
                              
                       
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri 
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia (orang tergugat) kaya ataupun 
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 
kamu memutar-balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan”.162  
 
Dalam ayat di atas Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk berlaku adil 
dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha 
menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik. Allah 
memerintahkan untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai 
cara untuk memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang berbuat 
dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan 
oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang menyakiti orang lain. Dengan demikian, 
Allah bermaksud membimbing hamba-Nya menuju kemaslahatan dalam setiap aspek 
kehidupan, agar selalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya. 
                                                          
161Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 415. 
162Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 144. 
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Ada dua bentuk keadilan dalam Islam menurut al-S}allabi163 yaitu bentuk 
negatif dan positif. Bentuk negatif, dengan mencegah kezhaliman dan 
menghentikannya dari orang yang terzhalimi. Yakni, mencegah pelanggaran hak 
orang lain yang berhubungan dengan diri, kehormatan, dan harta, menghilangkan 
pengaruh tindakan zhalim yang dialaminya, mengembalikan hak-haknya, 
menghukum pelaku kezhaliman yang memang pantas dijatuhi hukuman. Bentuk 
positif, dengan menjamin kemerdekaan setiap individu warga Negara dan kehidupan 
mereka sehingga tidak ada lagi orang tua yang diabaikan, orang lemah yang 
didiamkan, orang fakir disingkirkan, dan orang takut diancam. Dalam Islam, semua 
perkara ini termasuk kewajiban penguasa.“164  
Suatu ketika, Ami>r al-Mu’mini>n Uma>r bin ‘Abd al-‘Azi>z bersurat kepada 
Hasan al-Bas}ri untuk menanyakan terkait sifat pemimpin yang adil dan apa saja 
yang wajib dilakukannya agar dia dapat menerapkannya dan mempraktekkannya, 
dan beliaupun menjawab surat tersebut, bahwa pemimpin yang adil itu, seperti 
seorang bapak yang penyayang kepada anak-anaknya. Dia bekerja untuk mereka 
ketika mereka masih kecil dan mengajari mereka ketika mereka sudah dewasa. 
                                                          
163Ali Muhammad al-S}alla>bi>, atau al-S}ala>bi> (Arab: ﻲﺑﻼﺻﻟا دﻣﺣﻣ ﻲﻠﻋ; lahir 1963 di Benghazi) 
adalah seorang ulama Muslim, ulama dan Islam politisi dari Libya. Ia ditangkap oleh rezim Gaddafi, 
kemudian meninggalkan Libya dan mempelajari Islam di Arab Saudi dan Sudan selama tahun 1990-
an. Dia kemudian belajar di Qatar bawah Yusuf al-Qaradawi, pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin 
internasional dan kembali ke Libya selama 2011 penggulingan Gaddafi dan senjata didistribusikan, 
uang dan bantuan kepada kelompok-kelompok Islam di negara itu. Tindakannya dikritik oleh 
anggota pemerintah Libya yang diakui secara internasional di bawah Dewan Transisi Nasional yang 
pada gilirannya ia dikritik sebagai sekuler. al-S}alla>bi> telah menulis beberapa buku yang telah 
diterbitkan dan didistribusikan secara luas oleh perusahaan yang berbasis di Saudi ke khalayak 
berbahasa Inggris dan Arab. Dia adalah putra Osama Salabi. Lihat 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Sallabi. 
164Ali Muhammad al-S}alla>bi, Umar bin Abdul Aziz, Terjemahan oleh Shofau Qolbi (Jakarta: 
Al-Kautsar, 2009), h. 62. 
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Menulis untuk mereka pada masa hidupnya dan menjadikan mereka sebagai 
simpanan setelah meninggalnya. Pemimpin yang adil itu, seperti ibu penyayang, 
baik dan lemah lembut kepada anak-anaknya. Dia mengandungnya dengan susah 
payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Dia mendidiknya pada waktu 
kecil. Dia bangun malam bila anaknya bangun malam dan baru dapat tenang bila 
anaknyapun tenang. Beberapa waktu dia menyusuinya dan kemudian dia 
menyapihnya. Dia gembira bila anaknya sehat dan sedih bila anaknya sakit. 
Pemimpin yang adil itu, seperti hati di antara anggota tubuh. Anggota tubuh akan 
bagus dengan sebab hati yang bagus dan akan rusak dengan sebab hati yang rusak. 
Pemimpin yang adil itu, adalah orang yang berdiri di antara Allah dan hamba-
hambaNya. Dia mendengar firman Allah dan memperdengarkannya kepada mereka. 
Dia memandang kepada Allah dan memperlihatkannya kepada mereka. Tunduk 
kepada Allah dan membimbing mereka tunduk kepadaNya.165  
Dalam suatu kesempatan, karena sudah merasakan manisnya keadilan dan 
rahmat Allah swt. dan kenikmatan dibawah naunganNya, Umar bin Abdul ‘Azi>z 
pernah berkata, dalam al-S}allabi>: “Demi Allah, aku sangat ingin seandainya aku 
dapat berlaku adil satu hari, dan saat itu Allah mencabut nyawaku.” Urgensi 
keadilan inipun yang menjadikan Umar bin Abdul ‘Azi>z mengungkapkan, dalam al-
S}alla>bi: “Seandainya aku hidup di antara kalian selama lima puluh tahun, aku tetap 
belum merasa telah menyempurnakan keadilan.”166  
                                                          
165Ali Muhammad al-S}alla>bi, Umar bin Abdul Aziz, Terjemahan oleh Shofau Qolbi, h. 90. 
166Ali Muhammad al-S}alla>bi>, Umar bin Abdul Aziz, Terjemahan oleh Shofau Qolbi, h. 91. 
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Dalam aspek normatif, Islam memandang keadilan sebagai sesuatu yang 
harus ditegakkan dan tugas khalifah (manusia dan pemimpin) untuk 
mewujudkannya. Hal ini yang kemudian menjadikan Islam sebagai agama universal 
yang menjamin keberlangsungan tatanan kehidupan yang berkeadilan di muka bumi 
sebagai ejawantah rahmatan li al-‘a>lami>n yang diembankan pada setiap muslim, di 
manapun mereka berada.  
2) Keadilan Dalam Ekonomi Syariah 
Keadilan yang sifatnya terapan ini yang kemudian digali dari beberapa 
cendekiawan muslim dari berbagai bidang, termasuk ekonomi. Konsep-konsep 
keadilan mulai dikemukakan dalam beberapa aspek ekonomi di antaranya: 
a) Keadilan Distribusi Harta Negara 
Menjadi menarik melihat kebijakan ekonomi di masa al-khulafa> al-ra>syidu>n 
dalam mendistribusikan harta Negara yang berbeda secara konsep, tapi masih dalam 
konteks distribusi yang adil. Rasulullah saw. sendiri memberi kebijakan distribusi 
harta Negara dengan prinsip kesamarataan. Hal ini dipaparkan dalam Karim: “Harta 
yang merupakan sumber pendapatan Negara disimpan di masjid dalam jangka waktu 
yang singkat untuk kemudian didistribusikan (oleh Rasulullah melalui bait al-ma>l) 
kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikitpun.”167  
Pola distribusi bait al-ma>l secara merata di kalangan umat Islam pada masa 
Rasul ini kemudian dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa Umar bin 
                                                          
167Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Ed. 3; Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2004), h. 53. 
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Khat}t}a>b pola distribusi harta bait al-ma>l dilakukan tidak persis sama rata tetapi ada 
pemberian penghargaan lebih pada para sahabat pengikut perang Badar. 
Pengistimewaan ini seiring dengan semakin meluasnya kekuasaan Islam sekaligus 
semakin memperbesarnya perolehan harta bait al-ma>l secara tidak langsung 
melahirkan stratifikasi ekonomi baru di kalangan umat Islam. Pola distribusi dengan 
memberi keistimewaaan pada kelompok tertentu juga dilakukan oleh Us\ma>n bin 
‘Affa>n yang memberikan keistimewaan kepada kerabat keluarganya. Pemerataan 
distribusi harta bait al-ma>l sebagaimana masa Rasul saw. dikembalikan lagi secara 
tegas oleh Ali> bin Abi> T{a>lib. Namun seiring dengan beralihnya sistem pemerintahan 
di kalangan umat Islam dari kekhalifahan kepada sistem kerajaan menjadikan peran 
dan fungsi bait al-ma>l sebagai penjaga keadilan distribusi dan keadilan sosial di 
kalangan umat Islam sangat tergantung pada siapa khalifah yang berkuasa.168 
Terlihat jelas perbedaan yang tajam antara sistem distribusi harta Negara 
(dalam konteks ini bait al-ma>l) antara satu khalifah dengan khalifah yang lain. 
Prinsip yang menjadi pembeda adalah prinsip (1) keutamaan dan (2) kesamarataan. 
Prinsip keutamaan dan kesamarataan adalah pola distribusi harta Negara yang 
sampai saat ini tidak habis-habisnya dikaji oleh berbagai perspektif ekonomi. 
Kesamarataan sering dinisbatkan pada sistem ekonomi sosialis, sedangkan 
keutamaan (dalam salah satu maknanya yaitu menghargai individu-individu yang 
dihargai dengan apa yang mereka kerjakan/upayakan) sering dinisbatkan pada 
materialisme-kapitalisme. 
                                                          
168Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 83-84. 
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Tentu terdapat beberapa kekeliruan apabila kita melihat konsep yang 
diterapkan al-khulafa> al-ra>syidu>n dengan sebelah mata dan dengan kacamata yang 
sempit. Bahwa prinsip kesamarataan dalam hal distribusi harta Negara adalah benar 
dengan konteks bahwa kebutuhan dasar setiap manusia/anggota masyarakat adalah 
sama/cenderung sama, oleh karenanya harta Negara, yang dengannya Negara 
beroperasi dan dengannya masyarakat disejahterakan, didistribusikan sama. 
Pandangan bahwa banyak umat Muslim yang lebih tinggi pengorbanan dan 
kontribusinya terhadap sesuatu adalah perkara yang berbeda. Pahala mereka di sisi 
Allah swt. Sedangkan menghargai dan menyantuni mereka adalah perkara yang juga 
harus dipisah, perilaku memberi penghargaan adalah perilaku santun bagi para 
pendahulu Islam. Oleh karena itu, perkara ini tidak bisa disamakan dengan sistem 
sosialis dan materialis-kapitalis.  
Perihal letak keadilan dalam sistem distribusi harta Negara untuk kedua 
mekanisme di atas, telah memenuhi prinsip keadilan dengan konteksnya masing-
masing. Yang tidak adil adalah perilaku membantah (tidak patuh) terhadap kebijakan 
yang ditetapkan sang khalifah. 
b) Akuntansi Syariah Berkeadilan 
Keadilan dalam konteks akuntansi menurut Triyuwono adalah: 1) akuntansi 
yang “benar” (berdasarkan tafsir QS Al-Baqarah/2: 282) dan 2) akuntansi yang 
berpijak pada nilai-nilai syariah dan moral. Kata ‘adil’, secara sederhana, dapat 
berarti bahwa setiap transaksi yag dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. 
Bila, misalnya, nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi 
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(perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama; dengan kata lain, tidak 
ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. Pengertian kedua dari kata 
‘adil’, bersifat lebih fundamental [dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika (syariah) 
dan moral]. Ia berkaitan erat dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah praktik 
akuntansi modern saat ini telah menyajikan informasi akuntansi secara adil atau 
mengandung nilai-nilai keadilan? Apakah ‘kerangka’ akuntansi modern telah 
dibangun dengan fondasi nilai keadilan? Apakah dasar-dasar teoritis yang melandasi 
‘kerangka’ akuntansi modern juga memiliki nilai keadilan? Dan apakah landasan 
filosofis yang mendasari teori akuntansi modern memiliki nilai-nilai yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan fitrah yang dimiliki manusia?”169  
Walau pada prakteknya, akuntansi syariah masih harus terus berpacu (on-
proccess) untuk terus mengembangkan dirinya memenuhi kebutuhan industri riil dan 
keuangan syariah, tapi akuntansi syariah jangan sampai kehilangan kendali sehingga 
keluar dari rel akuntansi syariah. Dalam konteks akuntansi berkeadilan, akuntansi 
syariah bukan hanya bermain pada letak kebenaran “pelaporan”, tapi juga harus 
mampu menggali nilai yang lebih fundamental (nilai etika dan moral).  
Triyuwono memberikan gambaran urgensi “metafora zakat” sebagai upaya 
membangun organisasi yang amanah sebelum melangkah pada sistem akuntansi yang 
berlaku dalam organisasi tersebut. Pengguna metafora zakat pada akhirnya 
berkonsekuensi pada 1) adanya transformasi dari pencapaian laba bersih (yang 
maksimal) ke pencapaian zakat. 2) adanya ketaatan pada aturan main (rules of game) 
                                                          
169Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2006), h. 198. 
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yang ditetapkan dalam syari’ah. 3) penyimbangan antara karakter egoistik (egoistic, 
selfish) dengan altruistik/sosial (altruistic). 4) pembebasan manusia dari berbagai 
bentuk penindasan dan eksploitasi, dan 5) adanya penghubung antara aktivitas 
manusia yang profan (duniawi) dan suci (ukhrawi).”170  
Dan ciri-ciri atas penerapan metafora zakat pada suatu organisasi akan 
memperlihatkan pola akuntansi syariah yang berkeadilan, yakni: (1) menggunakan 
nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi, (2) memberikan arah pada, atau 
menstimulasi timbulnya perilaku etis, (3) berperilaku adil terhadap semua pihak, (4) 
menyeimbangkan sifat egoistic dan altruistic, dan (5) mempunyai kepedulian 
terhadap lingkungan.”171 
c) Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil 
Sistem bagi hasil tidak selamanya adil. Dalam praktiknya, ada syarat dan 
asumsi yang harus dipenuhi (berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan) 
dalam upaya membuat sistem bagi hasil menjadi adil. Menurut Handayani 
berdasarkan hasil penelitiannya, ada lima indikator pencapaian nilai keadilan dalam 
sistem bagi hasil, yaitu:  
(1) Transparansi  
(2) Nisbah bagi hasil yang proporsional  
(3) Konsisten  
(4) Bargaining power yang seimbang  
                                                          
170Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori, h. 226. 
171Triyuwono, Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori, h. 227. 
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(5) Ada ganti rugi (jika petani diberhentikan)172  
Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan antara satu pihak dengan 
pihak yang lainnya, sebagai contoh pihak pengelola dan pihak penyedia sumber daya 
(tanah, modal, teknologi, dan lain-lain). Transparansi ini akan sangat mempengaruhi 
akad baik sebelum, proses, dan setelah perikatan berakhir. Tentu saja, transparansi 
menjadi indikator nomor satu dalam mengidentifikasi apakah transaksi bagi hasil itu 
adil atau z}a>lim.  
Nisbah bagi hasil yang proporsional adalah nisbah yang diperoleh masing-
masing pihak (mud}a>rib dan s}a>hib al-ma>l; petani penggarap dan pemilik lahan; dan 
sebagainya) harus proporsional. Dalam proses bisnisnya, seharusnya melihat 
kontribusi masing-masing pihak.  
Konsisten adalah sikap memegang teguh kesepakatan awal. Antara satu pihak 
dengan pihak yang lain harus konsisten dan saling percaya bahwa masing-masing 
pihak harus memberi kontribusi dengan apa yang dijanjikan (kontribusi yang 
optimal, melebihi yang dipersyaratkan, lebih disarankan). Terkait hasil usaha yang 
diperoleh, tetap dibagi sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak perjanjian.  
Bargaining power yang seimbang pada akhirnya menentukan posisi tawar 
masing-masing pihak dalam menentukan nisbah bagi hasil. Agar satu pihak tidak 
mengeksploitasi pihak yang lain, secara ruh dibutuhkan kepahaman yang 
menyeluruh terkait potensi manusia, hakikat manusia di bumi Allah, dan tujuan 
                                                          
172Handayani, Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah, Jurnal, Akuntansi 
Multiparadigma (Vol. 4, No. 3, 2013) h. 475-476. 
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penciptaannya. Kepahaman akan konsep ini akan melahirkan pola kerjasama 
kemitraan, saling menganggap satu sama lain sebagai mitra menjalankan bisnis, 
bukan melihat satu pihak hanya dengan kaca mata pemilik modal dan pekerja.  
Walau batasan penelitian hanya pada sistem bagi hasil antara petani 
penggarap dan pemilik lahan (tuan tanah), konsep bagi hasil di atas cukup 
mengambarkan sifat bagi hasil yang adil untuk semua transaksi dengan sistem bagi 
hasil. 
3) Penentuan Margin yang Berkeadilan 
Setelah menganalisa pengertian beserta cakupan keadilan dan konsep-konsep 
dasarnya dalam berbagai perspektif (sosial-ekonomi), maka akan dianalisa lebih 
lanjut terkait konsep margin yang berkeadilan dengan metode induktif. Yaitu melihat 
keadilan dari perspektif (a) pertukaran, (b) harga, dan (c) margin. 
c) Keadilan dalam Pertukaran 
Menurut prinsip pertukaran, seseorang diberikan hak untuk mengambil dari 
pendapatan menurut bagian atau proporsi sesuai dengan kontribusi yang telah 
diberikannya. Sebagai basis bagi distribusi, pertukaran mempunyai landasan yang 
kokoh dalam prinsip keadilan sejauh dikaitkan dengan balasan terhadap usaha yang 
telah diupayakan. Pelanggaran atas kriteria ini dapat dipandang sebagai indikasi 
ketidakadilan.”173  
Hal ini menjadi asasi bahwa pelanggaran hak atas ketidakadilan antara 
penjual dan pembeli akan berakibat pada pelanggaran (z{alim). Upaya 
                                                          
173Zakiyuddin Baidhawy, Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial-Ekonomi Islam untuk 
Kesejahteraan Universal (Salatiga-Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2007), h. 138. 
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mendefinisikan keadilan dalam pertukaran sangat rentan karena pertama, tidak 
adanya ayat qauliah yang jelas atas perkara-perkara yang merusak nilai keadilan 
dalam proses pertukaran antara penjual dan pembeli selama kondisi-kondisi pasar 
sehat (tidak terjadi perilaku monopoli, information gap, penimbunan, dan lain lain). 
Kedua, belum adanya konteks kauniyyah yang menyebabkan perdagangan/ 
pertukaran disebut sebagai perilaku tidak adil. Oleh karena tidak adil dalam hal ini 
rentan terhadap subjektifitas, diperlukan pendekatan ilmiah atasnya.  
Pertukaran adalah hasil dari daya tawar yang bertemu dengan daya beli antara 
penjual dengan pembeli. Terjadinya pertukaran terjadi ketika penjual dan pembeli 
masing-masing telah “mendefinisikan” keadilan dalam proses tawar-menawarnya 
sehingga bersepakat. Tidak selamanya keadilan bisa dijustifikasi melalui harga yang 
tercermin dari proses tawar-menawar mereka. Karena variabel penentu harga sangat 
banyak, bukan hanya daya tawar dan daya beli melainkan akhlak masing-masing 
pelaku pertukaran. Harga yang cenderung tinggi mencerminkan dua hal yaitu (1) 
daya tawar yang kuat oleh sang penjual atau (2) akhlak pembeli yang menginginkan 
penjual mendapat keuntungan yang lebih (pembeli menganggapnya sebagai 
sedekah). Begitu pula dengan cerminan harga sebaliknya.  
Oleh karena itu, menjaga kondisi pasar menjadi stabil dan sehatlah yang 
menjadi tugas utama pelaku pertukaran, pelaku pasar dan pemerintah. Menjaga agar 
tidak terjadi penimbunan barang, monopoli, menyingkap information gap, 




d) Harga yang Adil 
Ibnu Taimiyah174 menyatakan, dalam Karim: “kompensasi yang setara akan 
diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (nafs al-
‘adl)”.175 Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis harga yakni (1) harga yang tidak adil 
dan dilarang dan (2) harga yang adil dan disukai. Ia menganggap harga yang “setara” 
sebagai harga yang adil.  
Ibnu Taimiyah juga mengemukakan konsep kompensasi yang setara 
berdasarkan aturan hukum yang minimal harus dipenuhi dan aturan moral yang 
tinggi.176 Menurutnya, ada dua jenis perilaku harga yaitu (1) ihsa>n muhtasab dan (2) 
z{ulm muharram. Ihsa>n muhtasab adalah harga baik yang diharapkan dengan 
memberikan melebihi/menaikkan bayaran/harga yang berlaku (perspektif pembeli). 
Perilaku ini mencerminkan akhlak yang mulia bagi pemberi upah dan pembeli yang 
berniat untuk kebaikan. Sedangkan z{ulm muharram adalah harga yang z{alim lagi 
haram dengan memberikan mengurangi/menurunkan bayaran/harga dari tingkat 
harga yang berlaku.  
Terlihat jelas bahwa konsep kompensasi yang setara (adil) berbeda dengan 
harga yang setara (adil). Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. 
Pertama, jumlah yang telah dikenal dengan baik di kalangan masyarakat. Jenis ini 
                                                          
174Abu> al-‘Abba>s Taqiyuddi>n Ahmad bin ‘Abd al-Sala>m bin Abdullah bin Taimiyah al-
Harra>ni atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah (lahir: 22 Januari 1263/10 Rabiul 
Awwal 661 H – wafat: 1328/20 Dzulhijjah 728 H), adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari 
Harran, Turki. Lihat Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, Terj. Masturi Irham dan 
Assmu’i Taman, (Cet. ke-1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 784. 
175Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 354. 
176Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 356. 
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telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari 
adanya peningkatan atau penurunan kemauan (rugbah) atau faktor lainnya. Hal ini 
dinyatakan sebagai harga yang setara.”177  
Kompensasi yang dimaksudkan Ibnu Taimiyah adalah fenomena yang 
berlangsung dalam masyarakat akibat kebiasaan, sedangkan harga yang setara 
bervariasi. Harga setara ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, 
kebutuhan, keinginan dan kemampuan produksi. Hal yang kemudian menjadi 
persoalan ketika kompensasi yang setara tidak mencerminkan harga yang setara di 
pasaran.  
Konsep Ibnu Taimiyah terkait harga yang adil kemudian diturunkan ke dalam 
konsep upah yang adil (ujrah al-mis\l), laba yang adil (al-ribh al-ma’ru>f), dan 
turunannya.  
Maka menjadi konsesi bahwa tingkat upah menjadi prioritas agar menjamin 
dasar keadilan pemberian upah. Apabila tingkat upah belum diatur, maka pihak 
pengguna pekerja dan pekerja dapat menyepakati tingkat upah dengan dasar tingkat 
upah pada pekerjaan yang relatif sama dengan apa yang dikerjakannya pada 
pengguna jasa pekerja. Hal ini juga berlaku untuk barang dan jasa.  
Menurut Alimuddin, harga jual yang adil diturunkan dari tiga 
pendekatan/metode yaitu baya>ni>, burha>ni>, dan ‘irfa>ni>: Metode baya>ni> adalah cost-
plus profane basic needs, yaitu suatu penetapan harga jual berdasarkan seluruh biaya 
yang terjadi untuk menghasilkan produk dan biaya untuk memasarkan produk serta 
                                                          
177Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 357. 
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biaya operasional lainnya ditambah kebutuhan hidup profan yang layak bagi 
pengusaha dan keluarganya. Sedangkan berdasarkan metode burha>ni> adalah cost-plus 
basic needs, yaitu cost-plus profane basic needs ditambah kebutuhan akhirat 
pengusaha yang meliputi zakat, haji, dan sunah, yaitu, umrah dan qurban. Adapun 
konsep harga jual berbasis nilai keadilan di dalam Islam berdasarkan metode ‘irfa>ni> 
adalah cost-plus basic needs and environment, yaitu cost-plus basic needs ditambah 
biaya untuk pelestarian lingkungan dan untuk menjalin hubungan yang harmonis 
dengan masyarakat di sekitarnya dan generasi mendatang.”178  
Dari pemaparan di atas, dapat dilihat ada tiga konsep harga jual yaitu (1) 
cost-plus profane needs (pendekatan baya>ni>), (2) cost-plus basic needs (pendekatan 
burha>ni>), dan (3) cost-plus basic needs and environment (pendekatan ‘irfani>).  
Menurut Alimuddin, yang dimaksudkan sebagai kebutuhan profane adalah: 
“kebutuhan makan, air, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, 
dan komunikasi”. Melalui pendekatan baya>ni>, kebutuhan profan ini yang kemudian 
menjadi asumsi penambah dari harga pokok, biaya operasional, dan biaya pemasaran 
untuk dijadikan harga jual. Tidak cukup sampai di situ, dengan metode burha>ni>, 
seharusnya ditambahkan kebutuhan akhirat atau bekal ke akhirat: “kebutuhan yang 
adil (burha>ni>) adalah keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok 
pemilik usaha dan keluarganya, yaitu kebutuhan dunia dan akhirat”. Dan dengan 
metode irfani, diharapkan keuntungan: “penetapan harga keadilan menurut metode 
                                                          
178Alimuddin, Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam, Jurnal 
Ekuitas Vol. 15 No. 4, h. 544. 
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irfani diharapkan tidak akan menzalimi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di 
mana perusahaan beroperasi”.179 
e) Keuntungan (Margin) yang Adil 
Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai tingkat laba normal. Ia 
menentang perolehan keuntungan yang eksploitatif (ghaban fah}isy) dengan 
memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada 
(mustarsil). Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh mengenakan 
keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang 
berlaku (al-ribh} al-mu’tad), dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka 
yang sedang membutuhkan (d}aru>rah)”.180 
 Dalam pandangan keadilan yang Islami, keuntungan yang adil bagi pemilik, 
apabila keuntungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok pemilik dan 
keluarganya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan hidup yang layak di dunia dan 
bekal menuju alam akhirat”.181 
Pada dasarnya, keuntungan yang berkeadilan adalah laba yang normal yang 
sedang berlaku di pasaran. Keuntungan yang diperoleh pun tidak terlalu besar dan 
tidak terlalu kecil. Proyeksinya adalah penetapan harga yang adil. Tidak terlalu besar 
melampaui tingkat laba normal yang cenderung eksploitatif. Dan juga tidak terlalu 
kecil sehingga kebutuhan hidup baik diri maupun keluarga yang dinafkahi, baik 
                                                          
179Alimuddin, Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam, h. 538-
539. 
180Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, h. 360. 
181Alimuddin, Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam, h. 543. 
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kebutuhan dunia maupun akhirat, tidak terpenuhi. Inilah dimensi keadilan dalam 
penentuan keuntungan/margin.  
Kesimpulannya adalah keadilan dalam konteks penentuan margin mura>bah}ah 
adalah menentukan margin dengan memerhatikan kepentingan antara pihak pembeli 
(nasabah) dan penjual (perbankan) dengan adanya proses tawar-menawar antara 
pembeli dan penjual. Pihak penjual tidak diperbolehkan mengeksploitasi 
“ketidakmampuan” sang pembeli dari aspek informasi, daya beli, kebutuhan terdesak 
pembeli, dan lain sebagainya. Keadilan dalam konteks penentuan margin mura>bah}ah 
tidak terbatas pada konsep di atas. Dalam menentukan apakah metode penentuan 
margin mura>bah}ah pada satu lembaga pembiayaan telah memenuhi prinsip keadilan, 
perlu penelitian lebih jauh dan kontekstual terhadap objek yang diteliti. 
C. Kerangka Konseptual 
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan fatwa bunga bank 
haram dari MUI Tahun 2003 menjadi momentum bermunculan banyak bank yang 
menjalankan prinsip syariah. Termasuk di dalamnya Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) dalam bentuk lembaga pembiayaan. 
Sebenarnya, ada banyak bentuk-bentuk akad jual beli dalam hukum Islam, 
akan tetapi dalam perbankan syariah hanya mengakomodasi tiga jenis jual beli dalam 
pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi, yaitu mura>bah}ah, istis}na>’ dan 
sala>m. Dari tiga produk tersebut, penyaluran dana dengan prinsip mura>bah}ah adalah 
yang paling banyak dan mencapai bilangan 70.4% dari jumlah total pembiayaan.  
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PT. Amanah Finance Makassar merupakan salah satu lembaga keuangan non 
bank yang menggunakan prinsip syariah menjalankan konsep mura>bah}ah 
berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 102, yaitu akad 
jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 
disepakati oleh penjual dan pembeli. PT. Amanah Finance Makassar memberikan 
pelayanan pembiayaan mura>bah}ah, yang berupa pembiayaan kepemilikan mobil 
khususnya mobil Toyota. PT. Amanah Finance Makassar memberikan bantuan 
pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit atau cicilan dan mempunyai 
beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur 
dalam memperoleh pembiayaan. 
Dalam studi awal pada praktek mura>bah}ah yang dilakukan oleh PT. Amanah 
Finance Makassar menunjukkan bahwa dalam menentukan harga jual, harga 
perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan tidak 
dilaksanakan secara transparan. Dan semua biaya yang dikeluarkan PT. Amanah 
Finance Makassar dalam rangka memperoleh mobil, seperti biaya pengiriman, pajak, 
gaji pegawai, sewa, tempat usaha, dan sebagainya ternyata juga dimasukkan ke 
dalam harga untuk suatu transaksi.  
Begitu pula pada praktik pembiayaan mura>bah}ah atau Kredit Kepemilikan 
Rumah di BTN Syariah Makassar, penawaran harga tidak disampaikan secara detail 
dan transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya diperoleh 
dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen), sedang 
maksud dari kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada suatu maksud atau arti, 
konsep-konsep, definisi, karakteristik, simbol-simbol, dan deskripsi dari berbagai 
hal.1 
Format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format 
deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Dalam penelitian ini 
digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi 
gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan 
dan gejala yang terjadi.2  
Dalam disertasi ini, peneliti akan memberikan gambaran dengan secara 
cermat tentang fenomena yang terjadi mengenai kesesuaian mekanisme mura>bah}ah 
di PT. Amanah Finance dan BTN Syariah Makassar dengan Fatwa DSN-MUI, 
kesesuaiannya dengan PSAK 102 akuntansi mura>bah}ah dan implementasi keadilan 
dalam penetapan margin mura>bah}ah.  
                                                          
1Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 23. 




Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mengemukakan 
bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati.3  
Selanjutnya dijelaskan oleh David Williams seperti yang dikutip Moleong 
mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar 
alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau 
peneliti yang tertarik secara alamiah.4  
Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai 
suatu hal menurut pandangan seseorang terhadap latar alamiah yang diteliti. 
Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan 
orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. 
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Amanah Finance dan BTN Syariah di Kota 
Makassar Sulawesi Selatan. Pemilihan tempat lokasi penelitian ini karena objek 
permasalahan pada penelitian ini merupakan lembaga keuangan syariah. Selain itu 
lembaga pembiayaan dan bank syariah tersebut juga melakukan praktek jual beli 
kendaraan dan rumah dengan akad mura>bah}ah. Selain itu PT. Amanah Finance 
adalah captive dealers dari dealer Toyota Hadji Kalla Sulawesi Selatan, sehingga 
mayoritas pembiayaan mobil merk Toyota ditangani oleh PT. Amanah Finance. 
Begitu pula untuk produk rumah/hunian, mayoritas ditangani oleh Bank BTN 
Syariah yang core product-nya adalah KPR (Kredit Pemilikan Rumah). 
                                                          
3Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4. 
4Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.5. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu suatu tinjauan 
pemecahan masalah dengan melihat dari berbagai sudut pandang keilmuan dalam 
satu rumpun ilmu, yaitu rumpun ilmu sosial. Beberapa pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji mekanisme pembiayaan 
mura>bah}ah dari aspek perundang-undangan, yaitu UU No. 10 tahun 1998 
tentang Perbankan dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
2. Pendekatan hukum Islam, yaitu analisis fikih, fatwa, us}u>l fikih serta qawa>’id 
al-fiqhiyyah.  
3. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan sosial kemasyarakatan untuk melihat 
suatu gejala dari aspek sosial. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui 
faktor di luar norma syariah yang turut berperan dalam memengaruhi 
kebijakan-kebijakan perbankan. 
4. Pendekatan hukum ekonomi, yaitu untuk melihat faktor-faktor hukum 
ekonomi dalam menentukan proses transaksi perbankan. 
C. Sumber Data 
Data merupakan kumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
untuk dideskripsikan dan dianalisa sehingga akan diperoleh jawaban atas 
permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Data dalam penelitian ini terbagi ke 
dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut: 
136 
 
1. Data primer, yakni data utama yang berkaitan dengan pokok masalah 
penelitian yang diambil dari sumber data utama.5 Data primer dalam 
penelitian ini adalah data yang terkait dengan mekanisme pembiayaan 
mura>bah}ah di PT. Amanah Finance dan BTN Syariah Makassar yang 
meliputi akad mura>bah}ah dan praktek pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah. 
Sumber data yang dapat memberikan informasi tentang data primer dalam 
penelitian ini adalah arsip akad mura>bah}ah, manajemen dan nasabah PT. 
Amanah Finance dan BTN Syariah Makassar. 
2. Data sekunder, yakni data yang mendukung data utama dan diambil bukan 
dari sumber utama.6 Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 
berkaitan dengan teori mura>bah}ah. Sumber yang dapat memberikan data 
sekunder adalah buku maupun sumber-sumber kajian teori lain yang di 
dalamnya terkandung pembahasan mengenai teori mura>bah}ah. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode 
sebagai berikut: 
1. Metode Wawancara 
Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 
dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap 
                                                          
5
Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 




muka) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini. 7 Instrumen 
yang digunakan yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur. 
Teknik wawancara berlangsung melalui kontak secara langsung, baik secara 
lisan maupun tatap muka dengan informan. Dalam penelitian kualitatif digunakan 
pedoman wawancara mendalam yang berarti pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, 
tetapi daftar pertanyaannya tidak mengikuti jalannya wawancara. Daftar pertanyaan 
digunakan agar arah wawancara tetap terkendali dan tidak menyimpang dari pokok 
permasalahan penelitian. 
Pengumpulan data melalui wawancara mengharuskan peneliti bergerak dari 
informan kunci ke informan pendukung dan terus bergulir sedemikian rupa hingga 
tercapai titik redundancy atau titik jenuh.8 Titik jenuh dicapai apabila penggunaan 
informan selanjutnya tidak menghasilkan tambahan informasi baru yang berarti atau 
terjadi pengulangan informasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa 
pihak berikut ini: 
a. Manajemen PT. Amanah Finance dan BTN Syariah Makassar 
b. Account officer PT. Amanah Finance dan BTN Syariah Makassar 
c. Nasabah PT. Amanah Finance dan BTN Syariah Makassar 
2. Metode Observasi 
Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan observasi 
non partisipatoris yang terstruktur. Pengertian metode observasi non partisipatoris 
                                                          
7
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta 1998), h. 145. 
8
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 166. 
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adalah metode observasi di mana peneliti tidak terlibat dalam proses kerja atau gejala 
yang menjadi obyek observasi. Dalam metode observasi non partisipatoris, peneliti 
berposisi independent dan hanya melakukan pengamatan terhadap obyek gejala.9 
Sedangkan maksud dari terstruktur adalah observasi yang mana obyek yang akan 
diamati telah dirancang dan disusun secara sistematis.10 Dalam penelitian ini, yang 
akan menjadi obyek observasi adalah praktek pembiayaan mura>bah}ah di PT. Amanah 
Finance dan BTN Syariah Makassar dengan rancangan target obyek sebagai berikut: 
a. Proses pengajuan yang meliputi cara-cara pengajuan dan hal-hal yang berkaitan 
dengan pengajuan. 
b. Proses persetujuan yang meliputi prosedur persetujuan yang meliputi prosedur 
survey dan dilanjutkan dengan keputusan setelah survey. 
c. Proses pencairan yang meliputi tata cara pencairan dan bentuk pencairan. 
3. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data 
tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data 
tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun 
dokumen pribadi dan juga foto.11 
Studi dokumen merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara 
mengumpulkan data baik berupa bahan tertulis maupun dalam bentuk gambar yang 
                                                          
9Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet. 23; Bandung: Alfabeta, 
2016), h. 145. 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 146. 
11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 145. 
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dapat digunakan untuk memperluas data yang ada. Oleh karena dengan gambar 
sesuatu yang diselidiki dapat dilihat dengan jelas. Teknik ini digunakan untuk 
memperoleh landasan penulisan ilmiah, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan yang dimiliki untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 
Data yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil PT. 
Amanah Finance dan BTN Syariah Makassar, akad mura>bah}ah, serta teori-teori 
tentang mura>bah}ah. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 
menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 
membuat kesimpulan atas temuannya.12 
Dalam penelitian kualitatif, manusia berfungsi sebagai instrumen peneliti 
utama. Karena, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, 
fokus penelitian, prosedur penelitian, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya 
tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya.13 Pada penelitian ini, 
peneliti mengambil data menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi dan 
tabel dokumentasi yang sewaktu-waktu dapat berubah di lapangan. 
                                                          
12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 222. 
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 223. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara 
mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng proses analisis dapat dilakukan pada saat yang 
bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya 
dilakukan setelah data terkumpul.14  
Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan 
menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis, 
yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu 
situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.15 Penggunaan 
metode deskriptif analisis memfokuskan pada adanya usaha untuk menganalisa 
seluruh data sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah. 
Ada tiga tahapan dalam analisis data ini, yaitu: 
1. Reduksi data, dilakukan dalam rangka pemilihan dan penyederhanaan data. 
Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini adalah seleksi data dan 
pembuangan data yang tidak relevan. Data-data yang relevan dengan 
penelitian akan diorganisasikan sehingga terbentuk sekumpulan data yang 
dapat memberi informasi faktual. Reduksi data berlangsung terus-menerus 
selama penelitian berlangsung.  
2. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk sekumpulan informasi, baik berupa 
tabel, bagan, maupun deskriptif naratif, sehingga data yang tersaji jelas dan 
informatif.  
                                                          
14Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 103. 
15Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 41. 
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3. Penarikan kesimpulan/verifikasi data, merupakan proses perumusan makna 
dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat 
dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan 
peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji 
validitas dan reabilitas, karena dalam penelitian kualitatif kriteria utama pada data 
penelitian adalah valid, eliable, dan objektif. Teknik pemeriksaan keabsahan data 
yaitu “perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan 
sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, uraian 
rinci, audit kebergantungan, dan audit kepastian”.16  
Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 
hanya menggunakan tiga teknik, meliputi: 
1. Perpanjangan Keikutsertaan 
Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan sampai 
kejenuhan pengumpulan data tercapai. Kehadiran peneliti dalam setiap tahap 
penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun 
dalam penelitian bahkan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan 
keikutsertaan digunakan peneliti untuk membangun kepercayaan para subjek 
terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Perpanjangan 
keikutsertaan dilakukan dengan cara wawancara terhadap informan secara 
                                                          
16Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 327. 
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mendalam, baik dengan sumber data asli maupun dengan sumber data lain. Informan 
yang dianggap memiliki kompetensi untuk memberikan data dalam penelitian ini  
terdiri atas coordinator financing dan kepala bidang akuntansi serta nasabah 
pembiayaan. 
2. Ketekunan Pengamatan 
Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 
berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis konstan atau tentatif. 
Ketekunan pengamatan menggunakan seluruh panca indera meliputi pendengaran 
dan insting peneliti sehingga dapat meningkatkan derajat keabsahan data. 
Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik ketekunan pengamatan, dilakukan 
dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap data dokumen berbentuk 
fatwa-fatwa DSN-MUI, perundang-undangan dan buku referensi. 
3. Triangulasi 
Denzin  membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 
teori.17 Triangulasi dengan memanfaatkan peneliti untuk mengecek kembali derajat 
kepercayaan data. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara mengkonsultasikan hasil 
penelitian kepada promotor. 
Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data 
hasil wawancara dengan pengamatan, apa yang dikatakan dengan situasi penelitian 
                                                          
17Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 178. 
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sepanjang waktu, pandangan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat, 
serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang berkait. 
Triangulasi dengan metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap 
penggunaan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Triangulasi dengan teori dilakukan dengan mengurai pola, hubungan, 




A. Kesesuaian Mekanisme Pembiayaan 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance
 











Nasabah mendatangi bank syariah untuk melakukan pembiayaan. Nasabah 
melakukan negosiasi harga dan spesifikasi barang (rumah) yang
adanya kesepakatan harga antara nasabah dan bank dan nasabah sudah menjelaskan 
kepada pihak bank tentang spesifikasi rumah yang dibutuhkan, maka nasabah harus 
memenuhi persyaratan-
dipenuhi oleh nasabah dan diterima oleh bank, maka terjadi transaksi jual beli 
dengan sistem mura>bah}ah
nasabah akan dibeli oleh bank ke developer secara tunai. Developer akan 
memberikan rumahnya k
BAB IV 
 MURA>BAH}AH DI MASYARAKAT 
Mura>bah}ah dengan Fatwa DSN
 
Mura>bah}ah Produk KPR di Bank 
 
}ah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:
 dibutuhkan. Setelah 
persyaratan yang dibutuhkan. Setelah syarat-
 antara nasabah dan bank. Maka rumah yang dipilih oleh 









akan memberikan rumah kepada nasabah. Nasabah akan menjalankan kewajibannya 
dengan membayar cicilan ke Bank BTN Syariah atas pembiayaan yang diberikan 
oleh bank. 
b. Permohonan Pembiayaan Mura>bah}ah (KPR) 
Dalam mengajukan permohonan pembiayaan mura>bah}ah di Bank BTN 
Syariah khususnya pada produk KPR, nasabah diwajibkan untuk mengajukan 
permohonan secara tertulis. Yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan 
yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan dalam mengajukan 
permohonan pembiayaan mura>bah}ah. 
Adapun hal-hal yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah: 
1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan, 
2) Menyerahkan copy identitas diri (KTP, KK, dan akta nikah),  
3) Menyerahkan copy slip/keterangan gaji atau Keterangan Kerja dari 
Perusahaan, 
4)  Menyerahkan copy rekening tabungan bank atau BTN dan atau bank lain,  
5) Surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif yang telah 
ditandatangani oleh pimpinan atau bendaharawan instansi (jika ada),  
6) Menyerahkan Ijin Mendirian Bangunan (IMB),  
7) Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, 
8) Serta NPWP untuk pembiayaan Rp. 50 juta.1 
Sedangkan syarat-syarat secara umum adalah sebagai berikut: 
                                                          
1Formulir Pengajuan Pembiayaan KPR Bank BTN Syariah. 
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1) Warga Negara Indonesia,  
2) Memiliki rekening tabungan di Bank BTN Syariah,  
3) Telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah,  
4) Pada saat pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun,  
5) Memiliki penghasilan yang menurut perhitungan bank pendapatan menjamin 
kelangsungan pembayaran kewajiban (angsuran pokok dan margin sampai 
pembayaran lunas, penghasilan dimaksud baik bersifat tetap (gaji bulanan) 
maupun tidak tetap (pendapatan dari pekerjaan bebas),  
6) Mempunyai pekerjaan tetap dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun,  
7) Tidak memiliki pembiayaan bermasalah di BTN maupun Bank lain,  
8) Permohonan yang masih berstatus sebagai nasabah di Bank untuk jenis 
pembiayaan apapun,  
9) Sesuai ketentuan Bank penghasilannya masih mencukupi untuk membayar 
kewajiban (angsuran pokok dan margin) atas seluruh pembiayaan (baik yang 
telah ada maupun yang akan ada),  
10) Menyampaikan NPWP pribadi untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan 
Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta atau sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
c. Prosedur Pembiayaan KPR Bank BTN Syariah 
Berdasarkan dokumen pembiayaan, maka prosedur pembiayaan KPR Bank 
BTN Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: 
  Tahap awal yaitu melakukan wawancara terhadap 
digunakan sebagai pedoman atas kemampuan
nantinya. Kemudian mengunjungi lokasi tempat tinggal nasabah, ke tempat kerja, 
dan lokasi rumah yang akan dibiayai sebagai jaminan, pemeriksaan ini untuk 
mengklarifikasi data-data dan memeriksa kesesuaian data tertulis d
lapangan. Lalu Bank BTN Syariah
keuangan non bank untuk mendapatkan informasi apakah nasabah termasuk daftar 
hitam atau dalam daftar kredit macet ataukah tidak. 
Setelah itu bank menganalisis kem
dikumpulkan tentang kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi 
kewajibannya secara tetap sesuai dengan yang diperjanjikannya. Dari hasil analisis 
inilah yang menjadi dasar bank untuk memutuskan persetujuan te
pembiayaan dengan rekomendasi persetujuan pembiayaan pada rapat komite. 
Realisasi pembiayaan baru dapat disetujui dan disepakati apabila semua persyaratan 
dan syarat pembiayaan yang ditetapkan bank telah dipenuhi nasabah. Setelah tahap 
realisasi pembiayaan atas hasil putusan pembiayaan oleh rapat komite, lalu diadakan 
pembinaan baik individu masing
nasabah, hasil wawancara 
 nasabah untuk melunasi kewajibannya 
 melakukan pengecekan di bank lain, BI, lembaga 
 
ampuan nasabah atas dasar data yang telah 
rhadap pemberian 
-masing nasabah pembiayaan demi kelancaran itu 
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engan data di 
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sendiri. Yang bertugas untuk mengawasi, memantau, dan membina nasabah 
bermasalah adalah CWO (Collection an Walk Out).2 
d. Biaya Realisasi Pembiayaan KPR Bank BTN Syariah 
Adapun biaya realisasi pembiayaan KPR Bank BTN Syariah yaitu: 
1) Biaya Administrasi 
Nilainya sudah fix 1 (satu) persen dari total pinjaman/pembiayaan. 
2) Biaya Notaris / SKMHT 
SKMHT atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah (“Surat 
Kuasa”) akan menguasakan beban hak tanggungan dari pemilik tanah asli kepada 
pihak bank. Ini biasanya dikarenakan proses pengurusan tanah/balik nama/pecah 
sertifikat yang belum selesai di BPN. Sehingga, ketika proses selesai, pihak pemilik 
tanah/penjual rumah tidak perlu lagi menandatangani Akta Pembebanan Hak 
Tanggungan (APHT), cukup antara bank dengan debitur (nasabah KPR). 
3) Biaya APHT / SHT 
Jika SKMHT adalah “lampiran”-nya, maka Akta Pembebanan Hak 
Tanggungan adalah master dokumennya. Dokumen ini mengatur persyaratan dan 
ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor 
sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan 
(tanah+rumah). Sertifikat Hak Tanah atau SHT adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh BPN, sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. 
 
                                                          




4) Asuransi Kebakaran dan Asuransi Jiwa 
Nilainya bergantung dari banyak hal, antara lain jangka waktu pembiayaan, 
plafon, dan usia nasabah KPR. Asuransi kebakaran menjamin hingga Rp 50 juta bila 
terjadi kebakaran, dan asuransi jiwa akan melunasi seluruh sisa hutang bila nasabah 
KPR meninggal dunia. 
5) Biaya Appraisal 
Biasanya akan ada survey dari bank, yang melihat kondisi fisik rumah, 
beserta luas tanah, dan lain-lain, sehingga dari situ kelihatan apakah benar nilai 
rumah sesuai dengan harga jualnya. Bila total pinjaman lebih besar selisihnya 
daripada nilai intrinsik rumah, biasanya proses KPR akan tersendat. Sederhananya, 
semakin rendah kualitas rumah, maka seharusnya harga dan nilai pinjamannya akan 
semakin kecil. Karena bank tidak akan mau rugi. Biaya Appraisal ini sebagai ‘uang 
lelah’ saja untuk surveyor. Oleh karena itu, oleh developer/penjual rumah, ‘orang 
survey’ ini akan diberi lebih dari yang seharusnya.  
6) Biaya SSB BPHTB 
Surat Setoran Bea Biaya Perolehan Hak Tanah Bangunan adalah pungutan 
atau pajak yang dikenakan pemerintah pada setiap transaksi properti, termasuk hibah, 
waris, dan sebagainya. Pada penjual dikenakan PPh, dan pada pembeli dikenakan 
BPHTB. Cara perhitungannya adalah dari nilai objek pajak, misal luas tanah = 70 
meter persegi, luas bangunan = 36 meter persegi. Jika nilai jual objek pajak atas 
tanah = Rp. 1 juta / m2, dan NJOP bangunan = Rp. 1,5 juta / m2, maka kita bisa 
totalkan nilai NJOP = Rp 124 juta. Nilai ini akan dikurangi dengan NPOP TKP 
150 
 
(NPOP Tidak Kena Pajak). Nilai NPOP TKP ini berbeda-beda antara daerah, kita 
misalkan saja di Makassar NPOP TKP = Rp 60 juta. Maka yang kena pajak = Rp 124 
juta ditambah 30 persen dikurang Rp 60 juta = Rp 101.200.000. Nilai ini dikali 5%, 
didapat Rp 5.060.000. 
7) Biaya AJB (Akta Jual Beli) 
Biaya untuk Akta Jual Beli ini murni diambil notaris PPAT, sehingga 
nilainya lebih ke suka-suka mereka. Walau pada peraturan Menteri Agraria No 10 
tahun 1961, biaya AJB harusnya berkisar 0.5% dari total transaksi, biaya AJB bisa 
mencapai 1% dari nilai transaksi. 
8) Biaya blokir dana 1x angsuran.  
9) Saldo minimal mengendap (sesuai ketentuan tabungan/giro batara syari’ah).  
Sebelum dilaksanakan penandatanganan akad pembiayaan, wajib dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:  
1) Menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Pembiayaan di atas 
materai Rp. 6.000,-  
2) Menyiapkan biaya-biaya yang telah ditetapkan yaitu: administrasi, notaris, 1 
(satu) bulan angsuran, premi-premi asuransi dan biaya-biaya lainnya.  
3) Saldo giro atau tabungan diblokir sebesar satu kali angsuran ditambah saldo 
minimum giro atau tabungan.  
4) Menyerahkan surat kuasa pemotongan gaji atau pendebetan rekening atas 
nama nasabah yang bersangkutan kepada Bank Bank Bank BTN Syariah 
diatas Materai Rp. 6.000,-  
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5) Suami/Istri ikut menandatangani akad.  
Syarat Realisasi Pembiayaan: 
1) Bank akan merealisasikan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip 
mura>bah}ah, setelah nasabah terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan 
sebagai berikut:  
a) Menyerahkan kepada bank seluruh dokumen yang disyaratkan oleh bank 
termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen bukti diri nasabah, dokumen 
kepemilikan jaminan dan atau surat lainnya yang berkaitan dengan akad ini dan 
pengikatan jaminan, yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Pemberian 
Pembiayaan (SP-3) dari bank.  
b) Nasabah wajib membuka dan memelihara rekening giro atau tabungan pada bank 
selama nasabah mempunyai pembiayaan dari bank.  
c) Menandatangani akad dan perjanjian pengikatan jaminan yang disyaratkan oleh 
bank.  
d) Menyetorkan uang muka pembelian dan atau biaya-biaya yang disyaratkan oleh 
bank sebagai yang tercantum dalam SP-3.  
2) Realisasi pencairan fasilitas pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), 
akan dilakukan oleh bank kepada pengembang/penjual.  
3) Sejak ditandatanganinya akad ini dan telah diterimanya rumah pesanan oleh 
nasabah, maka resiko atas rumah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab nasabah dan dengan ini nasabah membebaskan bank dari segala 
tuntutan dan atau ganti rugi berupa apapun atas risiko tersebut.  
152 
 
Apabila bank telah membayar kepada pengembang/penjual termasuk pembayaran 
uang muka, maka nasabah tidak dapat membatalkan secara sepihak akad ini. 
2. Mekanisme Pembiayaan Mura>bah}ah Produk Kendaraan di PT. Amanah 
Finance 
 
a. Prosedur Pembiayaan Mura>bah}ah Produk Kendaraan 
Ba’i al-mura>bah}ah merupakan salah satu pembiayaan jual beli yang 
ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara penyerahan barang 
dilakukan terlebih dahulu, setelah penandatanganan akad jika nasabah telah 
menyetujui harga jual yang ditawarkan oleh pihak LKS. Harga jual yang ditawarkan 
oleh LKS ialah harga pokok dari kendaraan tersebut ditambah dengan margin atau 
keuntungan yang akan diambil oleh pihak LKS. Harga jual yang ditawarkan tersebut 
tidak akan pernah berubah sampai jangka waktu tertentu. 
 Menurut Ayu Listya Anggraini, pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan 
dengan mura>bah}ah ini meliputi pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. 
Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk 
tujuan konsumsi, seperti pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan pemilikan 
kendaraan. Sedangkan pembiayaan produktif lebih mengarah kepada pemenuhan 
kebutuhan perusahaan, seperti pembiayaan investasi mesin dan peralatan, perbaikan 
gedung, serta pengadaan alat-alat kesehatan.3 
Akad mura>bah}ah pada LKS dapat dibedakan menjadi dua yaitu mura>bah}ah 
dengan pesanan dan mura>bah}ah tanpa pesanan. Mura>bah}ah dengan pesanan ialah 
                                                          
3Wawancara dengan account officer PT. Amanah Finance pada tanggal 5 Oktober 2015. 
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calon nasabah dapat memesan barang terhadap pihak LKS, di mana calon nasabah 
berjanji akan membeli barang tersebut dengan cara membayar secara angsuran. 
Menurut Reza Mahendra, permohonan yang diajukan oleh pihak nasabah terhadap 
perusahaan tidak bersifat mengikat, di mana barang yang diinginkan oleh calon 
nasabah dapat dibeli atau tidak karena pihak perusahaan tidak dapat memaksa pihak 
nasabah untuk membeli barang tersebut. Hal ini didasari pada persyaratan yang 
diajukan oleh pihak perusahaan, apakah pihak nasabah dapat memenuhi persyaratan 
tersebut atau tidak serta keputusan dari pihak perusahaan dari analisis yang 
dilakukan.4 
Mura>bah}ah tanpa pesanan ialah perusahaan menyediakan barang 
dagangannya tanpa ada pihak yang memesan. Barang tersebut telah menjadi milik 
dari pihak perusahaan atas kehendak sendiri. Jadi pihak nasabah dapat menentukan 
sikap, apakah ingin mengambil barang tersebut atau tidak.Tetapi dalam praktiknya, 
jenis mura>bah}ah ini tidak pernah dilakukan oleh pihak perusahaan karena pihak 
perusahaan tidak ingin mengeluarkan dana secara sia-sia untuk membeli barang 
yang belum tentu dapat terjual kepada pembeli.  
 Mura>bah}ah merupakan penjualan suatu produk dari pihak LKS kepada 
nasabah setelah nasabah mengajukan permohonan. Dimana calon nasabah datang 
memohon kepada pihak LKS untuk dibelikan kendaraan yang diinginkannya dengan 
menyebutkan spesifikasinya dengan jelas. Setelah LKS mencatatat spesifikasi 
kendaraan yang diinginkan oleh nasabah, maka pihak LKS akan pergi mencari 
                                                          
4Wawancara dengan account officer PT. Amanah Finance pada tanggal 5 Oktober 2015. 
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kendaraan tersebut. Sebelum pihak LKS mencari kendaraan tersebut, maka LKS 
akan memberitahukan terlebih dahulu persyaratan yang harus disedikan oleh pihak 
nasabah jika nasabah menyetujui penawaran dari pihak LKS. 
LKS akan mencari kendaraan yang diinginkan oleh nasabah pada dealer-
dealer tertentu. Biasanya LKS akan mencari pada dealer yang telah memiliki 
kerjasama dengan pihak LKS. Setelah barang tersebut ditemukan maka pihak LKS 
akan menghubungi kembali nasabah tersebut dan memberitahukan bahwa kendaraan 
yang diinginkan telah ditemukan sesuai dengan spesifikasinya. Selain itu, informasi 
yang akan diberitahu oleh LKS ialah harga jual yang akan ditawarkan, di mana pihak 
LKS harus memberitahukan dengan jelas dan jujur harga pokok dan margin yang 
akan diambilnya. Apabila nasabah menyetujui penawaran tersebut, maka pihak LKS 
akan meminta nasabah untuk membawa persyaratan yang telah diberitahukan 
sebelumnya. Setelah nasabah menyediakan persyaratan tersebut maka akan berlanjut 
ke tahap penganalisaan data. 
 Secara ringkas skema penjualan mura>bah}ah sebagai berikut : 
 
                    1. memohon kepada LKS 
               6. membayar                                                      2.mencari ke dealer 
Nasabah                        LKS                        Dealer 
 
           5. Terima barang                    4.  mengirim barang 
 




 Salah satu LKS yang menjalankan praktik di atas ialah PT. Amanah Finance. 
Hal tersebut dilakukan hanya untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pada 
LKS tersebut serta memberikan pelayanan yang maksimal terhadap nasabah yang 
datang mengajukan permohonan pembiayaan5.  
Pada praktiknya yang lain, beberapa LKS akan menyuruh terlebih dahulu 
nasabah tersebut untuk mencari kendaraan yang diinginkannya. Setelah nasabah 
menemukan kendaraan yang diinginkan, maka nasabah akan memberitahukannya ke 
LKS. Melalui informasi dari nasabah, LKS akan menyurvei barang tersebut. 
Sehingga nasabah yang datang ke LKS sudah mengetahui dealer mana yang 
menyediakan kendaraan yang diinginkannya.  
 Secara ringkas skema teori di atas dapat dilihat sebagai berikut : 
                              2.Ke Bank Syariah                              3.mensurvei 
                                                          1.mencari                                         
                     Nasabah                                                                                                        Dealer 
               
                                        5.Terima barang                      4.kirim barang 
Gambar 4.2 Skema Mura>bah}ah 2 
Pada skema yang kedua menggambarkan bahwa yang bekerja ialah pihak 
nasabah. Nasabah harus mencari dealer yang akan dikunjungi oleh pihak LKS untuk 
                                                          
5Fadli, Wawancara pada saat penelitian pada tanggal 6 Oktober 2015. 
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menyurvei kendaraan yang diinginkannya. Sebelum LKS melakukan survei tersebut, 
maka pihak LKS akan melihat terlebih dahulu data dan dokumen yang diminta oleh 
pihak LKS. Setelah melihat data dari pihak nasabah dan nasabah tersebut dinyatakan 
layak untuk menerima pembiayaan, barulah pihak LKS akan menilai kendaraan 
tersebut, apakah layak untuk dibiayai atau tidak. Penilaian kelayakan kendaraan 
tersebut berdasar pada spesifikasinya, seperti asal negara pembuatan kendaraan 
tersebut, tahun pembuatannya, persediaan suku cadang, dan lain sebagainya.  
Pada skema pertama dan yang kedua terlihat ada perbedaan, pada skema 
pertama yang bekerja atau mencari kendaraan yang diinginkan nasabah ialah pihak 
LKS. Sedangkan pada skema kedua, yang bekerja ialah nasabah itu sendiri. Jadi, 
nasabah telah memiliki target kendaraan pada dealer tertentu, sehingga pihak LKS 
hanya pergi menyurvei kendaraan tersebut apakah layak untuk dibiayai atau tidak. 
Walaupun nasabah yang pergi mencari terlebih dahulu kendaraan yang ingin 
dimilikinya namun yang akan melakukan pembayaran ialah pihak LKS. Pihak LKS 
akan melakukan pembayarannya secara langsung terhadap dealer jika kendaraan 
tersebut dinyatakan layak untuk dibiayai. 
Menurut Ayu Listya Anggraini, terjadinya praktik pada PT. Amanah Finance 
yang mewajibkan nasabah untuk mencari terlebih dahulu kendaraan yang 
diinginkannya karena tidak adanya karyawan dari PT. Amanah Finance yang dapat 
pergi mencari kendaraan tersebut. Hal ini terjadi karena kesibukan dari pihak 
karyawan dalam melayani setiap nasabah yang datang menghadap. Selain itu, praktik 
ini juga bertujuan untuk menghindari beberapa klaim dari nasabah jika pihak 
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perusahaan yang melakukan pencarian barang. Klaim yang dihindari oleh pihak 
perusahaan salah satunya seperti barang yang dibeli perusahaan tidak sesuai dengan 
spesifikasi yang disebutkan oleh pihak nasabah. Sehingga nasabah tidak ingin 
menerima kendaraan tersebut dari dealer. Apabila hal tersebut terjadi maka akan 
menimbulkan kerugian terhadap pihak perusahaan karena telah mengeluarkan 
sejumlah uang untuk membeli kendaraan tersebut.6 Oleh karena itu, pihak 
perusahaan menyuruh terlebih dahulu calon nasabahnya untuk menemukan 
kendaraan yang ingin dimilikinya lalu pihak perusahaan akan menyurveinya.  
Praktik pada skema kedua di atas memang wajar dilakukan oleh pihak LKS, 
karena yang membutuhkan pembiayaan ialah pihak nasabah. Jika nasabah memiliki 
dana sendiri, maka nasabah tersebut tidak perlu memohon kepada LKS. Hal ini 
didasari pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mura>bah}ah pada 
ketentuan umum yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada 
nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus 
dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. Yang perlu 
dikhawatirkan dari praktik ini ialah adanya tindakan kerjasama untuk melakukan 
kecurangan antara pihak nasabah dengan dealer yang ditunjuknya untuk memperoleh 
pembiayaan dari pihak bank. Pihak nasabah bekerjasama dengan pihak dealer dalam 
menentukan harga. Setelah pihak dealer memperoleh dana dari pembiayaan bank, 
maka pihak dealer akan membawa kabur dana tersebut bersama dengan nasabah 
yang mengajukan permohonan pembiayaan. 
                                                          
6 Wawancara dengan account officer PT. Amanah Finance pada tanggal 5 Oktober 2015. 
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Menurut Muhammad Ghazali, untuk menghindari kejadian di atas, maka 
pihak LKS harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Hal yang pertama 
akan dilakukan oleh pihak LKS ialah menyurvei ke dealer tersebut, apakah memiliki 
surat izin resmi untuk menjual kendaraan atau tidak. Kedua, melakukan kerjasama 
dengan dealer tersebut yang dinyatakan dalam Memorandum of Understanding 
(MoU). Apabila ada karyawan dari dealer tersebut yang berbuat kecurangan maka 
dealer tersebut yang akan bertanggung jawab.7 
Menurut Haekal, pemohon yang mengajukan permohonan pembiayaan 
diwajibkan menyediakan dana untuk membayar down payment (uang muka) dari 
kendaraan yang akan dibiayai.8 Uang muka yang harus disediakan oleh nasabah 
minimal 20% (dua puluh persen) dari harga pokok kendaraan. Pembiayaan yang 
akan ditanggung oleh LKS maksimal 80% dari harga pokok kendaraan. LKS tidak 
bisa memberikan pembiayaan 100% karena sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang 
diterapkan oleh LKS untuk menghindari risiko yang akan terjadi. Nasabah yang 
datang mengajukan permohonan akan diberitahukan untuk menyiapkan uang muka 
dari kendaraan tersebut minimal 20% yang akan disetorkan pada LKS. Apabila 
pembiayaan kendaraan yang diajukan oleh calon nasabah dinyatakan tidak layak 
untuk dibiayai maka uang muka tersebut akan dikembalikan kepada pemohon. 
Pihak LKS menentukan besarnya pembiayaan yang akan dilakukan 
berdasarkan tahun keluaran kendaraan tersebut, jika kendaraan tersebut dalam 
                                                          
7Wawancara dengan account officer PT. Amanah Finance pada tanggal 6 Oktober 2015. 
8Wawancara dengan account officer PT. Amanah Finance pada tanggal 6 Oktober 2015. 
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keadaan baru atau masih dibawah satu tahun maka LKS akan memberikan 
pembiayaan 80% dan sisanya atau 20% ditanggung oleh calon nasabah. Sebelum 
LKS mengajukan kepada komite pembiayaan maka pihak account officer akan 
membuat struktur  pembiayaannya terlebih dahulu. Dalam struktur pembiayaan 
tersebut telah diketahui margin yang akan diambil oleh LKS, jumlah dana 
pembiayaan serta jumlah angsuran yang dapat dilakukan oleh calon nasabah. 
Misalnya, Anton ingin membeli sebuah mobil di dealer Toyota. Mobil 
tersebut seharga Rp.130.000.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan 
pengajuan permohonan pembiayan selama tiga tahun. Dan pihak LKS menyetujui 
pembiayaan tersebut dengan pembiayaan 80% dari harga pokok. Penentuan 
pembiayaan tersebut setelah pihak LKS melakukan survei ke dealer Toyota dan 
menyatakan kendaraan tersebut masih baru dan dapat untuk dibiayai. Bapak Anton 
pun sepakat membayar uang mukanya sebesar 20% dengan margin 10% untuk setiap 
satu tahun pembiayaan. Adapun struktur pembiayaannya sebagai berikut : 
Pokok pembiayaan : 80% x Rp.130.000.000.00,- = Rp.104.000.000.00,- 
Margin : 10% x Rp.104.000.000.00,- x 3 tahun = 31.200.000.00,- 
Jumlah angsuran : Rp.104.000.000+Rp.31.200.000=Rp. 135.200.000.00,- 
Angsuran : Rp.135.200.000 : 36 = Rp.3.755.555.,- 
Struktur Pembiayaan : 
 Jenis Pembiayaan   : Mura>bah}ah 
 Tujuan penggunaan   : Pembelian 1 unit mobil 
 Harga beli    : Rp.130.000.000.00,- 
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 Margin    : Rp.  31.200.000.00,- + 
 Harga Jual    : Rp.161.200.000.00,- 
 Angsuran pendahuluan  : Rp.  26.000.000.00,-  - 
 Pembayaran yang diangsur  : Rp.135.200.000.00,- 
 Pembiayaan    : Rp.104.000.000.00,- 
 Jangka waktu    : 36 bulan 
 Angsuran per bulan   : Rp.3.755.555.,- 
Jadi, angsuran yang harus dilakukan oleh Anton selama tiga tahun sekitar tiga 
juta lebih perbulan. Angsuran tersebut akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam 
rekening setelah itu pihak bank akan memotongnya setiap bulan dari rekening 
nasabah. Jumlah angsuran yang dilakukan oleh nasabah tersebut tidak akan pernah 
berubah sampai jangka waktu permohonan pembiayaan. Jika sampai jangka waktu 
tersebut nasabah belum dapat melunasinya, maka pihak bank akan melakukan 
restrukturisasi pembiayaan. Dan akan memberikan perpanjangan jangka waktu sesuai 
dengan jangka waktu akad pembiayaan awal. 
Pada dasarnya jual beli hukumnya mubah. Jual beli ada yang dibolehkan dan 
ada juga yang dilarang. Jual beli yang dibolehkan menurut Islam ialah jual beli yang 
tidak melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam dan tidak boleh mengandung 
unsur  penipuan, spekulasi, dan barang tersebut harus memiliki manfaat. Sedangkan 
jual beli yang dilarang menurut Islam seperti menjualbelikan hewan yang dilarang 
untuk dikonsumsi oleh umat Islam, menjual minuman yang dapat memabukkan, 
menjual obat-obatan yang dilarang, dan lain sebagainya. 
161 
 
Ada juga jenis jual beli yang dibolehkan tetapi tidak untuk diperjualbelikan 
secara bebas, seperti senjata api. Senjata api hanya dapat dimiliki oleh aparat 
penegak hukum untuk membela negara, tetapi dilarang penjualannya terhadap 
masyarakat umum karena dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan 
seperti pembunuhan. Begitu pula senjata tajam, senjata tajam seperti parang dapat 
diperjualbelikan asal kegunaannya untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti 
pemotongan kayu, penyembelihan hewan. Berbeda dengan senjata tajam seperti 
‘badik’, yang penggunaannya tidak dapat digunakan untuk memotong kayu, tidak 
dapat pula digunakan untuk menyembelih hewan. Jadi penjualan badik dilarang 
karena tidak memiliki manfaat kecuali untuk melakukan tindakan melanggar hukum. 
Keuntungan dalam jual beli angsuran kendaraan bukan riba karena yang 
menjadi objek utang ialah barang/ kendaraan. Berbeda jika yang menjadi objek utang 
tersebut ialah sejumlah uang, maka penambahan dalam peminjaman uang tersebut 
ialah riba. Permintaan penambahan dalam pemberian pinjaman uang dilarang karena 
pihak pemberi pinjaman telah menetapkan suatu keuntungan yang pasti terhadap 
keuntungan yang belum pasti didapatkan oleh peminjam dana. 
Pengambilan keuntungan dalam jual beli menurut Islam tidak dilarang dan 
tidak memiliki batas. Tetapi beberapa literatur ada yang mengatakan bahwa 
keuntungan dalam jual beli boleh sepanjang dalam kadar yang wajar dan ada pula 
keuntungan yang dilarang. Dalam Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang 
batas pengambilan keuntungan. Menurut ulama, penjual boleh mengambil 
keuntungan terhadap barang yang dijual asal keuntungan tersebut tidak lebih besar 
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dari modal yang dikeluarkan dan memiliki kesepakatan dengan pembeli. Selain itu, 
keuntungan tersebut tidak memberatkan dari pihak pembeli karena keuntungan yang 
berlebihan dapat memberatkan pembeli dalam melakukan pembayaran. 
b. Proses Pembiayaan Mura>bah}ah Produk Kendaraan 
Sebelum pihak LKS mengabulkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah 
untuk pengadaan barang berupa kendaraan, maka LKS selaku pemberi pembiayaan 
akan melakukan beberapa tahap pemeriksaan terhadap nasabah dan kendaraan yang 
ingin dibiayai. Demi kelancaran pemeriksaan tersebut, maka prosedur dan 
persyaratan yang diajukan oleh pihak LKS harus dipenuhi oleh nasabah agar dana 
tersebut dapat dicairkan. Dan tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak LKS dalam 
memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya dapat dilihat sebagai berikut9 : 
1) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah 
 Pada tahap ini nasabah datang ke LKS untuk mengajukan permohonan 
pembiayaan atas pengadaan kendaraan yang nasabah inginkan. Biasanya nasabah 
tersebut telah memiliki target kendaraan yang diinginkan pada dealer tertentu 
sebelum datang mengajukan permohonan pada LKS. Jika nasabah belum memiliki 
target kendaraan yang diinginkan, maka pihak LKS akan merekomendasi dealer 
tertentu yang telah memiliki kerjasama dengan pihak LKS.  
 Nasabah yang datang ke LKS akan dimintai keterangan awal terlebih dahulu 
mengenai kebutuhan calon nasabah akan pembiayaan. Walaupun dilakukan hanya 
                                                          




sekilas dan tidak mendetail, wawancara tersebut sangat bermanfaat bagi pihak LKS 
untuk memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. 
 Adapun informasi pokok yang harus dicari pihak LKS pada saat wawancara 
awal, yaitu : 
a) Status pemohon, apakah pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk 
kepentingan perorangan atau badan usaha. Bila diajukan untuk perorangan maka 
harus diketahui status pernikahannya, mengetahui pekerjaannya atau profesinya 
dan dilakukan oleh calon nasabah yang telah cakap hukum, yaitu telah berusia 21 
tahun. Dan bila diajukan untuk mewakili badan usaha maka harus diketahui 
terlebih dahulu bentuk badan usaha tersebut, apakah berbentuk PT, CV, koperasi, 
yayasan atau badan usaha lainnya. Mengetahui status pemohon akan berguna 
untuk legalitas pemohon yang harus dipenuhi. Setelah mengetahui status 
pemohan, maka pihak LKS akan memberikan formulir untuk diisi. Formulir 
tersebut berisikan data pribadi nasabah berupa nama, alamat, tempat tinggal, serta 
tujuan mengajukan permohonan pembiayaan. 
b) Domisili calon nasabah, dalam melakukan pengawasannya terhadap calon 
nasabah yang dibiayai maka pihak LKS harus mengetahui domisili dari calon 
nasabah tersebut. Walaupun LKS menilai bahwa calon nasabah tersebut layak 
untuk diberikan pembiayaan, tetapi nasabah berada di luar jangkauan wilayah 
kerja LKS, maka pihak LKS akan mengalami kesulitan dalam monitoring 
pembiayaan. Dan apabila terjadi hal demikian maka pihak LKS tidak 
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mengabulkan permintaan pembiayaan atau merekomendasikan ke LKS di dekat 
tempat tinggalnya. 
c) Repayment capacity (kemampuan membayar), pertanyaan ini sangat penting bagi 
LKS karena melalui pertanyaan ini LKS dapat mengetahui kondisi keuangan 
nasabah saat ini dan perkiraan kemampuan membayarnya. Informasi yang dapat 
ditanyakan berupa sumber penghasilan calon nasabah. Apakah berasal dari gaji 
atau hasil usaha, apakah bersifat kontinyu (rutin) atau musiman. Selain informasi 
dari sumber penghasilannya, pihak LKS juga akan menanyakan jumlah 
pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon nasabah. Dari informasi tersebut, pihak 
LKS akan menghitung perkiraan angsuran sesuai dengan jangka waktu 
pembiayaan. 
2) Pemenuhan data dan dokumen 
 Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap pengisian formulir tersebut. Di 
mana pihak nasabah diwajibkan memenuhi data yang diinginkan oleh pihak LKS 
untuk dilakukan analisis. Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh 
pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan. Apabila 
pengajuan permohonan pembiayaan tersebut dilakukan secara perorangan maka data 
dan dokumen yang harus dipenuhi ialah : 
a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri/SIM/Paspor 
b) Kartu keluarga 
c) Surat keterangan bekerja dari perusahaan atau tempat calon nasabah bekerja 
d) SK pengangkatan terakhir  
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e) Akta nikah, jika telah bercerai maka perlu dilampirkan juga surat/ akta cerai. 
f) Slip gaji asli dan copy rekening bank. Dalam praktiknya, pihak LKS akan 
meminta kepada pemohon untuk menyerahkan surat standing instruction, yaitu 
surat kuasa karyawan kepada perusahaan tempatnya bekerja untuk melakukan 
pembayaran gaji melalui LKS pemberi pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk 
menjamin kelancaran pembayaran angsuran jika pembiayaan yang diajukan 
pemohon telah disetujui oleh pihak LKS. 
Dan apabila diajukan untuk mewakili badan usaha, maka persyaratan yang 
harus dipenuhi yaitu : 
a) KTP pengurus perusahaan  
b) Akta pendirian dan perubahan perusahaan 
c) Pengesahan pendirian badan hukum tersebut dari instansi yang berwenang, 
seperti pengesahan pendirian PT oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia. 
d) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
e) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 
f) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 
g) SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 
h) TDR (Tanda Daftar Rekanan) 
i) SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) 
j) Company Profile 
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k) Dokumen lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha yang dijalankan, seperti 
sertifikat anggota suatu asosiasi, sertifikat halal dari MUI, sertifikat produk 
terkait uji mutu, dan sebagainya. 
l) Laporan keuangan 2 tahun terakhir berupa neraca dan laporan laba/rugi 
m) Bukti-bukti administrasi transaksi usaha seperti catatan penjualan dan pembelian 
serta copy rekening bank 3 bulan terakhir. 
Untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai calon nasabah tersebut, pihak 
account officer memerhatikan aspek 5C atau yang biasa disebut dengan The Five C’s 
of Credit Analysis. Analisis 5C tersebut, yaitu : 
a) Character, yakni menggambarkan watak dan kepribadian dari calon nasabah. 
Untuk dapat menilai watak atau karakter dari individu tersebut, pihak bank dapat 
memperolehnya pada data BI checking dan informasi dari pihak lain, seperti dari 
mitra kerja calon nasabah tersebut.  
b) Capacity, yakni mengetahui kemampuan keuangan pemohon dalam memenuhi 
kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Mengetahui kemampuan 
keuangan pemohon sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. 
Untuk mengetahui kondisi keuangan dari pemohon tersebut dapat dilihat dari 
laporan keuangan dan memeriksa slip gaji dan rekening tabungannya. 
c) Capital, yaitu modal yang dimiliki oleh pemohon, termasuk juga penilaian atas 
aspek keuangan pemohon. 
d) Condition, yakni analisis mengenai kondisi perekonomian. LKS perlu 
mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi 
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ekonomi. Tetapi untuk bagian ini LKS tidak terlalu fokus terhadap pembiayaan 
konsumsi. LKS hanya akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah 
dengan kondisi ekonomi saat ini dan akan datang, sehingga pihak LKS dapat 
memprediksi ekonomi calon nasabah tersebut. Pekerjaan calon nasabah menjadi 
bahan pertimbangan penting dalam mengambil keputusan pembiayaan.  
e) Collateral, yakni penilaian atas aspek jaminan yang diperlukan untuk menutupi 
pembiayaan yang mengalami kemacetan. 
Dari 5C di atas, yang menjadi perhatian utama dari LKS cuma ada tiga, yaitu 
character, capacity dan collateral. 3C ini sangat penting dalam mengambil 
keputusan persetujuan pembiayaan karena 3C ini sangat berperan penting dalam 
mengembalikan dana pembiayaan yang digunakan oleh LKS. 
Selain data di atas, pihak LKS juga memerlukan data eksternal pemohon. 
Data eksternal pemohon diperlukan untuk melihat kondisi pemohon dari berbagai 
sisi, yaitu10 : 
a) SID-BI (Sistem Informasi Debitor – Bank Indonesia), merupakan sistem 
pelaporan debitor/nasabah pembiayaan perbankan kepada Bank Indonesia. 
Melalui SID tersebut, pihak LKS dapat mengetahui seseorang sedang atau tidak 
menikmati fasilitas pembiayaan atau kredit dari LKS lain. Bila tercantum 
seseorang sedang menikmati fasilitas dari LKS lain, maka dapat diketahui 
informasi terkait pembiayaannya meliputi : 
(1) Nama LKS pemberi fasilitas 
                                                          
10
Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah; Memahami Praktik 
Proses Pembiayaan di Bank Syariah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 56-58. 
168 
 
(2) Plafon dan outstanding terakhir fasilitas 
(3) Jaminan yang diikat oleh LKS 
(4) Kondisi kolektibilitas (tingkat kelancaran) pembayaran kewajiban nasabah 
kepada LKS. 
b) DHN (Daftar Hitam Nasional), yaitu pelaporan yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia terkait nasabah yang mengalami black list karena adanya indikasi 
manajemen keuangan yang kurang baik dari pihak pemohon. Hal ini wajib 
diwaspadai oleh pihak LKS terkait kondisi keuangan pemohon pembiayaan 
apabila namanya tercatat sebagai black list dalam DHN.  
c) Negative list, yaitu kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak LKS 
terhadap sektor usaha yang dapat dibiayai dan tidak dapat dibiayai. Hal ini 
didasari dari segi rating sektor usaha yang dapat dibiayai menurut ketentuan 
internal LKS dan menghindari sektor usaha yang masuk kategori negative list. 
d) Trade checking, yaitu suatu kegiatan pengecekan melalui pihak ketiga atas segala 
informasi yang dibutuhkan mengenai pemohon. Salah satu data yang diminta 
LKS dalam permohonan pembiayaan adalah data mitra kerja usaha pemohon, 
baik supplier (pemasok) maupun pembeli. Melalui supplier, pihak LKS dapat 
memperoleh informasi mengenai jenis dan jumlah barang serta pola 
pembayarannya dan bagaimana hubungan bisnis para supplier dengan pemohon. 
Data trade checking ini dibutuhkan jika tujuan pengadaan barang/kendaraan 
tersebut digunakan sebagai penunjang usaha. 
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Jika data nasabah tersebut telah terpenuhi, maka pihak LKS akan 
mempelajarinya dengan baik untuk dibuatkan catatan atas informasi yang belum 
lengkap untuk dikonfirmasikan kepada pemohon. Bila pihak LKS merasa cukup akan 
data di atas, maka pihak LKS akan melanjutkannya ke tahap berikutnya. 
3) Melakukan survei terhadap kendaraan yang diinginkan oleh calon nasabah. 
Pada tahap ini pihak LKS akan melakukan pengecekan atau menyurvei 
kendaraan yang diinginkan pada dealer yang telah ditentukan oleh calon nasabah. 
Pengecekan kendaraan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemohon. 
Di mana pemohon telah memilih dealer tersebut karena kendaraan dengan 
spesifikasi yang diinginkannya berada pada tempat tersebut. 
Dalam proses pembiayaan, survei memiliki peranan yang sangat penting 
dalam meyakini kelayakan pemberian pembiayaan. Seluruh informasi yang diperoleh 
dari data dan dokumen tertulis akan di cross check kebenarannya melalui kunjungan 
ke tempat penjualan kendaraan tersebut. Pihak LKS akan menilai kendaraan tersebut, 
apakah layak untuk dibiayai atau tidak. 
LKS telah memiliki standar terhadap kendaraan yang layak untuk dibiayai. 
Standarisasi tersebut dilihat dari tahun penjualan kendaraan tersebut, apakah 
kendaraan tersebut baru (new)atau bekas (second). Jika kendaraan tersebut masih 
dikategorikan kendaraan baru maka LKS dapat memberikan pembiayaan maksimal 
80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) ditanggung oleh 
calon nasabah. Apabila kendaraan tersebut kendaran bekas (second) maka LKS 
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hanya akan memberikan pembiayaan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 
sisanya ditanggung oleh calon nasabah. 
Selain dari tahun penjualannya, pihak LKS juga akan memerhatikan dari 
negara pembuatnya. Pihak LKS hanya berani melakukan pembiayaan terhadap 
kendaraan buatan Jepang. Pemilihan kendaraan Jepang karena suku cadang yang 
dipasarkan di Indonesia mudah didapatkan. Selain itu, proses penjualan kembali oleh 
pihak LKS sangat mudah dan harga jualnya pun tidak mengalami penurunan harga 
yang begitu signifikan. Selain produksi jepang, kendaraan yang dapat dibiayai yaitu 
buatan Korea. Pihak LKS kurang berani memberikan pembiayaan terhadap 
kendaraan produk Eropa karena nilai jual kembalinya sangat rendah serta suku 
cadangnya yang jarang dijual di pasaran Indonesia. 
Setelah melakukan survei terhadap dealer yang direkomendasikan oleh calon 
nasabah, maka pihak LKS akan melakukan analisis pembiayaan. Apakah kendaraan 
tersebut layak untuk dibiayai atau tidak. Jika pihak LKS menyatakan kendaraan 
tersebut layak untuk dibiayai, maka LKS akan melakukan kerjasama dengan pihak 
dealer yang dibuat pada Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama antara 
pihak dealer dan LKS ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis 
serta menambah daftar link pada LKS. Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak LKS, seperti adanya praktik 
spekulasi dari calon nasabah dan dealer yang direkomendasikan oleh calon nasabah 




4) Penyusunan usulan pembiayaan 
 Setelah melakukan survei ke dealer rekomendasi dari calon nasabah, pihak 
LKS akan melakukan analisis lebih lanjut. Analisis tersebut akan digunakan sebagai 
dasar untuk pembuatan usulan pembiayaan. Pihak LKS dalam hal ini yang bertindak 
ialah account officer (AO) memiliki peranan besar dalam melakukan analisis. Karena 
layak atau tidaknya kendaraan tersebut dibiayai berasal dari analisis account officer 
walaupun keputusan tersebut belum putusan akhir. 
 Penyusunan usulan pembiayaan dibuat dalam bentuk proposal tertulis yang 
akan diajukan kepada komite pembiayaan. Komite pembiayaan yaitu pejabat LKS 
yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan persetujuan 
pembiayaan11.  Pada praktiknya, pejabat yang ditunjuk sebagai komite pembiayaan 
pada setiap LKS bisa berbeda-beda. Pejabat tersebut dibagi berdasarkan pada level 
kantornya, mulai dari kantor cabang, divisi pembiayaan di kantor pusat, hingga 
mencapai level direksi dan komisaris. Masing-masing tingkat memiliki limit 
pembiayaan, semakin tinggi jabatannya maka semakin besar limit pembiayaan yang 
dapat diputuskan. 
 Selanjutnya komite pembiayaan akan melakukan rapat mengenai usulan 
pembiayaan yang telah dibuat oleh AO. Dalam rapat tersebut membahas mengenai 
kelayakan kendaraan tersebut dengan mendengar penjelasan dari pihak AO. Selain 
mendengar informasi dari AO, pihak komite juga melihat data dan dokumen yang 
telah diserahkan oleh calon nasabah. Komite pembiayaan akan menganalisis lebih 
                                                          
11Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah; Memahami Praktik 
Proses Pembiayaan di Bank Syariah, h. 36. 
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lanjut mengenai kemampuan pembayaran dari calon nasabah melalui keadaan 
keuangannya.Dari analisis keuangan calon nasabah tersebut, pihak komite dapat 
mengetahui kesanggupan calon nasabah dalam mengembalikan dana serta risiko 
yang kemungkinan akan dihadapi oleh pihak LKS. Melalui analisis tersebut, pihak 
komite pembiayaan akan memutuskan untuk menyetujui pembiayaan tersebut atau 
tidak. 
a) Bila komite pembiayaan tidak menyetujui pembiayaan tersebut maka melalui AO 
akan memberitahukan calon nasabah terkait keputusan komite pembiayaan 
mengenai penolakan usulan pembiayaan. 
b) Bila setuju, maka komite pembiayaan akan mengirimkan Surat Penegasan 
Persetujuan Pembiayaan kepada calon nasabah. Surat ini sebagai pemberitahuan 
kepada nasabah bahwa permohonan pembiayaannya telah disetujui oleh pihak 
komite pembiayaan. Setelah surat tersebut berada pada calon nasabah, maka 
keputusan berada pada pihak calon nasabah tersebut apakah akan meneruskan 
pengadaan kendaraan tersebut atau dibatalkan. 
4) Penerbitan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) 
Setelah komite pembiayaan memutuskan untuk menyetujui memberikan 
pembiayaan kepada calon nasabah, maka langkah selanjutnya ialah penerbitan Surat 
Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3). SP3 ini dikeluarkan sebagai surat 
pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonannya untuk melakukan 
pembiayaan telah disetujui. Dalam SP3 tersebut tercantum segala hal yang 
direkomendasikan dalam usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan dan 
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persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaannya 
direalisasikan. 
Dalam SP3 tersebut telah diberitahukan berapa harga pokok dari kendaraan 
tersebut, margin yang akan diambil oleh pihak LKS, jumlah dana yang harus 
disetorkan sebelum realisasi dana pembiayaan dari pihak LKS, jumlah angsuran yang 
akan dilakukan berdasarkan jangka waktu pembiayaan serta pembiayaan yang akan 
diberikan oleh LKS dan cara pencairannya. Semua itu disusun dalam satu struktur 
pembiayaan. Selain struktur pembiayaan tersebut, terdapat pula hal-hal yang harus 
dipenuhi oleh calon nasabah sebelum pencairan dana, seperti pembayaran 
administrasi, biaya notaris jika dibuat dengan akta otentik, biaya materai, jaminan 
yang akan diberlakukan terhadap calon nasabah serta hal-hal lainnya yang dianggap 
perlu jika AO merasa masih ada persyaratan yang mesti dipenuhi. 
Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi dari SP3 tersebut, maka 
nasabah akan menandatangani surat persetujuan tersebut di atas materai sebagai 
bukti sah persetujuan nasabah. Nasabah dapat melakukan pembatalan atau tidak 
melakukan tanda tangan sebagai tindakan penolakan pembiayaan tersebut akibat dari 
adanya persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, misalnya dana angsuran pendahuluan 
yang harus dibayar oleh nasabah tidak mencukupi dari dana yang telah ditetapkan 
oleh pihak LKS. Dan pihak LKS tidak akan melakukan pencairan dana pembiayaan 
jika ada syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah. Hal demikian dilakukan 




5) Penandatanganan akad 
 Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan oleh pihak 
LKS yang telah dicantumkan pada SP3 tersebut, maka pihak nasabah akan 
menandatangani akad untuk melakukan pencairan dana. Dan yang perlu diperhatikan 
dalam pembuatan akad tersebut, antara lain : 
a) Para pihak yang membuat akad, di mana dalam akad tersebut harus disebutkan 
para pihak yang membuat akad. Dan pihak tersebut harus memenuhi syarat 
hukum yaitu cakap dalam bertindak. Dikatakan cakap menurut hukum jika 
nasabah tersebut telah berusia 21 tahun atau telah menikah walaupun belum 
berusia 21 tahun serta harus menyebutkan bahwa nasabah tersebut bertindak 
untuk siapa. 
b) Tujuan dan objek akad, di mana dalam pembuatan akad tersebut pihak LKS harus 
mencatat tujuan dari permohonan pembiayaan tersebut. Dan pihak nasabah 
diberikan kebebasan dalam menentukan objek perjanjian sepanjang tidak 
bertentangan dengan syariat islam. 
c) Menyebutkan waktu dan tempat perjanjian dibuat, di mana pihak LKS harus 
menyebutkan waktu akad tersebut dibuat serta tempat pembuatan akad. 
d) Lama permohonan pembiayaan, dalam akad tersebut harus diketahui pada saat 
dan berakhirnya jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh pihak nasabah. 




e) Jumlah dana, di mana pihak LKS harus menyebutkan dana yang diberikan dalam 
pembiayaan serta jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah tiap 
bulannya. 
f) Hak dan kewajiban dalam akad, pihak LKS harus menyebutkan hal apa saja yang 
boleh dilakukan oleh nasabah dan hal yang dilarang selama berlangsungnya 
perjanjian tersebut. 
g) Proses penyelesaian permasalahan, pihak LKS akan menentukan tindakan apa 
yang dapat dilakukan oleh pihak LKS dalam menghadapi nasabah yang 
mengalami pembiayaan bermasalah. 
h) Jaminan, di mana pihak LKS menyebutkan pula objek jaminan dalam akad 
tersebut. 
i) Pilihan hukum, di mana pihak LKS akan menyebutkan tempat penyelesaian 
masalah terhadap debitor yang melakukan wanprestasi.  
Jika pihak nasabah telah membaca akad tersebut, maka nasabah akan 
menandatangani akad. Dalam akad tersebut terdapat tiga pihak yang melakukan 
penandatanganan, yaitu pimpinan cabang LKS jika permohonan pembiayaan 
dilakukan di kantor cabang, pihak nasabah yaitu suami dan istrinya. Jika nasabah 
tersebut telah bercerai dengan pasangannya, maka yang bertanda tangan cuma salah 
satunya atau yang mengajukan permohonan disertai dengan surat perceraian. Dalam 
kesepakatan penandatanganan akad, nasabah juga menandatangani kelengkapan 
dokumen-dokumen yang diperlukan bagi proses pencairan pembiayaan, yaitu: 
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a) Surat permohonan pencairan pembiayaan, sebagai dasar bagi pihak LKS untuk 
mencairkan pembiayaan. 
b) Surat tanda terima uang tunai, biasa disebut sebagai TATUNA. 
c) Surat Aksep/Promes, merupakan surat berharga yang berisi kesanggupan nasabah 
untuk membayar kewajibannya sesuai jumlah dan dalam jangka waktu yang 
diperjanjikan. 
d) Surat Kuasa Wakalah, yaitu dokumen yang diperlukan bagi realisasi pembiayaan 
mura>bah}ah, di mana LKS sebagai penjual mewakilkan pembelian suatu barang 
kepada nasabah untuk kepentingan nasabah tersebut. 
e) Surat kuasa debet dari nasabah kepada LKS, untuk melakukan pendebetan 
rekeningnya untuk membayar angsuran kendaraan yang sudah menjadi 
kewajibannya sebagai penerima pembiayaan. 12 
 Setelah pihak nasabah melakukan penandatanganan, maka pihak LKS akan 
menghubungi atau mendatangi pihak dealer untuk membeli kendaraan yang 
diinginkan oleh nasabah tersebut. Umumnya pihak LKS akan membayar lunas 
kepada dealer terkait pembiayaan kendaraan tersebut. Setelah pihak LKS membayar 
lunas kepada dealer, maka dealer akan mengirim kendaraan tersebut langsung 
kepada nasabah yang bersangkutan. Pihak LKS hanya memberikan STNK (surat 
tanda nomor kendaraan) tersebut terlebih dahulu beserta kendaraannya. Sedangkan 
Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk sementara dipegang oleh pihak 
                                                          
12Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah; Memahami Praktik 
Proses Pembiayaan di Bank Syariah, h. 248. 
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LKS. Pihak LKS akan memberikan BPKP tersebut jika pembayaran utang nasabah 
telah lunas. 
 Jaminan LKS dalam akad ini ialah kendaraan itu sendiri. BPKB kendaraan 
tersebut akan disita atau disimpan oleh pihak LKS sampai pembayaran utang 
nasabah telah lunas. Kendaraan tersebut akan didaftarkan pada kantor fidusia sebagai 
pemberitahuan bahwa kendaraan dengan nama nasabah beserta spesifikasi kendaraan 
tersebut sedang berada pada jaminan fidusia. Nasabah hanya memiliki hak 
penguasaan dan pemanfaatannya saja tetapi hak milik kendaraan tersebut masih 
dimiliki oleh pihak LKS. Hak kepemilikan kendaraan tersebut baru akan beralih ke 
nasabah jika pembayaran uatangnya telah lunas. 
 Sebagai tindakan berjaga-jaga, maka pihak LKS juga melaporkan BPKB 
tersebut ke kantor polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak 
LKS hanya menghindari suatu kejadian di luar kekuasaan mereka, seperti tindakan 
pelaporan nasabah terhadap kepolisian mengenai kehilangan BPKB, sehingga 
nasabah tersebut dapat melakukan permohonan pembuatan BPKB yang baru. Setelah 
memperoleh BPKB yang baru, pihak nasabah akan menjual kendaraan tersebut.  
Menghindari kejadian tersebut, maka pihak LKS akan melakukan 
pemantauan atau memonitoring setiap kegiatan yang dilakukan oleh nasabahnya. 
Namun karena keterbatasan karyawan, maka monitoring ini dilakukan secara berkala 
minimal sekali dalam setahun. Selain melakukan pemantauan lapangan terhadap 
kendaraan yang dibiayai, pihak LKS juga meminta nasabah untuk mengirimkan 
laporan keuangannya setiap bulan untuk memonitoring keadaan keuangan nasabah 
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tersebut. Hal ini dilakukan untuk analisis lebih lanjut mengenai keadaan keuangan 
nasabah, apakah nasabah tersebut mengalami penurunan penghasilan atau masih 
stabil seperti bulan sebelumnya. 
3. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah 
Ketentuan Umum Mura>bah}ah Dalam Bank Syariah: 
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah yang bebas riba. 
b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 
disepakati kualifikasinya. 
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 
pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan 
harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus 
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 
yang diperlukan. 
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati. 
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak 
bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 
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i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 
ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip 
menjadi milik bank.13 
4. Analisis Kesesuaian Mekanisme Pembiayaan Mura>bah}ah di Bank BTN 
Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance dengan Fatwa DSN-MUI 
 
Pembiayaan mura>bah}ah yang dilakukan di Bank BTN Syariah Makassar dan 
PT. Amanah Finance diawali dengan proses pengajuan pembiayaan. Nasabah datang 
ke LKS dengan membawa surat permohonan mura>bah}ah. Dalam surat tersebut telah 
dilampirkan jenis barang yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, sumber dana, jangka 
waktu pembayaran dan juga mencantumkan data diri pemohon untuk keperluan 
survei dari pihak Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance. Setelah 
data lengkap pihak LKS melakukan survei dengan tujuan untuk mengetahui apakah 
nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan. Apabila dalam proses survei 
tersebut nasabah memang benar-benar layak untuk dapat mengajukan permohonan 
mura>bah}ah maka dilakukan akad mura>bah}ah, yang dalam akad tersebut mencakup 
pembiayaan yang disetujui, jangka waktu pembayaran, jaminan serta harga mark 
up/margin yang disepakati oleh kedua belah pihak.  
Akad dalam rukun jual beli merupakan ikatan antara penjual dan pembeli 
yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan 
dipatuhi. Seperti tertuang dalam akad perjanjian pembiayaan jual beli mura>bah}ah 
dalam pasal 1 sampai dengan pasal 7 telah dijelaskan mengenai kesepakatan 
                                                          
13www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa, diakses tanggal 12 Januari 2016. 
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pembiayaan antara pihak I selaku LKS dan pihak II selaku nasabah yang 
mengajukan permohonan pembiayaan. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak 
bertujuan untuk menegakkan akad mura>bah}ah yang bebas riba, hal ini sesuai dengan 
ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional yaitu ”bank dan nasabah harus 
melakukan akad mura>bah}ah yang bebas riba” 
Lembaga keuangan syari’ah (LKS) adalah suatu lembaga yang aktivitasnya 
meninggalkan praktek riba, karena bunga dalam perbankan merupakan riba. Hal ini 
menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Karena itu, 
untuk menghindari pengoperasian dengan sistem bunga, maka Islam 
memperkenalkan prinsip-prinsip mua>malah sebagai solusi alternatif terhadap 
persoalan tersebut. 
LKS harus terbuka dalam menginformasikan margin dalam transaksi 
mura>bah}ah tersebut. Nasabah harus mengetahui mekanisme biaya administrasi dan 
biaya-biaya lain yang timbul agar tidak terjadi kesalahpahaman antara LKS dengan 
nasabah. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kerancuan yang terjadi dalam 
setiap transaksi. 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance mencoba bersifat 
terbuka kepada nasabah dalam setiap transaksinya agar dapat terhindar dari adanya 
praktek riba, walaupun demikian pembebanan biaya administrasi dan biaya-biaya 
lainnya dari total pembiayaan yang disetujui seharusnya merupakan hal yang lumrah 




Maka jelas bahwa segala transaksi bisnis ataupun komersial yang 
melegitimasi adanya penambahan secara batil, hal ini dinilai tidak adil. Jadi, secara 
umum penerapan akad mura>bah}ah yang bebas riba di Bank BTN Syariah Makassar 
dan PT. Amanah Finance sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. 
Dalam transaksi jual beli mura>bah}ah, pengadaan barang pada prinsipnya 
merupakan tanggung jawab lembaga keuangan sebagai penjual. Pengadaan barang 
tersebut dapat dilakukan dengan cara membeli (mura>bah}ah) atau dengan cara 
dibuatkan (sala>m atau istisna>). Transaksi jual beli mura>bah}ah hanya dilakukan 
apabila barang ada dan tidak diharamkan oleh syariat Islam, termasuk dalam hal ini 
adalah setiap benda yang membahayakan orang lain. Semakin besar bahaya sesuatu 
semakin keras pula keharaman dan dosanya, terutama hal yang membahayakan 
manusia baik terhadap tubuh maupun jiwanya.14  
Transaksi lembaga keuangan yang disebut syariah apabila memenuhi prinsip 
syariah sebagai berikut: 
a. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman 
b. Tidak mengandung riba 
c. Tidak membahayakan 
d. Tidak ada penipuan 
                                                          
14Hal ini sesuai dengan Hadits yang berbunyi: 
 َراَﺮِﺿ َﻻَو َرَﺮَﺿ َﻻ:  َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰ ـﱠﻠَﺻ ِﷲ َلْﻮُﺳَر ﱠَنأ  ُﮫْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر ﱢيِرْﺪُﺨـْﻟا ٍنَﺎﻨِﺳ ِﻦْﺑ ِِﻚﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ ِﺪْﻌَﺳ ٍﺪْﯿِﻌَﺳ ْﻲـَِﺑأ ْﻦَﻋ  
Artinya: Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Rad}iallahu ‘anhu, Rasûlullâh Shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” 
Diriwayatkan oleh: 1) Mâlik dalam al-Muwat}t}a’ (II/571, no. 31), 2) Ad-Dâraqut}ni (III/470, no. 4461), 
dan 3) Al-Baihaqi (VI/69). Sumber: https://almanhaj.or.id/3447-tidak-boleh-membahayakan-orang-
lain.html, diakses tanggal 15 Juli 2016. 
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e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan 
f. Tidak mengandung unsur judi 
Pada pembiayaan yang terjadi di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. 
Amanah Finance barang yang diminta untuk dibelikan oleh Bank BTN Syariah 
Makassar dan PT. Amanah Finance, pihak nasabah harus jelas dalam memberikan 
ciri serta data supplier agar barang yang dimaksud oleh nasabah dapat benar 
terealisasi, dan LKS berhak untuk menguji kelayakan barang, apakah barang yang 
diminta nasabah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana telah 
diuraikan bahwa sebagian besar masyarakat yang menggunakan pembiayaan 
mura>bah}ah di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance cenderung 
memilih produk-produk konsumtif seperti sepeda motor, mobil, rumah dan lain 
sebagainya dan tentunya sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan LKS dalam hal 
pengajuan barang. Seperti tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu 
”barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam”. 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance akan menyanggupi 
permintaan nasabah selama barang yang dijadikan objek mura>bah}ah tidak dilarang 
dalam Islam. Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam akad perjanjian mura>bah}ah. 
Dalam fikih muamalah disebutkan bahwa barang yang dijadikan objek jual beli 
hendaklah memiliki kriteria sebagai berikut a) suci, b) bermanfaat, c) dapat 
diserahkan, d) barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, e) jelas dan 
diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad. 
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Dalam jual beli ini, LKS dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang 
muka saat menandatangi kesepakatan awal pemesanan. Dalam jual beli ini bank 
dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangi 
kesepakatan awal pemesanan. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang 
tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka 
kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali 
sisa kerugiannya kepada nasabah. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai 
alternatif dari uang muka, maka : 
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar 
sisa harga. 
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar 
kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang 
muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.15 
Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang 
berbunyi ”bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 
disepakati kualifikasinya” atas ketentuan dalam fatwa tersebut jelas bahwa dalam 
melakukan jual beli mura>bah}ah, LKS menawarkan kepada nasabah untuk 
membiayai sebagian harga barang, atau nasabah menyerahkan kepada LKS untuk 
membiayai seluruh harga barang. 
                                                          
15Ikit, Akuntansi Penghimpunan Dana Syariah (Edisi 1, Cet. I: Yogyakarta: Deepublish, 
2015), h. 78. 
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Dalam praktek yang dijalankan di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. 
Amanah Finance, LKS menawarkan kepada nasabah apakah akan membiayai sendiri 
sebagian harga barang atau sering disebut dengan ”self financing” atau akan 
membiayai seluruh harga barang. Apabila barang tersebut dibeli sebagian dari 
sumber dana nasabah, maka barang tersebut merupakan milik bersama, karena 
sebagian dibayar oleh nasabah dan sebagian dibayar oleh LKS. 
Transaksi jual beli mura>bah}ah yang diperjualbelikan adalah barang, maka 
dengan sendirinya LKS membeli barang atas nama LKS sendiri dan dilakukan 
secara sah, baru kemudian menjual kepada nasabah. Hal ini dijelaskan dalam 
ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berbunyi ”bank membeli barang 
yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan 
bebas riba.” Secara umum telah dijelaskan bahwa karakteristik mura>bah}ah yaitu 
akad yang sah dan bebas riba. Pada prinsipnya, dalam transaksi mura>bah}ah 
pengadaan barang menjadi tanggung jawab lembaga keuangan sebagai penjual, akan 
tetapi dalam hal pengadaan barang yang terjadi di Bank BTN Syariah Makassar dan 
PT. Amanah Finance bahwa selain barang yang diminta nasabah untuk dibelikan 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance juga mempunyai kebijakan 
dengan nasabah dimana nasabah diberikan kepercayaan untuk membeli barang yang 
dinginkan. Jadi dalam hal ini pembelian barang tidak sepenuhnya diserahkan kepada 
LKS. 
Dalam melakukan jual beli mura>bah}ah, LKS sebagai penjual 
memberitahukan secara jujur kepada pembeli (nasabah) harga perolehan barang 
185 
 
yaitu harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan, maka LKS harus membeli 
barang atas nama sendiri dan secara sah sehingga mengetahui dengan jelas dan tepat 
harga perolehan barang yang diperjualbelikan. Jual beli yang fasid atau rusak antara 
lain disebabkan karena ketidakjelasan harga. 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance berhak menentukan 
besarnya mark up yang diambil, hal ini tidak dapat dipungkiri karena Bank BTN 
Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance merupakan lembaga keuangan yang 
mengharap keuntungan dari hasil transaksinya, dan mura>bah}ah merupakan jual beli, 
jadi sangatlah wajar apabila penjual mengambil suatu keuntungan dari transaksi jual 
beli tersebut. Dalam hal ini LKS harus menginformasikan secara jujur kepada 
nasabah tentang harga jual plus keuntungan yang didapat agar tetap sejalan dengan 
ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional yaitu: a) Bank harus menyampaikan 
semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 
secara utang, dan b) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dalam kaitan ini 
bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 
biaya yang diperlukan. 
Dalam jual beli mura>bah}ah harga perolehan barang adalah harga barang 
ditambah dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan barang 
tersebut, sehingga barang yang bersangkutan mempunyai nilai ekonomis dan barang 
yang diperjualbelikan adalah barang jadi. Beban yang ditambahkan sebagai harga 
pokok atau harga perolehan barang antara lain beban yang terkait dengan 
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dokumentasi, uji coba dan biaya yang terkait dengan biaya angkut barang sesuai 
dengan syarat penyerahan barang. Hal ini perlu dijelaskan pada saat pengajuan 
pembiayaan agar tidak terjadi kerancuan kelak di kemudian hari. Segala hal yang 
berhubungan dengan proses pengadaan barang sampai biaya-biaya yang terkait 
wajib dijelaskan kepada nasabah. 
Pemberitahuan harga perolehan secara transparan kepada calon pembeli 
inilah yang dalam praktek belum secara nyata dilakukan oleh Bank BTN Syariah 
Makassar dan PT. Amanah Finance. Selain itu yang perlu diketahui adalah harga 
perolehan barang yang dikeluarkan oleh LKS merupakan dasar dalam 
memperhitungkan keuntungan, sehingga walaupun barangnya sama tetapi kalau 
harga perolehannya berbeda, maka sebagai akibatnya biaya yang diperlukan untuk 
pengadaan barang tersebut berbeda dan mengakibatkan perhitungan keuntungan 
yang berbeda pula. 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance seharusnya 
memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menawar mark-up yang disebutkan 
oleh pihak LKS, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur kezaliman yang 
akan merusak sahnya akad jual beli. Karena pada dasarnya mura>bah}ah menggunakan 
prinsip jual beli yang mana dalam jual beli tersebut pihak pembeli mempunyai hak 
untuk menawar dari apa yang telah ditawarkan oleh penjual, termasuk laba yang 
diambil. 
Dari segi metode pembayaran yang dilakukan dalam pembiayaan mura>bah}ah 
di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance, ini mengacu pada 
187 
 
ketetapan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional yaitu ”nasabah membayar harga barang 
yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati” 
maka Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance memberikan dua 
alternatif dalam pembayaran yaitu dengan cara tunai dan tangguh. 
Cara tunai yaitu saat barang diserahkan kepada nasabah, dan pada saat itu 
juga nasabah membayar seluruhnya sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal 
perjanjian. Sedangkan pembayaran secara tangguh atau ketika jatuh tempo yang 
telah ditetapkan oleh kedua belah pihak berakhir, maka nasabah harus membayar 
apa yang telah menjadi kesepakatan antara Bank BTN Syariah Makassar dan PT. 
Amanah Finance dengan nasabah. 
Pada pembayaran secara tangguh ini nasabah diberi pilihan apakah akan 
dibayar secara langsung ketika jatuh tempo yang ditetapkan antara kedua belah 
pihak berakhir dan tanpa ada cicilan atau dengan pembayaran secara cicilan dimana 
nasabah dapat melakukan angsuran setiap minggu, tiap bulan atau sesuai 
kesepakatan diawal akad, sampai dengan jatuh tempo yang ditetapkan telah selesai. 
Islam memperbolehkan jual beli secara tunai ataupun secara tangguh, seperti 
dalam sabda Rasulullah saw: 
 ُﻊْﻴَـﺒَْﻟا   ُﺔََﻛﺮَـﺒَْﻟا ﱠﻦِﻬﻴِﻓ ٌثَﻼَﺛ  ): َلَﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱠِﱯﱠﻨَﻟا ﱠنَأ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ٍﺐْﻴَﻬُﺻ ْﻦَﻋ 
   ٍﻒﻴِﻌَﺿ ٍدﺎَﻨْﺳِِﺈﺑ ْﻪَﺟﺎَﻣ ُﻦِْﺑا ُﻩاَوَر ( ِﺖْﻴَـﺒِْﻠﻟ ِﻊْﻴَـﺒِْﻠﻟ َﻻ  ِﲑِﻌﱠﺸﻟِﺎﺑ ﱢﺮُـﺒَْﻟا ُﻂْﻠَﺧَو ،ُﺔَﺿَرﺎَﻘُﻤْﻟاَو ،ٍﻞَﺟَأ َﱃِإ 
Artinya: 
Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara 
tangguh, pertama muqa>radoh (mura>bah}ah) kedua (mud}a>rabah), dan ketiga 
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mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan 
untuk dijual (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang lemah)”16  
 
Sebagian ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hal ini. Maz\hab Syafi’i 
dan Maliki tidak menyetujui harga kredit yang lebih tinggi untuk jual beli dengan 
pembayaran tunda dan harga lebih rendah untuk pembayaran tunai.17 Akan tetapi 
para pengikut maz\hab lain seperti Hanbali, Ibnu Qoyyim, Bagawi>, Nawawi> dan 
T{awus memperbolehkannya dengan alasan bahwa hal itu biasa dalam perdagangan, 
dengan alasan tersebut fuqa>ha memperbolehkannya.18 Apabila hal ini dikaitkan 
dengan waktu pembayaran dalam pengambilan keuntungan maka keterkaitan 
dengan waktu ini tidak ada bedanya dengan praktek bunga bank di bank 
konvensional.  
Kembali lagi pada akad awal yaitu akad mura>bah}ah bahwa akad tersebut 
tidak menyebutkan bahwa pengambilan keuntungan sebesar 1%-1,5% perbulan, 
namun dalam akad tersebut menyebutkan keuntungan seluruhnya yang akan 
didapatkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Dalam pembiayaan mura>bah}ah 
tersebut baik nasabah membayar sampai jatuh tempo berakhir atau tidak sampai 
jatuh tempo nasabah sudah dapat menyelesaikan kewajibannya. Jadi di sinilah letak 
perbedaan antara bank konvensional dengan LKS yaitu tidak ada keterkaitan 
dengan waktu dalam pengambilan keuntungan. Hal ini tertuang dalam perjanjian 
                                                          
16Al-Ha>fiz} Bin Hajar al-Asqala>ni, Bulu>gh al-Mara>m min Adillah al-Ahka>m, (Beirut: 
Muassasah al-Rayyan, 2000),  h. 333.  
17Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik Antar Interpelasi Bunga Bank Kaum Neo 
Revalis (Jakarta: Paramadina), h. 143. 
18Amin Abdullah, Madzhab (Yogyakarta: Arruz Prees, 2002), h. 180. 
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akad mura>bah}ah dimana LKS menyebutkan seluruh jumlah keuntungan yang 
didapat dari hasil transaksi tersebut. 
Suatu perjanjian dianggap sah apabila ada kesepakatan antara kedua belah 
pihak, orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan 
kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Adanya perjanjian bertujuan untuk 
menepis kerusakan akad saat transaksi berlangsung. Pada dasarnya setiap lembaga 
keuangan selalu berorientasi bisnis, yakni mempunyai tujuan mencari laba dan 
meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi, tidak terkecuali dengan Bank 
BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance. Dalam operasinya LKS ini selalu 
bersinggungan langsung dengan nasabah yang sewaktu-waktu dapat terjadi cacatan 
hukum atau nasabah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah 
disepakati. 
Pada ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang mura>bah}ah yaitu 
”untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak bank dapat 
mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.” Dari penjelasan itu dapat dipahami 
bahwa perjanjian khusus bertujuan untuk menegakkan akad pada saat transaksi 
pembiayaan mura>bah}ah. 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance telah menetapkan 
ketentuan dan syarat-syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan 
khususnya pembiayaan mura>bah}ah dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
mekanisme di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance sudah sesuai 
dengan hukum Islam yang dalam hal ini merupakan konsep jual beli dalam Islam. 
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Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan dan syarat-syarat yang menjadikannya 
sah dalam proses jual beli. Seperti a) adanya orang yang berakad, yakni pihak 
pemohon sebagai pembeli dan pihak LKS sebagai penjual b) obyek akad, atau 
barang yang diperjual belikan atau hal yang akan dibiayai oleh LKS, serta adanya c) 
akad atau s}igat yang merupakan ikatan kata antara pihak penjual dan pembeli. Jual 
beli belum dikatakan sah apabila belum terjadinya ija>b qabu>l, karena ija>b qabu>l 
menunjukkan rela atau tidaknya seseorang dalam bertransaksi jual beli.19 Hal ini 
sesuai dengan firman Allah QS al-Nisa>/4: 29: 
                          
                          
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.20 
 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal pengadaan barang, 
selain barang yang diminta nasabah untuk dibelikan, Bank BTN Syariah Makassar 
dan PT. Amanah Finance juga mempunyai kebijakan dengan nasabah dimana 
nasabah dapat diberikan kepercayaan untuk membeli barang yang dinginkan. 
Kebijakan khusus yang diterapkan LKS ini mengharuskan nasabah 
menyertakan bukti kwitansi dari barang yang akan dibeli dari supplier. Hal ini 
                                                          
19Quraish Shihab, Tafsir al-Mis}bah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran (volume 2) 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411. 




dimaksudkan sebagai penentu berapa jumlah yang akan disetujui oleh pihak Bank 
BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance dan sebagai dasar harga pokok 
dari pembiayaan mura>bah}ah yang akan diberikan kepada nasabah. 
Pembelian barang dengan cara diwakilkan kepada nasabah telah 
diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui fatwanya yaitu: ”jika bank 
hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad 
jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik 
bank”. Jadi dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa LKS dapat mewakilkan 
kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke tiga. Dalam hal mewakilkan 
urusan kepada nasabah ini diperbolehkan yaitu dengan menggunakan akad 
waka>lah.21 Akad waka>lah ini akan berakhir apabila barang sudah diserahkan pada 
pihak PT. Amanah Finance atau Bank BTN Syariah Makassar dan dijual kembali 
kepada nasabah. 
Dampak dari pembelian secara diwakilkan ini adalah pengakuan piutang 
LKS tersebut kepada nasabah (hutang nasabah kepada lembaga tersebut) pada saat 
LKS mewakilkan dan menyerahkan uang kepada nasabah. Dalam perbankan syariah 
pengembangan produk mura>bah}ah mengharuskan adanya penyerahan secara 
langsung barang yang ditransaksikan kepada nasabah tanpa harus ada proses 
perwakilan. Beberapa kasus praktek mura>bah}ah menunjukkan adanya penyimpangan 
                                                          
21Waka>lah didefinisikan sebagai permohonan seseorang kepada orang lain untuk 
menggantikan dirinya untuk suatu urusan-urusan yang boleh digantikan, seperti menjual, membeli dan 
sebagainya. Bahkan waka>lah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk akad muamalah, seperti rahn 
(barang jaminan dari si berhutang) dan hiwa>lah (pengalihan hutang). Lihat Muhammad Syafi‟i 
Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik (Jakarta : Gema Insani, 2008), h. 120-121. 
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yang mendasari adanya transaksi mura>bah}ah itu sendiri. Penyimpangan itu berupa 
selipan akad waka>lah dalam transaksi mura>bah}ah, Yaitu terjadi melalui proses 
perwakilan antara pihak perbankan kepada nasabah, dimana pihak lembaga 
keuangan mewakilkan kepada pihak nasabah untuk melakukan pembelian sendiri 
barang yang diinginkan kepada supplier (pihak ketiga) setelah mendapatkan uang 
pembelian dari pihak lembaga keuangan. 
LKS dalam melakukan transaksi mura>bah}ah menyerahkan uang kepada 
nasabah (bukan barang) dengan alasan bahwa lembaga tersebut memberi kuasa 
kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri, dan hal ini merupakan salah satu 
alasan masyarakat yang mengatakan bahwa LKS tidak ada bedanya dengan lembaga 
konvensional. 
Bukan suatu hal yang salah apabila LKS mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang. Namun karena LKS tersebut meminta nasabah untuk menjadi 
wakil maka atas kerja nasabah tersebut seharusnya LKS dapat memberikan upah 
kepada nasabah atas wakil pembelian barang karena adanya tenaga yang 
dikeluarkan pada saat melakukan pembelian. Sebagai bukti nasabah sebagai wakil 
LKS maka nasabah menerima uang dan LKS menyerahkan uang, kemudian nasabah 
menendatangani tanda terima uang tunai nasabah atau ”promes” sebesar uang yang 
diterima. 
Praktek mura>bah}ah semacam ini menyerupai transaksi kredit pada perbankan 
konvensional. Karena dalam mura>bah}ah yang diselipi akad waka>lah, penyerahan 
bukan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk uang cash yang hal ini juga 
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dipraktikkan dalam perbankan konvensional melalui pinjaman kredit. Dalam kasus 
semacam ini diperlukan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah ataupun 
Dewan Syariah Nasional agar praktek mura>bah}ah sesuai dengan teori dasar yang 
melandasinya. Kalau tidak ada bisa diprediksikan keberadaan perbankan syariah di 
Indonesia akan menyerupai praktek perbankan konvensional yang selama ini 
dianggap sudah tidak sesuai dengan syariah. 
B. Kesesuaian Mekanisme Mura>bah}ah dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) 102. 
 
1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Akuntansi 
Mura>bah}ah 
 
PSAK No. 102 merupakan pernyataan yang dirancang oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia untuk menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah 
yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. 
PSAK No. 102 bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan transaksi mura>bah}ah yang sebelumnya terdapat pada paragraf 52-68 
dalam PSAK No. 59.22  
a. Pengakuan dan Pengukuran 
Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah untuk penjual adalah:  
1) Pada saat perolehan, aset mura>bah}ah diakui sebagai persediaan sebesar biaya 
perolehan.  
2) Pengukuran aset mura>bah}ah setelah perolehan adalah sebagai berikut:  
                                                          
22Ikatan Akuntan Indonesia, Per 1 Januari 2015, Standar Akuntansi Keuangan (Jakarta: 
Salemba Empat, 2015).  
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a) Jika mura>bah}ah pesanan mengikat, maka:  
(1) Dinilai sebesar biaya perolehan.  
(2) Jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya 
sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai 
beban dan mengurangi nilai aset.  
b) Jika mura>bah}ah tanpa pesanan atau mura>bah}ah pesanan tidak mengikat, maka:  
(1) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, 
mana yang lebih rendah.  
(2) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya 
perolehan,maka selisihnya diakui sebagai kerugian. 
3) Diskon pembelian aset mura>bah}ah diakui sebagai: 
a) Pengurangan biaya perolehan aset mura>bah}ah, jika terjadi sebelum akad 
mura>bah}ah.  
b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad mura>bah}ah dan sesuai akad 
yang disepakati menjadi hak pembeli.  
c) Tambahan keuntungan mura>bah}ah, jika terjadi setelah akad mura>bah}ah dan  
sesuai akad menjadi hak penjual.  
d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad mura>bah}ah dan tidak 
diperjanjikan dalam akad.  
4) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian 
akan tereliminasi pada saat: 
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a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah 
dikurangi dengan biaya pengembalian.  
b) Atau dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat 
dijangkau oleh penjual  
5) Pada saat akad mura>bah}ah, piutang mura>bah}ah diakui sebesar biaya 
perolehanasset mura>bah}ah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir 
periode laporan keuangan, piutang mura>bah}ah dinilai sebesar nilai bersih 
yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian 
piutang. 
6) Keuntungan mura>bah}ah diakui: 
a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau 
secaratangguh yang tidak melebihi satu tahun.  
b) Atau selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk 
merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu 
tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai 
dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi mura>bah}ahnya:  
(1) Keuntungan diakui saat penyerahan asset mura>bah}ah. Metode ini terapan 
untuk mura>bah}ah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang 
mura>bah}ah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. 
(2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih 
dari piutang mura>bah}ah. Metode ini terapan untuk transaksi mura>bah}ah 
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tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban 
untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. 
(3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang mura>bah}ah berhasil ditagih. Metode 
ini terapan untuk transaksi mura>bah}ah tangguh dimana resiko piutang tidak 
tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. 
Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi mura>bah}ah 
tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yangmemadai akan 
penagihan kasnya. 
7) Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang 
yangberhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap 
jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung 
dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset mura>bah}ah. 
8) Potongan pelunasan piutang mura>bah}ah yang diberikan kepada pembeli yang 
melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati 
diakui sebagai pengurangan keuntungan mura>bah}ah. 
9) Pemberi potongan pelunasan piutang mura>bah}ah dapat dilakukan 
denganmenggunakan salah satu metode berikut: 
10) Potongan angsuran mura>bah}ah diakui sebagai berikut: 
a) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, makadiakui 
sebagai pengurang keuntungan mura>bah}ah.  
b) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, makadiakui 
sebagai beban.  
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11) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai 
dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. 
12) Pengakuan dana dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 
a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yangditerima.  
b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai 
pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).  
c) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada 
pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh 
penjual.  
Pengakuan dan pengukuran untuk pembeli akhir adalah: 
1) Hutang yang timbul dari transaksi mura>bah}ah tangguh diakui sebagai hutang 
mura>bah}ah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib 
dibayarkan).  
2) Asset yang diperoleh melalui transaksi mura>bah}ah diakui sebesar biaya 
perolehan mura>bah}ah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan 
biaya perolehan tunai diakui sebagai beban mura>bah}ah tangguhan.  
3) Beban mura>bah}ah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi 
hutang mura>bah}ah.  
4) Diskon pembelian yang diterima setelah akad mura>bah}ah, potongan 
pelunasan,dan potongan hutang mura>bah}ah diakui sebagai pengurangan 
beban mura>bah}ah tangguhan. 
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5)  Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai 
dengan akad diakui sebagai kerugian.  
6) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui 
sebagai kerugian.  
b. Penyajian 
Penyajian akuntansi mura>bah}ah: 
1) Piutang mura>bah}ah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, 
yaitu saldo piutang mura>bah}ah dikurangi penyisihan kerugian piutang.  
2) Margin mura>bah}ah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) 
piutang mura>bah}ah.  
3) Beban mura>bah}ah tangguhan disajikan sebagaipengurang (contra account) 
hutang mura>bah}ah.  
c. Pengungkapan 
Pengungkapan akuntansi mura>bah}ah: 
1) Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mura>bah}ah, 
tetapi tidak terbatas pada: 
a) Harga perolehan asset mura>bah}ah.  
b) Janji pemesanan dalam mura>bah}ah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau 
bukan. 
c)  Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah.  
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2) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mura>bah}ah, 
tetapi tidak terbatas pada: 
a) Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi mura>bah}ah.  
b) Jangka waktu mura>bah}ah tangguh.  
c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah.  
Pada tanggal 16 Januari 2013, DSAS IAI menerbitkan Buletin Teknis 9 yang 
berjudul Penerapan Metode Anuitas dalam Mura>bah}ah. DSAS IAI melalui buletin 
ini menanggapi fatwa DSN MUI yang memperbolehkan entitas menggunakan 
metode anuitas dalam pengakuan dan pengukuran keuntungan mura>bah}ah, mencapai 
kesesuaian dan keseragaman penerapan anuitas untuk pembiayaan mura>bah}ah. 
Pada tanggal 30 September 2013, DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 Revisi. 
PSAK 102 edisi revisi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dari Buletin 
Teknis nomor 9 yang diterbitkan DSAS IAI sebelumnya. Perubahan ketentuan 
dalam PSAK 102 (2013) ini meliputi: kriteria transaksi mura>bah}ah yang merupakan 
pembiayaan, dan perlakuan akuntansi mura>bah}ah yang merupakan pembiayaan 
mura>bah}ah. Perlakuan akuntansi untuk pembeli tidak dilakukan revisi.  
PSAK 102 Tahun 2013 ini secara substansi membahas mengenai dua hal 
utama yakni jenis mura>bah}ah dan pengakuan pendapatan mura>bah}ah. Jenis 
mura>bah}ah yang diakui oleh DSAS IAI melalui PSAK ini adalah mura>bah}ah yang 
merupakan jual beli, dimana pelaku transaksi melakukan perlakuan akuntansinya 
sesuai PSAK 102 Tahun 2007 dan mura>bah}ah yang merupakan pembiayaan berbasis 
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jual beli dengan menggunakan PSAK 50, 55, dan 60 sebagai acuan perlakuan 
akuntansinya. Pengakuan pendapatan mura>bah}ah jual beli berbasis risk and reward 
dan diatur dalam PSAK 102 Tahun 2007, sedangkan pembiayaan mura>bah}ah yang 
menggunakan imbal hasil efektif dalam pengakuan keuntungannya harus mengacu 
pada PSAK 50, 55, dan 60.  
Perlakuan akuntansi penjual secara garis besar menyerupai dengan PSAK 
102 Tahun 2007, sesuai dengan penjelasan di atas, entitas wajib menilai satu per 
satu jenis transaksi mura>bah}ah yang dilakukan untuk mengakui dan mengukur nilai 
pendapatan mura>bah}ahnya. Guna memenuhi tujuan penilaian jenis transaksi 
mura>bah}ah, penjual wajib mengidentifikasi risiko kepemilikan persediaannya. Jika 
penjual memiliki risiko kepemilikan persediaan yang tidak signifikan, maka tidak 
terekspos risiko sebagai penjual, sehingga dikategorikan sebagai pelaku 
pembiayaan. Sebaliknya, penjual yang memiliki risiko signifikan atas persediaan 
maka dikategorikan sebagai penjual yang melakukan jual beli mura>bah}ah.  
Penyajian akuntansi mura>bah}ah disesuaikan dengan perilaku penjual. Penjual 
yang memiliki risiko persediaan maka mereka menggunakan penyajian yang diatur 
dalam PSAK 102 (2007), sedangkan mereka yang tidak memiliki risiko persediaan 
akan mengikuti peraturan dalam PSAK 50, 55, dan 60.  
Pengungkapan yang wajib disajikan oleh penjual adalah risiko terkait dengan 
kepemilikan persediaan antara lain:  
a. Risiko perubahan harga persediaan;  
b. Keuangan dan kerusakan persediaan;  
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c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan;  
d. Risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.  
2. Analisis Kesesuaian Praktek Mura>bah}ah  di BTN Syariah Makassar dan PT. 
Amanah Finance dengan PSAK No. 102. 
 
a. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mura>bah}ah Pada Pembiayaan KPR 
Platinum iB. 
 
1) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mura>bah}ah Terhadap Perolehan Aset 
Mura>bah}ah. 
 
Perlakuan akuntansi pada saat terjadinya perolehan aset mura>bah}ah dari 
developer; rumah yang dipesan oleh nasabah diakui sebagai persediaan yang 
mempunyai nilai sebesar biaya perolehan. Dimana biaya perolehan yang dikeluarkan 
pihak bank adalah harga jual rumah yang akan dibeli oleh nasabah. Dikarenakan 
bank akan memiliki rumah setelah adanya pesanan dari nasabah, sehingga bank 
tidak menyimpan barang dalam waktu yang lama dengan resiko usang, rusak dan 
depresiasi. Maka pencatatannya adalah: (Dr) Aset Mura>bah}ah dan (Kr) Kas. 
Bank BTN Syariah Makassar, dalam memberikan pembiayaan Hunian 
Syariah mengenakan biaya yang langsung dibayar oleh nasabah. Seperti yang 
dijabarkan oleh Farid bagian Consumer Financing Analyst menjelaskan bahwa 
dalam pembiayaan KPR Platinum iB dengan akad mura>bah}ah, ketika sebelum 
terjadinya akad antara nasabah dengan pihak bank, maka pencatatannya adalah: 
(Dr) Biaya Pra Realisasi dan (Kr) Biaya Pra Realisasi. 
Pada saat pencairan atau setelah dilaksanakan akad antara nasabah dengan 
bank di mana pada saat penerimaan angsuran dari nasabah, pengakuan pokok 
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angsuran yang diterima oleh bank dilakukan dengan cara  flat atau pembayaran 
angsuran yang jumlah nominalnya tetap selama jangka waktu pembayaran angsuran. 
Angsuran yang diterima dari nasabah diakui pada saat bank menerima angsuran 
tersebut setiap bulannya sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh 
pihak bank, dan diukur sebesar total angsuran yang harus dibayar oleh nasabah, 
yaitu angsuran pokok ditambah dengan margin atau keuntungan yang diterima oleh 
pihak bank. Maka pencatatannya adalah: (Dr) Piutang Mura>bah}ah, (Kr) Persediaan 
 Mura>bah}ah dan (Kr) Margin Mura>bah}ah Ditangguhkan. Penjelasan tersebut juga 
sesuai dengan teori yang tercantum dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi 
mura>bah}ah paragraf 18. 
2) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mura>bah}ah Terhadap Diskon 
Pembelian Aset Mura>bah}ah 
 
Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap diskon pembelian 
aset mura>bah}ah, pihak Bank BTN Syariah Makassar tidak mendapatkan diskon atas 
pembelian rumah nasabah yang diterima dari pihak developer sebagai pengembang 
perumahan, dimana harga yang telah ditetapkan oleh pihak developer adalah harga 
yang sudah ditetapkan dan tidak bisa ditawar kembali. Maka pihak Bank BTN 
Syariah Makassar tidak melakukan pencatatan dalam hal diskon pembelian 
mura>bah}ah. Penjelasan tersebut tidak sesuai dengan teori yang tercantum dalam 





3) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mura>bah}ah Terhadap Pengembalian 
Diskon Pembelian Mura>bah}ah 
 
Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap pengembalian 
diskon pembelian mura>bah}ah, pihak Bank BTN Syariah Makassar 
tidak mendapatkan diskon atas pembelian rumah nasabah yang diterima dari pihak 
developer sebagai pengembang perumahan, di mana harga yang telah ditetapkan 
oleh pihak developer adalah harga yang sudah ditetapkan dan tidak bisa ditawar 
kembali. Jadi, tidak adanya pengembalian diskon pembelian yang dilakukan oleh 
Bank BTN Syariah Makassar, maka pihak Bank BTN Syariah Makassar tidak 
melakukan pencatatan dalam hal pengembalian diskon mura>bah}ah. Penjelasan 
tersebut tidak sesuai dengan teori yang tercantum dalam PSAK No. 102 tentang 
akuntansi mura>bah}ah paragraf 20, 21, dan 34. 
4) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mura>bah}ah Terhadap 
Piutang Mura>bah}ah 
 
Piutang mura>bah}ah yang diberikan oleh Bank BTN Syariah Makassar diakui 
sebesar biaya perolehan aset mura>bah}ah tersebut berupa rumah dari developer dan 
biaya perolehan tersebut ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati 
antara pihak bank yaitu Bank BTN Syariah Makassar dengan pihak nasabah. 
Sedangkan untuk penilaian piutang mura>bah}ah yaitu dinilai sebesar nilai bersih 
yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian 
piutang pada akhir periode pelaporan keuangan. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK 
No. 102 tentang akuntansi mura>bah}ah pada paragraf 22. 
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5) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mura>bah}ah Terhadap Keuntungan 
Mura>bah}ah 
 
Pengakuan keuntungan KPR Platinum iB pihak Bank BTN Syariah 
Makassar mengakui saat terjadinya penyerahan barang/aset yaitu rumah kepada 
nasabah. Margin keuntungan pembiayaan tetap dan berlaku sejak akad pembiayaan 
ditandatangani antara pihak nasabah dengan bank hingga berakhirnya jangka waktu 
pembiayaan. Besar margin keuntungan ditentukan sesuai kebijakan bank dilihat dari 
seberapa besar nilai harga pembelian rumah dari developer tersebut dan 
dibandingkan dengan nilai harga jual rumah yang sebelumnya telah dihitung dan 
ditetapkan oleh pihak bank. Pihak bank menerima margin tersebut pada saat 
nasabah melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sebelum tanggal jatuh 
tempo yang telah ditetapkan oleh pihak bank. 
Untuk pengakuan keuntungan KPR Platinum iB juga telah sesuai dengan 
PSAK No. 102 tentang akuntansi mura>bah}ah pada paragraf 23, paragraf 24. Maka 
pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Makassar pada saat 
penjualan kredit yang dilakukan adalah (Dr) Piutang  Mura>bah}ah, (Kr) Aset 
 Mura>bah}ah, (Kr) Margin Mura>bah}ah Tangguhan. Sedangkan pada saat penerimaan 
angsuran, pencatatannya adalah (Dr) Kas, (Kr) Piutang  Mura>bah}ah, (Dr) Margin 
 Mura>bah}ah Tangguhan (Kr) Pendapatan Margin Mura>bah}ah. 
6) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mura>bah}ah Terhadap Potongan 
Pelunasan Mura>bah}ah 
 
Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap potongan 
pelunasan piutang mura>bah}ah; Bank BTN Syariah Makassar tidak memberikan 
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potongan pelunasan agar nasabah tidak tergiur oleh potongan yang diberikan oleh 
pihak bank, selain itu pihak bank juga menghindari kondisi dimana nasabah tersebut 
tidak terlalu memaksakan kondisi ekonomi jika periode selanjutnya tidak dapat 
membayar angsuran tepat bulannya (tunggakan angsuran). Maka pihak Bank BTN 
Syariah Makassar tidak melakukan pencatatan dalam hal potongan pelunasan 
piutang mura>bah}ah. Penjelasan tersebut tidak sesuai dengan teori yang tercantum 
dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi mura>bah}ah paragraf 26, 27, dan 34. 
7) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mura>bah}ah Terhadap Denda 
Mura>bah}ah 
 
Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap denda mura>bah}ah 
akan dialokasikan ke pos dana kebajikan di laporan sumber dan penggunaan dana 
kebajikan. Pernyataan mengenai denda ini sesuai dengan yang tercantum pada 
PSAK No. 102 tentang akuntansi mura>bah}ah paragraf 15, dan 29. Jumlah denda 
yang dikenakan kepada nasabah akan dihitung dengan jumlah hari tunggakan. 
Misalnya: nasabah atas nama Muhammad Adi memiliki angsuran KPR Platinum iB 
dengan menggunakan akad mura>bah}ah per tiap bulannya sebesar Rp 7.700.00 dan 
baru melakukan pembayaran tanggal 19, padahal tanggal jatuh temponya adalah 
tanggal 17, maka Muhammad Adi telat melakukan pembayaran selama 2 hari 
setelah tanggal jatuh tempo. Maka perhitungan dendanya adalah sebagai berikut: 
Denda = nilai 
angsuran 
x nilai nominal patokan dari 
Bank BTN Syariah 
x jumlah hari 
tunggakan 
Sumber: Bank BTN Syariah Makassar  
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Maka, denda yang dikenakan kepada Muhammad Adi karena mengalami 
keterlambatan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: 




Ket*:Rp 77 berasal dari Rp 7.700.000 (angsuran yang harus dibayar oleh nasabah 
atas nama Muhammad Adi untuk setiap bulannya). 
 
Jadi, nasabah atas nama Muhammad Adi akan dikenakan denda sebesar 
Rp10.318 karena telah telat dalam melakukan pembayaran terhitung selama 2 (dua) 
hari setelah tanggal jatuh tempo. Maka pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh 
Bank BTN Syariah Makassar pada saat menerima denda adalah (Dr) Kas sedangkan 
di (Kr) Rekening dana kebajikan. 
8) Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Mura>bah}ah Terhadap Uang 
Muka Mura>bah}ah 
 
Mengenai pengakuan dan pengukuran uang muka pembelian yaitu diakui 
sebagai uang muka pembelian sebesar sejumlah uang muka yang diterima dan telah 
disepakati oleh pihak bank dan nasabah, dimana uang muka didapatkan dari harga 
jual rumah dikurangi dengan batas maksimal kredit dengan dilihat dari 
penghasilan/gaji nasabah. Dan jika barang sudah dibeli oleh pembeli, maka uang 
muka diakui sebagai pembayaran piutang yaitu merupakan bagian pokok. Hal ini 
sesuai dengan PSAK No.102 tentang akuntansi mura>bah}ah  yang menjelaskan 
mengenai uang muka pada paragraf 14, paragraf 30. Maka pencatatan akuntansi 
yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Makassar pada saat menerima uang muka 
dari nasabah adalah (Dr) Kas dan (Kr) Uang Muka Mura>bah}ah. 
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Sedangkan pada saat barang sudah dibeli oleh pembeli, pencatatannya 
adalah (Dr) Uang Muka Mura>bah}ah dan (Kr) Piutang  Mura>bah}ah, sehingga untuk 
penentuan margin keuntungan dapat didasarkan atas nilai piutang yaitu nilai harga 
jual rumah kepada pembeli yaitu nasabah setelah dikurangi dengan nilai harga 
pembelian rumah dari bank kepada pihak developer. 
b. Pencatatan Akuntansi Mura>bah}ah Pada Pembiayaan KPR Platinum iB 
Maka, pencatatan yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Makassar pada 
jenis pembiayaan KPR Platinum iB adalah sebagai berikut: 
1) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap perolehan aset, 
yaitu bank membeli rumah dari developer. Maka pencatatannya adalah:  
Dr. Aset  Mura>bah}ah Rp 229.100.000 
 Kr.  Kas Rp 229.100.000 
2) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap perolehan aset, 
yaitu pada saat nasabah dikenakan biaya realisasi. Maka pencatatannya 
adalah: 
Dr. Biaya Adm. Rp 1.687.500 
Dr. Biaya Notaris Rp 150.000 
Dr. Biaya APHT Rp 800.000 
Dr. Biaya SKMHT Rp 125.000 
Dr. Biaya Asuransi Barang Jaminan Rp 5.736.125 
Dr. Biaya Asuransi Jiwa Rp 9.665.000 
Dr. Biaya Appraisal Rp 300.000 
 Kr. Biaya Adm. Rp 1.687.500 
 Kr. Biaya Notaris Rp 150.000 
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 Kr. Biaya APHT Rp 800.000 
 Kr. Biaya SKMHT Rp 125.000 
 Kr. Biaya Asuransi Barang Jaminan Rp 5.736.125 
 Kr. Biaya Asuransi Jiwa Rp 9.665.000 
 Kr. Biaya Appraisal Rp 300.000 
3) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap perolehan aset, 
yaitu saat penjualan kepada nasabah dilakukan secara tangguh atau kredit 
atau pada saat realisasi. Maka pencatatannya adalah: 
Dr. Piutang Mura>bah}ah Rp 274.063.214 
 Kr. Persediaan Mura>bah}ah Rp 229.100.000 
 Kr. Margin Mura>bah}ah Ditangguhkan Rp 44.963.214 
4) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap perolehan aset, 
yaitu saat penerimaan angsuran dari nasabah. Maka pencatatannya adalah: 
Dr. Kas rekening nasabah Rp 7.612.867 
 Kr. Piutang Mura>bah}ah Rp 7.612.867 






 Kr. Pendapatan margin mura>bah}ah Rp 2.297.052 
5) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap diskon pembelian 
aset mura>bah}ah, pihak Bank BTN Syariah Makassar tidak mendapatkan 
diskon atas pembelian rumah nasabah yang diterima dari pihak developer 
sebagai pengembang perumahan, di mana harga yang telah ditetapkan oleh 
pihak developer adalah harga yang sudah ditetapkan dan tidak bisa ditawar 
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kembali. Maka pihak Bank BTN Syariah Makassar tidak melakukan 
pencatatan dalam hal diskon pembelian mura>bah}ah. 
6) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap pengembalian 
diskon pembelian mura>bah}ah, pihak Bank BTN Syariah Makassar 
tidak mendapatkan diskon atas pembelian rumah nasabah yang diterima dari 
pihak developer sebagai pengembang perumahan, dimana harga yang telah 
ditetapkan oleh pihak developer adalah harga yang sudah ditetapkan dan 
tidak bisa ditawar kembali. Jadi, tidak adanya pengembalian diskon 
pembelian yang dilakukan oleh Bank BTN Syariah Makassar. Maka pihak 
Bank BTN Syariah Makassar tidak melakukan pencatatan dalam hal 
pengembalian diskon mura>bah}ah. 
7) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap piutang 
mura>bah}ah. Maka pencatatannya adalah: 
Dr. Beban Piutang Tak Tertagih Rp 7.612.867 
 Kr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 7.612.867 
8) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap keuntungan 
mura>bah}ah, pada saat penjualan kredit dilakukan. Maka pencatatannya 
adalah: 
Dr. Piutang Mura>bah}ah Rp 274.063.214 
 Kr. Persediaan Mura>bah}ah Rp 229.100.000 
 Kr. Margin Mura>bah}ah Ditangguhkan Rp 44.963.214 
9) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap potongan 
pelunasan piutang mura>bah}ah; Bank BTN Syariah Makassar 
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tidak memberikan potongan pelunasan agar nasabah tidak tergiur oleh 
potongan yang diberikan oleh pihak bank, selain itu pihak bank juga 
menghindari kondisi dimana nasabah tersebut tidak terlalu memaksakan 
kondisi ekonomi jika periode selanjutnya tidak dapat membayar angsuran 
tepat bulannya (tunggakan angsuran). Maka pihak Bank BTN Syariah 
Makassar tidak melakukan pencatatan dalam hal potongan pelunasan 
piutang mura>bah}ah. 
10) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap denda 
mura>bah}ah. Maka pencatatannya adalah: 
Dr. Kas  Rp 10.318 
 Kr. Rekening dana kebajikan Rp 10.318 
11) Pengakuan dan pengukuran akuntansi mura>bah}ah terhadap uang muka 
Mura>bah}ah. Maka pencatatannya adalah: 
Dr. Kas  Rp 60.900.000 
 Kr. Uang muka mura>bah}ah Rp 60.900.000 
c. Penyajian Akuntansi Mura>bah}ah Pada Pembiayaan KPR Platinum iB 
Piutang mura>bah}ah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, 
yaitu saldo piutang mura>bah}ah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin 
mura>bah}ah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang 
mura>bah}ah. Beban mura>bah}ah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra 
account) hutang mura>bah}ah. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK No. 102 tentang 
akuntansi mura>bah}ah pada paragraf 37, paragraf 38, paragraf 39. 
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d. Pengungkapan Akuntansi Mura>bah}ah Pada Pembiayaan KPR Platinum iB 
 
Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mura>bah}ah, 
tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset mura>bah}ah, janji pemesanan dalam 
mura>bah}ah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan pengungkapan 
yang diperlukan sesuai PSAK 101. Penyajian Laporan Keuangan Syariah, pembeli 
mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mura>bah}ah, tetapi tidak 
terbatas pada: nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi mura>bah}ah, jangka 
waktu mura>bah}ah tangguh, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 yaitu 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK No. 102 
tentang akuntansi mura>bah}ah pada paragraf 40. 
Jadi, Bank BTN Syariah Makassar belum sepenuhnya menerapkan PSAK 
No. 102 tentang akuntansi mura>bah}ah. Terdapat  ketidaksesuaian dengan perlakuan 
akuntansi pada pembiayaan KPR Platinum iB di Bank BTN Syariah Makassar jika 
dibandingkan dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi mura>bah}ah yaitu pada saat 
pengakuan dan pengukuran terhadap diskon pembelian mura>bah}ah, pengembalian 
diskon pembelian mura>bah}ah, dan potongan pelunasan piutang mura>bah}ah, denda 
mura>bah}ah, dan uang muka mura>bah}ah. 
Namun, dalam hal perlakuan akuntansi pada saat penyajian maupun 
pengungkapan yang dilakukan di Bank BTN Syariah Makassar dalam jenis 
pembiayaan KPR Platinum iB dengan menggunakan akad mura>bah}ah telah sesuai 




C. Analisis Tentang Keadilan dalam Penetapan Margin Mura>bah}ah 
 
1. Keadilan dalam Penetapan Margin Mura>bah}ah 
a. Jenis Keuntungan Berdasarkan Halal-Haramnya 
Pengambilan keuntungan, walau dengan segala kemudahan konsep 
transaksionalnya, punya klasifikasi apakah tergolong dalam perolehan keuntungan 
yang halal atau haram. Terkait hal ini, Muhammad mengemukakan dua jenis 
keuntungan berdasarkan halal-haramnya:  
1) Keuntungan Halal; adalah keuntungan yang dibenarkan menurut syara’ baik 
dari sisi a) jumlah maupun b) cara memperolehnya.  
2) Keuntungan Haram; keuntungan yang dilarang oleh syara’, meliputi:  
a) Keuntungan dari memperdagangkan komoditas haram.  
b) Keuntungan dari perdagangan curang dan manipulatif.  
c) Keuntungan dari penyamaran harga yang tidak wajar.  
d) Keuntungan melalui penimbunan barang dagangan.23  
Dari penjelasan di atas, dapat dengan jelas dilihat perbedaan klasifikasi 
antara perolehan keuntungan (margin) yang halal dengan perolehan yang haram. 
Karena batasannya yang cenderung tidak kaku ini, maka praktik muamalah jual beli 
mura>bah}ah menjadi sangat fleksibel. Tentu praktik perolehan margin mura>bah}ah 
menjadi haram jika memenuhi syarat sebagai perolehan margin yang tidak 
dibenarkan syari’at, seperti yang diungkapkan di atas.  
                                                          
23Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah (Yogyakarta: UII 
Press, 2004), h. 187. 
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Selain perkara di atas, yang menjadi persoalan krusial adalah penentuan 
margin mura>bah}ah (pada saat akad) yang masih belum termasuk kategori penentuan 
margin mura>bah}ah yang berkeadilan. Akad suka sama suka, sama-sama ridho antara 
kedua belah pihak, bagaimanapun bentuknya, tidak membenarkan transaksi yang 
haram. Hal ini selaras dengan haramnya perilaku zina meskipun antara pihak lelaki 
dan wanita “suka-sama suka”. Sama halnya dengan penjualan barang haram 
(contoh: babi, darah, bangkai, dan komoditas haram lainnya) yang dilakukan dengan 
shalawatan, tetap menjadi haram.  
Menurut Qardhawi bahwa sesuatu yang haram tetaplah haram, 
bagaimanapun baiknya niat pelakunya, mulia tujuannya, dan tepat sasarannya. 
Selamanya Islam tidak ridha menjadikan yang haram sebagai jalan untuk mencapai 
tujuan yang terpuji, karena Islam menginginkan tujuan yang mulia dan cara yang 
suci sekaligus. Syari’at Islam sama sekali tidak mengakui prinsip: ‘tujuan 
menghalalkan segala cara’, atau prinsip: ‘untuk dapat memperoleh sesuatu yang 
baik, boleh dilakukan dengan bergelimang dalam kebatilan.’ Bahkan sebaliknya, 
untuk mencapai kebaikan harus ditempuh dengan cara yang benar.24 
Demikianlah, kaidah fikih dalam Islam yang tidak dapat mengasihani 
perilaku haram yang bertamengkan cara-cara yang batil. Islam sangat menghargai 
tujuan, tapi seharusnya tujuan dan niat itu harus ditempuh dengan cara yang baik 
lagi halal. Qard}a>wy> menegaskan bahwa perilaku mencampur-adukkan perkara yang 
haram dengan perkara halal tidak diperkenankan dalam Islam. Bahkan dalam 
                                                          
24Yu>suf Qard}a>wy>, Halal dan Haram (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 36. 
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penjelasan di atas, beliau memaparkan contoh kongkrit perolehan harta dengan cara-
cara yang tidak diridhoi Allah swt. akan berbuah dosa dan tidak berkah lagi haram.  
Atas pertimbangan tersebut, siapapun (baik itu individu maupun instansi), 
apalagi yang berlabelkan syariah harus dengan sangat berhati-hati dalam 
menentukan perkara diversifikasi produknya harus mutlak syar’i. Termasuk dalam 
menentukan margin mura>bah}ah, seharusnya lembaga keuangan syari’ah sangat 
berhati-hati. Jangan sampai keluar dari koridor syar’i dalam menentukannya. 
b. Batas Maksimal Penentuan Margin dalam Mura>bah}ah 
Dalam nash al-Qur’an maupun Sunah, tidak ada pengharaman terhadap 
keuntungan yang bahkan dua kali lipat dari harga pokok yang diberikan. Berikut 
kutipan riwayat Urwah:  
“Sesungguhnya Nabi saw. telah memberinya (yakni kepada 'Urwah) satu dinar 
supaya dia membeli seekor kambing untuk baginda. Lalu ia membeli dua ekor 
kambing dengan harga satu dinar, salah seekor daripadanya dijual dengan 
harga satu dinar. Kemudian dia pergi berjumpa Nabi berserta dengan seekor 
kambing dan duit satu dinar, lalu baginda berdoa supaya diberkati jualbelinya, 
(sambil bersabda) kalau dia jual tanah sekalipun, dia akan memperoleh 
keuntungan.”25  
 
Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak menjadi masalah untuk mengambil 
keuntungan berlipat ganda asalkan ia bersih daripada unsur-unsur yang diharamkan 
dalam Islam. 
Hal ini penting agar tidak adanya unsur kesewenang-wenangan dalam 
justifikasi haramnya menentukan margin berdasarkan nominal (besaran) keuntungan 
                                                          
25Bukha>ry>, hadis no. 3642, Jil. 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 775. 
215 
 
yang ada. Akhlak Islam dalam menanggapi justifikasi perkara halal-haram adalah 
sangat berhati-hati.  
Begitupun dengan perkara margin mura>bah}ah, tidak ada batasan yang jelas 
dan mengakar dalam nominal penentuan margin mura>bah}ah. Penentuan harga dan 
margin harus dikembalikan kepada mekanisme pasar yang sehat, kekuatan supply 
dan demand. Tentu dengan asumsi bahwa pasar dalam kondisi sehat, tidak terjadi 
perilaku-perilaku zalim di dalamnya, riba, maysir, gara>r, ihtika>r, tadlis, bai’ najsy, 
risywah, dan perilaku-perilaku pasar lainnya yang tidak diridhoi Allah swt.  
Untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik adalah tugas (1) 
pribadi dan (2) pemerintah. Banyak sekali nasihat dan contoh perilaku Rasulullah 
saw. dan perilaku sahabat-sahabat baik di masa Rasulullah saw. maupun 
sepeninggal beliau yang menjurus pada perilaku hisbah (pengawasan/pengendalian).  
Menurut al-Hari>s\i, hisbah secara etimologi berkisar pada memerintahkan 
kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi munkar). Misalnya, si 
Fulan melakukan hisbah terhadap si Fulan; artinya mengingkari perbuatannya yang 
buruk. Sedangkan menurut terminologis adalah memerintahkan kebaikan apabila 
ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang 
melakukannya.”26  
Dari pengertian di atas dapat kita tarik beberapa hikmah bahwa tidak 
selamanya pengawasan itu mutlak dari pemerintah/qiya>dah/pemimpin tapi upaya 
                                                          
26Al-Hari>s\i, Fikih Ekonomi Umar bin Khat}t}a>b, Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan 
Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifah, 2006), h. 587. 
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setiap elemen masyarakat dan Negara. Demikianlah juga pemerintah/qiya>dah/ 
pemimpin merupakan proyeksi/cerminan masyarakat. Apabila masyarakat masih 
betah dengan perilaku zalim, maka pemerintah/qiya>dah/pemimpin yang terbentuk 
adalah pemerintah yang zalim pula.  
Sinergi yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah 
perilaku-perilaku zalim dalam mekanisme pasar dapat menjadikan pasar menjadi 
sehat dan para masyarakat yang hidup dengannya (pedagang/pengusaha) akan 
memberikan tawaran tingkat keuntungan/margin yang juga sehat. Masyarakat juga 
akan semakin meninggi tingkat pendapatannya, sehingga menjadikan mereka 
sejahtera, dan tidak mencekik para pembeli (konsumen) dengan harga-harga yang 
tinggi lagi naik, bahkan inflasi. Mekanisme pasar yang sehat adalah segala bentuk 
interaksi pasar, baik antara penjual dan pembeli, penentuan harga, dan lain 
sebagainya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai rabbaniyah, kejujuran, keadilan, dan 
nilai-nilai yang diridhoi Allah swt. Mekanisme pasar yang baik dan sehat inilah 
yang menjadi tujuan dari sistem ekonomi Islam di mana penjual dan pembeli sama-
sama ditunaikan haknya dan tidak ada yang dizalimi. Semua perkara dalam 
mekanisme pasar terjalin tidak dengan cara-cara yang bat}il. Allah swt. berfirman 
dalam QS al-Baqarah/2: 188  
                           






“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, 
dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan 
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan 
dosa, padahal kamu mengetahui”.27  
 
Dan QS Ali ‘Imran/4: 57 
 
                      
     
Terjemahnya: 
“Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan 
memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak 
menyukai orang zhalim”.28  
 
Kecurangan, ketidakjujuran, ketidakadilan, monopoli, penimbunan, dan 
perilaku-perilaku buruk lainnya justru akan mendatangkan mekanisme pasar yang 
“berpenyakitan”. Mekanisme pasar yang berpenyakitan akan menyebabkan harga 
tidak stabil, penjual senantiasa mengambil kesempatan atas ketidaktahuan pembeli 
(atas minimnya informasi terkait produk) dan mengeksploitasi harga dan kualitas 
produknya, rendahnya produktifitas dan keuntungan yang menyebabkan rendahnya 
tingkat kesejahteraan pelaku pasar, dan pembeli yang cenderung skeptis terkait 
perilaku-perilaku tersebut, dan masih banyak dampak negatif lainnya (ekonomi, 
sosial, bahkan politik). Sungguh, hal ini tidak mencerminkan sama sekali keadaan 
pasar yang dikehendaki oleh desain pasar Islami.  
                                                          
27Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 46. 
28Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 85. 
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Oleh sebab itu, akumulasi mekanisme pasar yang sehat (dalam jangka waktu 
yang signifikan) akan menjadikan perekonomian menjadi sehat. Umar bin Khattab 
ra. sangat memperkuat pengawasan pribadi/individu pada rakyatnya: “Hisablah diri 
kamu sekalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sendiri 
sebelum ditimbang dan hiasilah dirimu (dengan amal yang baik) untuk Hari 
Kiamat” 29  
Jadi, dalam membangun kondisi pasar yang sehat diperlukan hisab internal 
yaitu sifat menghisab diri sendiri sebelum hari kiamat kelak. Menyadari bahwa 
Allah swt. Maha Melihat dan Maha Mengetahui segala sesuatu, sehingga 
masyarakat akan senantiasa bertindak jujur walau sendiri, adil walau berkesempatan 
untuk berbuat zalim, baik walau dalam diam, menggenapkan timbangan walau tidak 
terlihat. Perbaikan tauhid (iman, ikhlas, dan ihsan) masyarakat inilah yang 
seharusnya diakomodir oleh siapa saja (stakeholders) yang ingin menjadikan pasar 
menjadi sehat, termasuk pemerintah. 
Penentuan batasan besaran nominal pada perolehan keuntungan/margin pada 
konteksnya adalah persoalan khilafiyah, yaitu persoalan perbedaan pendapat antara 
satu ulama dengan ulama yang lain. Adapun beberapa pendapat para alim ulama dan 
cendekiawan yang menentukan batasan besaran nominal terhadap perolehan 
keuntungan sebagai berikut:  
1) Seperenam dari harga beli atau 16,67%.  
2) Sepertiga dari harga beli atau 33,33%.  
                                                          
29Al-Hari>s\i, Fikih Ekonomi Umar bin Khat}t}a>b, h. 589. 
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3) Persentasi keuntungan yang masuk akal (kebiasaan yang berlaku menurut 
orang-orang yang berpengalaman)30  
Sementara pendapat para ulama pada Ketetapan Majelis Ulama Fiqh tentang 
pembatasan keuntungan:  
1) Umat bebas melakukan kegiatan jual beli.  
2) Tidak ada standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat pedagang.  
3) Banyak dalil yang diajarkan syariah terkait dengan hal-hal yang diharamkan.  
4) Pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standarisasi harga kecuali 
kalau melihat adanya ketidakberesan di pasar dan ketidakberesan harga yang 
dibuat-buat.31  
Pada akhirnya, setelah tercapainya mekanisme pasar yang sehat akan 
menciptakan tingkat harga komoditas yang juga sehat. Tentu, yang menjadi tugas 
untuk mengawasi mekanisme pasar ini bukanlah siapa-siapa, melainkan masyarakat 
dan pemerintah itu sendiri. Dan penentuan batasan harga penjualan tidak akan 
terbahasakan lagi. Hal ini dikarenakan harga yang muncul sesuai dengan mekanisme 
pasar yang berlaku yaitu pertemuan titik equilibrium antara kekuatan supply 
(penawaran) dan kekuatan demand (permintaan). 
Menurut Muhammad, ada beberapa perhitungan yang keliru (tidak syar’i) 
dalam praktik penentuan harga jual (termasuk penentuan margin) bank dengan skim 
                                                          
30Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, h. 189. 
31Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, h. 188. 
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mura>bah}ah. Sebab rumus perhitungan harga jual mura>bah}ah yang banyak digunakan 
oleh para praktisi bank syari’ah masih mengandung unsur gharar, yaitu: 
Rumus Perhitungan Harga Jual Mura>bah}ah yang Banyak Digunakan32 
Harga Jual Bank = Harga Beli + (Harga Beli x “%” x Waktu) 
 
Dengan asumsi harga beli mobil di dealer senilai Rp150.000.000, margin 
keuntungan senilai 10%, masa pembiayaan untuk 1 tahun dan 2 tahun (untuk 
membedakan tingkat keuntungan dan harga dari perbedaan waktu pembiayaan). 
Maka harga jual mobil dari bank syariah untuk mobil ini adalah: 
Contoh Perhitungan Harga Jual Mura>bah}ah yang Banyak Digunakan di Bank 
Syariah 
 
Harga Jual Bank 
(1 tahun) 
= Rp150.000.000 + (150.000.000 x 10% x 1 tahun) 
 = Rp165.000.000 
Harga Jual Bank 
(2 tahun) 
= Rp150.000.000 + (150.000.000 x 10% x 2 tahun) 
 = Rp180.000.000 
 
Nampak perbedaan yang signifikan yaitu (1) untuk keuntungan yang 
diperoleh dari pembiayaan 1 tahun adalah senilai Rp 15.000.000 dan (2) untuk 
keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan 2 tahun adalah senilai Rp 30.000.000. 
Menurut Muhammad terkait mekanisme perhitungan harga jual di atas adalah 
bahwa keuntungan akan bertambah seiring dengan waktu yang berjalan. Semakin 
lama waktu berjalan, semakin besar harga jual mura>bah}ah yang ditanggung oleh 
nasabah. Persentase pengambilan keuntungan harusnya terjadi hanya satu kali 
                                                          
32Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, h. 190. 
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dalam transaksi dan tidak boleh berjalan mengikuti waktu. Namun, biaya dapat 
berjalan mengikuti waktu. Oleh karena itu, untuk memberikan solusi atas rumus di 
atas, diajukan rumus harga jual mura>bah}ah sebagai berikut:” 
Rumus Perhitungan Harga Jual Mura>bah}ah yang Disarankan33 
Harga Jual Bank  = Harga Beli Bank + (Waktu x Cost Recovery) + % 
Keuntungan  
Dimana:  
Cost Recovery  = Nilai Pembiayaan Mura>bah}ah dari Bank Syari’ah / 
Target Penjualan (Outstanding Pembiayaan) x Estimasi 
Biaya Operasional 1 tahun  
% Keuntungan  = Persentase x Pembiayaan  
 
Berikut analisis perhitungan dengan menggunakan asumsi soal yang sama 
dengan soal yang di atas. Dengan tambahan asumsi estimasi total pembiayaan 
senilai Rp5.000.000.000 (Rp5M), Required Profit Rate senilai 10%, estimasi biaya 
operasional tahunan senilai Rp200.000.000, uang muka senilai Rp30.000.000, maka 
harga jual mobil tersebut adalah:  
Contoh Perhitungan Harga Jual Mura>bah}ah yang Disarankan 
Cost Recovery  =  Rp120.000.000 / Rp5.000.000.000 x Rp200.000.000  
 = Rp4.800.000  
Profit Margin  =  10% x Rp120.000.000  
 = Rp12.000.000  
Harga Jual  
(1 Tahun)  
=  Rp120.000.000 + (1 tahun x Rp4.800.000) + Rp12.000.000  
 = Rp136.800.000  
Harga Jual  
(2 Tahun)  
=  Rp120.000.000 + (2 tahun x Rp4.800.000) + Rp12.000.000  
 = Rp141.600.000  
                                                          
33Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, h. 191. 
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Keuntungan yang diperoleh (1) untuk pembiayaan satu tahun adalah 
Rp12.000.000 dan (2) untuk pembiayaan dua tahun adalah Rp12.000.000. Tidak ada 
perbedaan perolehan keuntungan. Dengan terminologi lain, perolehan keuntungan 
tidak terpengaruh oleh sedikit-banyaknya waktu pembiayaan. Menurut Muhammad, 
dengan berlandaskan Fatwa DSN MUI No.16/IX/2000, keuntungan inilah yang 
dimaksud dengan kesepakatan: “Harga dalam jual beli mura>bah}ah adalah harga beli 
dan biaya yang diperlukan ditambah dengan keuntungan sesuai dengan 
kesepakatan.”34 
Terkait hal ini, Muhammad mencoba merumuskan perolehan keuntungan 
lembaga keuangan syari’ah bank dengan perhitungan matematis. Jadi, bukan besar 
kecilnya nominal harga jual yang menjadikan nominal harga jual menjadi haram, 
akan tetapi prosedural perhitungannya. Jika terdapat unsur yang dilarang kaidah 
muamalah dalam aspek jual beli di dalam perhitungannya (contoh: gara>r), maka 
haram hukumnya.  
c. Penentuan Margin agar Tidak Eksploitatif 
Membatasi keuntungan perdagangan bahkan dapat merusak sendi-sendi 
perekonomian. Hal yang semestinya menjadi urgen dalam pembahasan ini adalah 
terlaksananya perekonomian (utamanya perekonomian mikro-kecil yang 
memasyarakat) yang jujur, adil, dan tidak manipulatif-eksploitatif. Hal yang perlu 
dicermati, bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, 
                                                          
34Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, h. 191. 
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monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang 
terpepet atau sedang membutuhkan, lalu harganya ditinggikan.”35  
Mekanisme pasar yang bersaing sempurna dan sehat akan mencerminkan 
harga-harga yang adil dan inilah letak keunggulan pasar Islami. Keuntungan sangat 
dijunjung tinggi dalam mekanisme pasar Islami dengan menjadikannya sebagai 
motivasi utama dalam perdagangan. 
d. Penentuan Margin Mura>bah}ah Yang Syar’i 
Berdasarkan hasil penelitian deskriptif, penentuan margin yang syar’i adalah 
(1) tidak melanggar nilai-nilai keadilan dan (2) tidak eksploitatif. Kesimpulan ini 
dilandaskan oleh kaidah-kaidah muamalah, termasuk di dalamnya mekanisme 
penentuan margin penjualan dengan akad mura>bah}ah, secara ushul fiqh adalah 
boleh. Hal ini selama tidak melanggar nilai-nilai syari’at mulai dari proses 
identifikasi produk, pembelian produk, akad, sampai penyelesaian. Dan mekanisme 
penentuan margin terletak pada prosesi akad yang di dalamnya juga harus syar’i 
dengan tidak melanggar nilai keadilan dan tidak eksploitatif.  
Tentu, kadar keadilan dan eksploitasi akan sangat subjektif, oleh karenanya, 
justifikasi syar’i atau tidaknya penentuan margin mura>bah}ah dalam suatu akad 
mura>bah}ah LKS (dalam konteks penelitian ini adalah Bank BTN Syariah Makassar 
dan PT. Amanah Finance) harus disertakan argumentasi, SOP, dan mekanisme yang 
jelas. Dengannya, dapat ditentukan apakah penentuan margin akad mura>bah}ah 
dikategorikan syar’i atau tidak.  
                                                          
35Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah, h. 185. 
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Dalam kaitannya dengan hal ini disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah 
menolak menetapkan harga, sebab pada waktu itu, harga meningkat secara alamiah 
atau bukan karena pengaruh seseorang (impersonal) atau rekayasa orang-perorang. 
Karena itu, menurut Ibnu Taimiyah, tak bisa dikutip sebagai sebuah dukungan 
Rasulullah saw. atas peniadaan pengawasan atas harga. Rasulullah saw. sendiri 
menetapkan harga, dalam beberapa kasus. 36 
Ibnu Taimiyah tak menyukai kebijakan penetapan harga oleh pemerintah, 
jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Ia 
merekomendasikan kebijakan penetapan harga (oleh pemerintah); dalam kasus 
terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar. Alasan yang sama, 
secara konsisten berlaku dalam kasus tenaga kerja dan jasa produksi lainnya. Prinsip 
dasarnya tentang masalah itu adalah: ‘jika penduduk menginginkan kepuasan, para 
penjual harus menghasilkan barang dalam jumlah yang cukup untuk kepentingan 
umum dan menawarkan produk mereka pada tingkat harga yang normal (al-s\aman 
al-ma’ru>f)’. Dalam keadaan seperti itu, regulasi harga (oleh pemerintah) tak 
diperlukan. Tetapi jika seluruh keinginan penduduk tidak bisa dipuasi tanpa 
memaksa harga yang adil (al-tas’ir al-‘adl), karenanya harga harus diatur seadil-
adilnya, tanpa akibat yang merugikan bagi setiap orang (la> wakasa wa la> s}atata).”  
Ibnu Taimiyah secara qauliyah dan kauniyah telah berhasil mendefinisikan 
harga yang adil dengan cara yang adil. Ibnu Taimiyah juga berhasil menjabarkan 
                                                          
36Is}la>hi, A. A., Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Diterjemahkan oleh H. Anshari Thayib, 
(Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset Ishlahi, 1997), h. 123. 
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perilaku eksploitasi (semua pihak termasuk pihak pemerintah, penjual, dan pembeli) 
dengan cara unexploitative way. Hal ini dikarenakan teks dan konteks dipakai 
dalam menyelesaikan suatu masalah “harga yang adil” telah mampu menghasilkan 
buah pemikiran dan ijtihad yang populer untuk masa sekarang ini.  
2. Praktek Penentuan Margin di BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah 
Finance 
 
Bank BTN Syariah Makassar saat ini adalah masih termasuk unit usaha dari 
Bank BTN, sehingga untuk penentuan margin produk mura>bah}ah masih terpusat 
dengan Bank BTN Konvensional. Namun untuk margin pada Bank BTN Syariah 
Makassar bisa dibilang lebih tinggi bila dibandingkan dengan suku bunga yang 
digunakan pada Bank BTN.  
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Harfi selaku Financing Service 
mengenai margin mura>bah}ah mengatakan bahwa: 
"Untuk margin pada Bank BTN Syariah tergantung dari pusat. Kalau pusat  
menaikkan margin, maka yang cabang juga akan naik. Berbeda dengan bank-
bank swasta yang mana cabang-cabang diberikan wewenang sendiri untuk 
menentukan margin. Seperti kasarannya saya ndak mau tahu kamu masu 
ngasih margin berapa yang penting mampu menghasilkan keuntungan margin 
kepada perusahaan sebesar sekian"37 
 
Selain itu mengenai margin mura>bah}ah, Bapak Harfi (financing service) 
menambahkan bahwa: 
"...margin pada pembiayaan mura>bah}ah tergantung pada modalnya kulakan. 
Jika kita kulaan baju seharga 10 ribu rupiah, maka harga jualnya juga diatas 10 
ribu. Tentunya kita akan membayar biaya sewa tempat, gaji karyawan seperti 
halnya margin untuk mendapatkan keuntungan. Jika kita kulaan dengan 
                                                          
37Wawancara, tanggal 22 September 2015. 
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barang dengan barang yang sama, harganya murah kita bisa menjual kembali 
dengan harga yang murah juga dan tetap mendapat keuntungan"38 
 










Gambar 4.3 Komponen Margin 
 
Dari percakapan diatas dapat dianalisis bahwa dasar penentu dari penetapan 
besarnya margin mura>bah}ah pada Bank BTN Syariah Makassar adalah sebagai 
berikut:  
a. Funding atau uang masuk/deposito.  
Dasar penentu pertama dari penetapan besarnya margin mura>bah}ah pada 
Bank BTN Syariah Makassar adalah besar kecilnya prosentase bagi hasil tabungan 
atau deposito. Jika deposito bagi hasilnya tinggi dan secara otomatis akan 
mendatangkan keuntungan bagi pihak bank, maka margin pembiayaannya juga akan 
dinaikkan. Seperti pada prinsip perbankan yakni sebagai lembaga mediasi yang 
                                                          
38Wawancara, tanggal 22 September 2015. 
Funding  
Competitor   
Suku Bunga Pinjaman BI  
Margin = biaya overhead + cadangan resiko pembiayaan 
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menerima uang dari masyarakat yang kelebihan dan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat yang membutuhkan dana. Misalnya bagi hasil deposito tabungan 
sebesar 8% maka pihak bank dapat memberikan margin pembiayaan sebesar 11% 
sampai 12% tergantung produk pembiayannya. Dari selisih 3% tersebut digunakan 
untuk gaji karyarwan, sewa tempat, dan cadangan aktiva produktif. 
b. Melihat kompetitor atau pesaing 
Penentuan margin untuk semua produk pembiayaan harus melihat strategi 
planning dan pengembangan. Karena setiap produk memiliki margin yang berbeda, 
pihak Bank BTN Syariah Makassar akan melihat produk yang ditawarkan oleh dan 
kompetitor yang lain dalam penentuan margin. Jika bank tidak mampu bersaing 
dengan competitor, misal untuk produk kepemilikan rumah bank lain menetapkan 
margin sebesar 12% tentu pihak Bank BTN Syariah Makassar tidak akan 
menetapkan margin diatas 12% untuk produk yang sama. Kecuali property yang 
ditawarkan oleh pihak Bank BTN Syariah Makassar memiliki nilai yang lebih. Oleh 
karena itu pihak bank akan akan menawarkan harga yang tidak jauh dari pesaing. 
Jika tidak maka nasabah akan pindah ke bank yang lain. 
c. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat 
Misalnya saat ini respon masyarakat terhadap dunia perbankan sedikit 
kurang bagus yang dapat dilihat dari masyarakat yang suka menunggak 
pembayaran, maka secara otomatis margin untuk pembiayaan akan dinaikkan. Hal 
ini dilakukan untuk mengantisipasi tunggakan nasabah selama waktu berjalannya 
pembiayaan sehingga mengakibatkan modal bank banyak yang tidak kembali. 
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d. Biaya Overhead 
Tingkat margin yang ditetapkan oleh Bank BTN Syariah Makassar juga bisa 
menutupi biaya-biaya overhead yang terjadi selama akad pembiayaan mura>bah}ah 
maupun biaya-biaya operasional  lainnya. Biaya  yang  dikeluarkan  oleh  
perusahaan  tersebut  diantaranya untuk  membayar  gaji  karyawan,  biaya  listrik  
dan  air,  biaya  perawatan  gedung  dan lain sebagainya. 
e. Cadangan resiko pembiayaan 
Penentuan cadangan resiko pembiayaan merupakan salah satu komponen 
dalam penetapan tingkat margin Bank BTN Syariah Makassar. Hal ini dilakukan 
untuk menanggulangi jika terjadinya tunggakan pembayaran oleh nasabah. Untuk 
menentukan besarnya cadangan resiko pembiayaan dilihat dari kolektibitasnya 
KPR Bank BTN Syariah adalah produk pembiayaan dalam rangka pembelian 
rumah, ruko, rukan, rusun/apartemen bagi nasabah perorangan dengan menggunakan 
prinsip akad Mura>bah}ah (Jual Beli). 
Keuntungan Bagi Nasabah dan Ketersediaan Layanan:  
1) Dengan akad berdasarkan prinsip Mura>bah}ah, maka kesepakatan harga akan 
tetap terjaga (fixed) pada nilai tertentu sampai akhir jangka waktu sehingga 
nilai angsuran tidak berubah sampai akhir. 
2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun 
3) Maksimal pembiayaan Bank 80% dari Harga Beli rumah dari developer dan 
20% sisanya merupakan kontribusi uang muka Nasabah. Untuk pembayaran 
angsuran secara potong gaji, kontribusi uang muka cukup 10%. 
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4) Rumah baru atau rumah second 
Prinsip Jual Beli (Mura>bah}ah) dengan pembayaran angsuran, yaitu KPR 
Bank BTN Syariah (maksimal jangka waktu 15 tahun) dengan margin mulai dari 
13,25% sampai dengan 15% per-tahun, Pembiayaan Mura>bah}ah Multiguna 
(pembelian mobil dengan maksimal jangka waktu 5 tahun dan motor dengan 
maksimal jangka waktu 3 tahun) dengan margin mulai dari 8,7% sampai dengan 
10,14% per-tahun. 
3. Implementasi Nilai Keadilan 
Dari hasil wawancara singkat dengan pihak pemegang otoritas pembiayaan 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance, dapat dinyatakan bahwa 
penetapan margin akad mura>bah}ah Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah 
Finance kurang mengimplementasikan nilai-nilai keadilan. Hal ini dilandaskan pada 
asas keadilan (1) antara kepentingan nasabah dan lembaga, (2) antara penegakan 
syi’ar ekonomi Islam dengan kemampuan operasional lembaga (termasuk 
kepentingan mencari laba), (3) dan kemampuan Bank BTN Syariah Makassar dan 
PT. Amanah Finance menjabarkan antara market lembaga yang signifikan dengan 
penentuan margin yang proporsional (tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar).  
Dari sisi seimbangnya antara kepentingan nasabah dengan lembaga, hal ini 
kurang terimplementasikan dari praktek pembiayaan mura>bah}ah di Bank BTN 
Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance yang tidak dapat menegosiasikan 
margin yang diperoleh pihak Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance 
selama proses akad berlangsung. Namun, pihak Bank BTN Syariah Makassar dan 
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PT. Amanah Finance berusaha membangun kedekatan emosional dengan nasabah, 
dengan tetap mengandalkan aturan-aturan yang sifatnya administratif (form akad, 
form pembiayaan, dan lain-lain) agar dapat memenuhi hak masing-masing secara 
tertulis (adanya hitam di atas putih). Besaran margin 11,25% sampai dengan 
13,25% per-tahun merupakan cerminan besaran margin yang kurang mengakomodir 
kepentingan nasabah dan hanya mengakomodir kepentingan lembaga.  
Seimbangnya antara penegakan syi’ar ekonomi Islam dengan kelangsungan 
operasional, Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance dalam hal ini 
sangat menjaga syi’ar Islam, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain orang-orang 
yang bekerja aktif organisasi masyarakat Islam, tetapi juga menjaga dengan sangat 
ketat terkait perbedaan yang lebar antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi 
konvensional, khususnya operasional Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah 
Finance.  
Kemampuan Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance 
menjabarkan antara market lembaga yang signifikan dengan penentuan margin yang 
seimbang. Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance dengan pasar 
yang jelas tidak secara sepihak menentukan margin mura>bah}ah yang besar. Tidak 
terlalu besar seperti halnya rentenir individu dan rentenir kolektif berbadan usaha. 
Dan juga tidak terlalu kecil sehingga memaksa lembaga untuk terus berada dalam 
posisi defisit. Hal ini tercermin dengan besaran margin 11,25% sampai dengan 
13,25% per-tahun. Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance harus 
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terus menjaga kelangsungan usahanya agar bisa menyebarkan kebermanfaatan 
keuangan untuk masyarakat di sekitarnya.  
D. Analisis Perbedaan Pembiayaan Murabahah dan Kredit Konvensional 
Pada dasarnya, bank syari’ah adalah sama dengan perbankan konvensional, 
yaitu sebagai instrumen intermediasi yang menerima dana dari orang-orang yang 
surplus dana (dalam bentuk penghimpunan dana) dan menyalurkannya kepada pihak 
yang membutuhkan (dalam bentuk produk pelemparan dana). Sehingga produk-
produk yang disediakan oleh bank-bank konvensional, baik itu produk 
penghimpunan dana (funding) maupun produk pembiayaan (financing), pada 
dasarnya dapat pula disediakan oleh bank-bank syari’ah. 
Jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah secara umum dapat 
ditelusuri di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 59 tentang 
akuntansi perbankan syariah yang menjelaskan secara global pengakuan dan 
pengukuran serta penyajian laporan keuangan produk-produk yang ditawarkan bank 
syariah. PSAK No. 102 sampai 107 menjelaskan lagi produk-produk tersebut lebih 
terperinci yang terdiri dari produk mura>bah}ah, sala>m, ist}isna’, mud}a>rabah, 
musya>rakah, dan ija>rah. Adanya fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di DSN MUI 
No. 4 sampai 9 semakin mengukuhkan dan menjelaskan prinsip operasional bank 
syariah dengan produk-produknya tersebut. 
Salah satu produk yang menjadi “primadona” untuk digunakan akadnya 
dalam transaksi perbankan syariah adalah mura>bah}ah. Dari data statistik 
perkembangan perbankan syariah, terlihat bahwa bentuk pembiayaan mura>bah}ah 
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memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana 
hampir di seluruh bank syariah di Indonesia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, 
pembiayaan ini mendominasi transaksi pembiayaan lebih dari separuh total 
pembiayaan yang dilakukan bank. Akad mura>bah}ah sendiri lebih cenderung pada 
jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif. 
Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah karena 
mura>bah}ah adalah pembiayaan jangka pendek, kemudian jika dibandingkan dengan 
sistem Profit and Loss Sharing (PLS), pembiayaan mura>bah}ah cukup memudahkan. 
Kemudian mark up yang ada di dalam pembiayaan mura>bah}ah dapat ditetapkan 
sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh 
keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi pesaing 
dari bank-bank syariah. 
Akan tetapi pembiayaan mura>bah}ah ini kadang menimbulkan salah persepsi 
di kalangan masyarakat bahwa pembiayaan mura>bah}ah yang ada di perbankan 
syariah sangat mirip dengan sistem pinjaman kredit bank konvensional yang 
menghitung bunganya secara fixed/flat rate, terutama karena adanya faktor mark up 
yang menggunakan suku bunga sebagai patokan, atau benchmark sehingga 
perbankan syariah bisa bersaing dengan bank-bank konvensional yang berbasis 
bunga.  
Sistem penentuan margin pada perbankan syariah, meskipun dikatakan nilai 
marginnya tetap dan tidak terpengaruh pada fluktuasi tingkat bunga, namun pada 
kenyataannya margin yang ditetapkan bank syariah terlihat lebih besar nilainya jika 
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dibandingkan dengan tingkat bunga pada perbankan syariah. Bahkan “seolah-olah” 
penetapan persentase margin tersebut seperti hendak menyamakan dengan tingkat 
fluktuasi suku bunga di masa depan. 
Namun, lebih mahal atau lebih murah sepertinya hanya masalah persaingan 
usaha. Jika mau lebih jeli mencari informasi, mungkin saja ada bank syariah atau 
LKS lain yang mampu memberikan harga lebih murah dan ada bank konvensional 
lain yang lebih mahal. 
Temuan lain dari penelitian ini adalah praktik biaya administrasi, di mana 
prinsip dasar umum dari syariah adalah tidak boleh ada yang dirugikan apalagi hal 
tersebut telah diketahui sejak akad. Akad yang merugikan salah satu pihak adalah 
akad yang cacat. Penerapan sistem bagi hasil dan jual beli dalam akad syariah 
bersifat kesukarelaan (‘an tara>d}in). 
Hal ini berkaitan dengan biaya administrasi yang ditetapkan pihak bank 
terhadap nasabah dan harus dibayarkan di muka. Beban administrasi yang 
diterapkan oleh bank syariah meskipun sama dengan bank konvensional, cara 
pembayarannya berbeda. 
Secara terperinci perbedaan kredit konvensional dengan pembiayaan 
murabahah terletak pada: 
1. Prinsip yang digunakan pada kredit konvensional adalah prinsip pinjam-
meminjam berdasarkan bunga, sedangkan dalam pembiayaan mura>bah}ah 
menggunakan prinsip jual beli. 
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2. Harga jual; Fasilitas kredit konvensional memakai tingkat bunga yang 
tergantung situasi pasar, sedangkan margin/tingkat keuntungan mura>bah}ah 
ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu 
perjanjian. 
3. Akad yang ditetapkan; Pada kredit konvensional, akad yang digunakan 
memiliki konsekwensi di dunia saja. Sedangkan pada pembiayaan 
mura>bah}ah akad yang digunakan memiliki konsekwensi duniawi dan 
ukhra>wi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 
4.  Keuntungan pada kredit konvensional dalam praktik kreditnya didasarkan 
pada tingkat suku bunga. Sedangkan pada pembiayaan mura>bah}ah berbentuk 
margin penjualan yang sudah termasuk harga jual.  
5. Bidang usaha/barang yang dibiayai; Pada kredit konvensional, usaha/barang 
yang dibiayainya tidak melihat halal dan haramnya. Sedangkan pada 
pembiayaan mura>bah}ah, usaha/barang yang dilakukan tidak terlepas dari 
ketentuan dan petunjuk syariah.  
6. Struktur organisasi, yang membedakan yaitu pada Lembaga Keuangan 
Syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan bank 
konvensional tidak ada. 
7. Hubungan dengan nasabah; Pada kredit konvensional, hubungan dengan 
nasabah hanya sebatas dalam bentuk hubungan kreditur-debitur. Sedangkan 
pada pembiayaan mura>bah}ah, hubungan dengan nasabah dalam bentuk 
hubungan kemitraan atau hubungan antara penjual dan pembeli. 
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8. Kredit yang dibiayai; Bank konvensional dalam hal kredit yang dibiayai 
hanya memberikan uangnya. Sedangkan pada Bank Syariah/LKS dalam 
pembiayaan mura>bah}ah hanya barang yang dibiayainya dan penentuan atau 
pencarian barang yang dibiayainya sesuai kesepakatan yang bertransaksi 
(pihak bank dan nasabah sama-sama mencarinya, pihak bank saja atau pihak 
nasabah saja). 
Pembiayaan syariah yang sudah banyak “dilirik” masyarakat dan menjadi 
pilihan alternatif untuk meninggalkan transaksi dengan perbankan konvensional, 
seharusnya memberikan kesan yang baik bagi nasabah. “Keadilan” seharusnya 
tercermin pada transaksi yang dilakukan tersebut. Jangan sampai bank syariah yang 
“dipasarkan” dengan icon syariah-nya justru menimbulkan persepsi-persepsi yang 
salah di mata nasabah.  
Itulah sebabnya, ketaatan terhadap fatwa DSN-MUI dan PSAK 102 harus 
ditegakkan oleh lembaga keuangan syariah dalam mekanismenya agar 
membedakannya dengan bank-bank konvensional dan tidak hanya terletak pada 







Berdasarkan paparan data dan hasil temuan maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Kesesuaian Mekanisme Mura>bah}ah di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. 
Amanah Finance dengan Fatwa DSN-MUI: 
a. Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance mencoba bersifat terbuka 
kepada nasabah dalam setiap transaksinya agar dapat terhindar dari adanya 
praktek riba, walaupun demikian pembebanan biaya administrasi dan biaya-biaya 
lainnya dari total pembiayaan yang disetujui seharusnya merupakan hal yang 
lumrah yang dilakukan oleh LKS karena merupakan keuntungan yang akan 
diperoleh oleh LKS. Maka jelas bahwa segala transaksi bisnis ataupun komersial 
yang melegitimasi adanya penambahan secara batil, hal ini dinilai tidak adil. Jadi, 
secara umum penerapan akad mura>bah}ah yang bebas riba di Bank BTN Syariah 
Makassar dan PT. Amanah Finance sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. 
b. Pada pembiayaan yang terjadi di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah 
Finance barang yang diminta untuk dibelikan oleh Bank BTN Syariah Makassar 
dan PT. Amanah Finance, pihak nasabah harus jelas dalam memberikan ciri serta 
data supplier agar barang yang dimaksud oleh nasabah dapat benar terealisasi, 




nasabah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti tertuang dalam Fatwa 
Dewan Syariah Nasional yaitu ”barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan 
oleh syariat Islam”. 
c. Dalam praktek yang dijalankan di Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah 
Finance, LKS menawarkan kepada nasabah apakah akan membiayai sendiri 
sebagian harga barang atau sering disebut dengan ”self financing” atau akan 
membiayai seluruh harga barang. Apabila barang tersebut dibeli sebagian dari 
sumber dana nasabah, maka barang tersebut merupakan milik bersama, karena 
sebagian dibayar oleh nasabah dan sebagian dibayar oleh LKS. 
d. Dalam hal pengadaan barang yang terjadi di Bank BTN Syariah Makassar dan 
PT. Amanah Finance bahwa selain barang yang diminta nasabah untuk dibelikan 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance juga mempunyai 
kebijakan dengan nasabah dimana nasabah diberikan kepercayaan untuk membeli 
barang yang dinginkan. Jadi dalam hal ini pembelian barang tidak sepenuhnya 
diserahkan kepada LKS. 
e. Dalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa bank harus menyampaikan semua hal 
yang berkaitan dengan pembelian dan harus memberitahu secara jujur harga 
pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, namun 
pemberitahuan harga perolehan secara transparan kepada calon pembeli inilah 
yang dalam praktek belum secara nyata dilakukan oleh Bank BTN Syariah 
Makassar dan PT. Amanah Finance. 
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f. Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance memberikan dua 
alternatif dalam pembayaran yaitu dengan cara tunai dan tangguh. Cara tunai 
yaitu saat barang diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayaran secara 
tangguh ini nasabah diberi pilihan apakah akan dibayar secara langsung ketika 
jatuh tempo yang ditetapkan antara kedua belah pihak berakhir dan tanpa ada 
cicilan atau dengan pembayaran secara cicilan dimana nasabah dapat melakukan 
angsuran setiap minggu, tiap bulan atau sesuai kesepakatan di awal akad, sampai 
dengan jatuh tempo yang ditetapkan telah selesai. 
g. Dari segi metode pembayaran yang dilakukan dalam pembiayaan mura>bah}ah di 
Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance, ini mengacu pada 
ketetapan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional yaitu ”nasabah membayar harga 
barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati” maka Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance 
memberikan dua alternatif dalam pembayaran yaitu dengan cara tunai dan 
tangguh. 
h. Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance telah menetapkan 
ketentuan dan syarat-syarat bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan 
dan mengadakan perjanjian khusus bertujuan untuk menegakkan akad pada saat 
transaksi pembiayaan mura>bah}ah. 
i. Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance juga mempunyai 
kebijakan dengan nasabah dimana nasabah dapat diberikan kepercayaan untuk 
membeli barang yang dinginkan. Kebijakan khusus yang diterapkan LKS ini 
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mengharuskan nasabah menyertakan bukti kwitansi dari barang yang akan dibeli 
dari supplier. 
2. Terdapat  ketidaksesuaian dengan perlakuan akuntansi pada pembiayaan KPR 
Platinum iB di BTN Syariah Makassar jika dibandingkan dengan PSAK No. 
102 tentang akuntansi mura>bah}ah yaitu pada saat pengakuan dan pengukuran 
terhadap diskon pembelian mura>bah}ah, pengembalian diskon pembelian 
mura>bah}ah, dan potongan pelunasan piutang mura>bah}ah, denda mura>bah}ah, 
dan uang muka mura>bah}ah. Namun, dalam hal perlakuan akuntansi pada saat 
penyajian maupun pengungkapan yang dilakukan di BTN Syariah Makassar 
dalam jenis pembiayaan KPR Platinum iB dengan menggunakan akad 
mura>bah}ah telah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi mura>bah}ah. 
3. Dalam menetapkan margin akad mura>bah}ah, Bank BTN Syariah Makassar 
dan PT. Amanah Finance telah mengimplementasikan nilai-nilai keadilan. 
Hal ini dilandaskan pada asas keadilan (1) antara kepentingan nasabah dan 
lembaga, (2) antara penegakan syi’ar ekonomi Islam dengan kemampuan 
operasional lembaga (termasuk kepentingan mencari laba), (3) dan 
kemampuan Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance 
menjabarkan antara market lembaga yang signifikan dengan penentuan 
margin yang proporsional (tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar). 
B. Implikasi Penelitian  




1. Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance seharusnya 
melaksanakan seluruh fatwa-fatwa DSN-MUI. Dalam disertasi ini, analisis 
hanya dibatasi pada fatwa DSN-MUI No. 04. Masih banyak fatwa-fatwa yang 
lain yang harus diperhatikan dan dijalankan dengan benar dan penuh 
kesungguhan. 
2. Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance hendaknya dapat 
menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya 
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yakni PSAK 102 demi 
menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan nasabah. 
3. Bank BTN Syariah Makassar dan PT. Amanah Finance harus berani keluar 
dari stigma negatif ekonomi konvensional bahwa modal sekecil-kecilnya 
untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Persoalan bisnis, apalagi 
berlabel syariah tidak semata profit oriented tapi persoalan dunia dan akhirat. 
Di dalamnya ada amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan 
Allah kelak. Maka tidak ada tempat bagi kezaliman bagaimanapun kecilnya, 
karena akan menjadi beban nanti di hari Akhirat. Memang benar bahwa 
bisnis pasti butuh untung, tapi bukan tujuan utama apalagi mengabaikan rasa 
keadilan dan malah terjerumus kepada kezaliman. Tujuan utama dari bisnis 
sesungguhnya adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada 
kedua belah pihak dan saling melindungi kepentingan masing-masing. Tidak 
boleh pihak LKS mendapatkan untung yang besar dengan memanfaatkan 
ketidaktahuan nasabah, maka transparansi yang sejelas-jelasnya sangat 
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diperlukan dalam transaksi ini agar unsur ‘an taraadhin dapat terwujud 
dengan sempurna. 
4. Penetapan margin keuntungan mura>bah}ah yang tinggi, secara tidak langsung 
akan dapat menyebabkan inflasi yang lebih besar daripada yang disebabkan 
oleh suku bunga. Oleh karena itu, perlu dicari format atau formula yang tepat, 
agar nilai penjualan dengan mura>bah}ah tidak mengacu pada sikap 
mengantisipasi kenaikan suku bunga selama masa pembayaran cicilan. 
Karena, mengkaitkan margin keuntungan mura>bah}ah dengan perbankan 
konvensional, baik di atasnya maupun di bawahnya, tetaplah bukan cara yang 
baik. Sebaiknya, penetapan harga jual mura>bah}ah dapat dilakukan dengan 
cara Rasulullah saw. ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, 
Rasul saw. secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya 
yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar 
yang diingankan. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah saw. ini dapat dipakai 







A. A. Ishlahi. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Diterjemahkan oleh H. Anshari 
Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset Ishlahi, 1997. 
Abdullah, Amin. Madzhab. Yogyakarta: Arruz Prees, 2002. 
Algoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis. Perbankan Syariah. Cet. I; Jakarta: 
Serambi, 2004. 
Ali, Abdurrahman Adam. Al-Imam Al- Syat}ibi Aqidatuhu wa Mauqifuhu min al-
Bida’ wa Ahliha. Cet. I; Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1998. 
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2009. 
Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 
Alimuddin, Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam, 
Jurnal Ekuitas Vol. 15 No. 4. 
Antonio, M. Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta : Gema Insani 
Press, 2001. 
Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.  
Amin, Ma’ruf. Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Elsas, 2008. 
Arifin, Zainul. Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan 
Prospek. Jakarta: Alvabet, 2000. 
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta 1998. 
Askarya. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. 
al-Asqala>ni>, Al-Hafiz} Bin. Bulu>g al-Mara>m. Terjemah Syafi’i Sukandi Bulugul 
Mara>m. Bandung: PT al-Ma’rifah.  
Azwar, Saifudin. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. 
Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh 
Islam. Jakarta: Amzah, 2010. 
Bagus, Lorens. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia, 1996. 
Baidhawy, Zakiyuddin, Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial-Ekonomi Islam untuk 
Kesejahteraan Universal. Salatiga-Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 
2007. 
Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqih. Jakarta: Amzah, 2010. 
Danim, Sudarwan. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002. 
243 
 
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam 4. Cet. ke-1; Jakarta: PT. 
Ichtiar Baru Van Houve, 1993. 
Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di 
Indonesia. Cet. Ke-1; Jakarta: Kencana, 2000. 
Direktorat Perbankan Syariah BI. “Arah Kebijaksanaan dan Perbankan Syari’ah 
Nasional”. Makalah. Jakarta, 2004. 
Direktorat Perbankan Syariah BI, Arah Kebijaksanaan dan Perbankan Syari’ah 
Nasional, Makalah. Jakarta, 2004. 
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama). Cet. I; Jakarta: 
Logos, 1997. 
_________________. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 
Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Jilid I, Cet. XXIV; Yogyakarta: Andi Offset, 
1993. 
Hafidh, M. Muhammad. “Rekonstruksi Isi Akta Notaris Perbankan Syariah untuk 
Murabahah Berdasarkan Nilai Ajaran Islam dan Nilai Keadilan”. Disertasi. 
Unissula: 2013. 
al-Hajja>j al-Qusyairy>, Abu> Hasan Muslim bin. Al-Ja>mi’ al-S}ahi>h (S}ahih Muslim). 
Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1424. 
Hamid, M. Arfin. Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam 
Memahami Realitasnya di Indonesia. Makassar: Umithoha, 2011. 
___________. Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan 
Prospektifnya. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007. 
___________. Teori Bisnis Tazkiyah: Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah 
dan Institusi Syariah Lainnya. Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa 16 no. 4, 
2008.  
Harahap, S. S.  Akuntansi Islam. Jakarta: Bhumi Aksara, 1997. 
al-Hari>s\i. Fikih Ekonomi Umar bin Khat}t}a>b. Diterjemahkan oleh Asmuni Solihan 
Zamakhsyari. Jakarta: Khalifah, 2006. 
Hasan, Ahmad. The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the 
Shari’ah and Juridical Norm. Delhi: Adam Publishers & Distributors.1st 
Published,  1994 
Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat). Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2003.  
Hasan, Zubairi. Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan 
Hukum Nasional. ed.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2009.   
244 
 
Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 
Komersil. Cet. II; Jakarta: Prenada Media Kencana, 2011.  
Ibnu Manz{u>r, Lisa>n al-‘Arab, Jilid III, Qa>hirah: Maktabah Da>r al-Ma’a>rif, t.th. 
Ibnu Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa al-Niha>yah al-Muqtas}id, Jilid II (Cet. 1; 
Riya>dh: Maktabah Najar Must}ofa al-Ba>z, 1995 M/1415 H. 
Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Hukum Normatif. Malang: Banyu Media 
Publishing, 2006. 
Ikit. Akuntansi Penghimpunan Dana Syariah. Edisi 1, Cet. I: Yogyakarta: 
Deepublish, 2015. 
Ikatan Akuntan Indonesia. Per 1 Januari 2015. Standar Akuntansi Keuangan. 
Jakarta: Salemba Empat, 2015.  
International Accounting Standard Committee, International Accounting Standard 
No. 17 Accounting for Leases, par. 2, September 1982.  
Ismail, Drs, MBA, Ak. Perbankan Syariah. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011. 
al-Jazi>ri>, Abdurrahman. Kita>b al-Fiqh ‘Ala> al-Maz\a>hib al-Arba’ah, Juz S|a>ni.> Mis}ra: 
Al-Maktabah Al-Tujja>riyah Al-Kubra>, tth. 
Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali 
Pers, 2003. 
_______________. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Edisi 3. Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2004. 
_______________. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi V. Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013. 
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2000. 
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV Diponegoro, 
2010. 
Khadduri, Majid. Teologi Keadilan, Perspektif Islam. Diterjemahkan oleh H. 
Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar. Surabaya: Risalah Gusti, 1999. 
Khaeruman,Badri. Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial. Cet. I; Bandung: Pustaka 
Setia, 2010. 
Khallaf, Abdul Wahhab. ‘Ilmu Ushu>l al-Fiqh. Cet. XII; Kairo: Da>r al-‘Ilm li al-
T{iba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1978. 
Koentjaraningrat. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Gramedia Pustaka, 1993. 
245 
 
Laksmana, Yusak. Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah; Memahami 
Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah. Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo, 2009. 
Ma’luf, Louis. Al-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.  
Mannan, M. A. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Prima 
Yasa, 1997. 
Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Kencana, 2012. 
Mardani. Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010. 
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008. 
Miru, Ahmadi. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW. Cet. III; 
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. 
Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers, 
2010. 
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 
2002. 
Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat, 
2005. 
__________. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari’ah. 
Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2004. 
__________. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002. 
__________. Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Cet. I; Yogyakarta: UII press, 
2000. 
__________. Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah: Panduan Praktis bagi 
Pengelola Bank Syariah dan BMT. Yogyakarta: STIS, 1998. 
Mujib, M. Abdul dkk. Kamus Istilah Fiqh. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994. 
Musa, Muhammad Yusuf. Islam Suatu Kajian Komprehensif, Terj. A. Malik 
Madany dan Hamim Ilyas. Jakarta: Rajawali Pers, 1988. 
Muttaqien, Dadan. Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah Obligasi, Pasar 
Modal, Rekasadana, Finance, dan Pegadaian. Yogyakarta: Safiria Insania 
Press, 2009. 
Nurhayati, S. dan Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi Kedua: Revisi. 
Jakarta: Salemba Empat, 2011. 
246 
 
Perspektif, Wikipedia the Free Encyclopedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif 
30 Januari 2015. 
Prabowo, Bagya Agung. Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 
Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2012. 
Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (Edisi Revisi). Cet. I; Bandung: Prenada Media Kencana, 
2009. 
Qard}a>wy>, Yusuf. Halal dan Haram. Jakarta: Robbani Press, 2000. 
Republik Indonesia: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 
Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 angka (1). 
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU 
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,  http://peraturan.go.id/inc/view/ 
11e44c4e80f57e709bed31323134333 8.html. 
Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 
UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan” 
Sa>biq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Juz III; Qa>hirah: Maktabah Da>r al-Tura>s\, tth. 
Saeed, Abdullah, “Islamic Banking and Interest: A Study of Riba and Its 
Contemporery Interpretation,” diterj. Arif Maftuhin, Menyoal Bank Syariah: 
Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis, Cet. I; Jakarta: 
Paramadina, 2004. 
al-S{an'a>ni>, Muh}ammad bin Isma>’il al-Kah}la>ni. Subul as-Sala>m. Qa>hirah: Syirkah 
Maktabah Must}afa al-Halabi, 1950. 
al-S{alla>bi>, Ali Muhammad. Umar bin Abdul Aziz. Terjemahan oleh Shofau Qolbi. 
Jakarta: Al-Kautsar, 2009. 
al-S{iddieqy>, Hasbi. Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah. 
Jakarta: Bulan Bintang, 1985. 
_____________. Pengantar Hukum Islam I-II. Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 
1980. 
Shihab, Quraish. Tafsir Al-Mis}bah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran. Volume 
2. Jakarta: Lentera Hati, 2002. 
Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. 
Jakarta: Kencana, 2010. 
Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek 
Hukumnya). Jakarta: Prenada Media Grup, 2014. 
247 
 
SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI No. 
Kep-122/MKIV/2/1974; No.32/M/SK/2/1974, tanggal 7 Februari 1974, 
Perizinan Usaha Leasing Pasal 1.  
Subekti, R., R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Balai 
Pustaka, 2009. 
Subekti. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (cet. XXXV; Jakarta: PT. Pradnya 
Paramita, 2004. 
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi. 
Yogyakarta: Ekonsia, 2004. 
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cet. 23; Bandung: 
Alfabeta, 2016. 
Suhendi, Drs. Hendi M. Si. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002. 
Sumar’in. Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2012. 
Sumitro, Warkum. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMT 
dan Takaful di Indonesia. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2002. 
Susilo, Y. Sri, et.al. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat, 
2000. 
Suyatno, Thomas et.al. Kelembagaan Perbankan. Cet. XII; Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2003. 
al-Suyu>t}i>, Al-Ima>m Jala>l al-Di>n Abd al-Rahi>m bin Abi> Bakr. Al-Asybah wa al-
Naza>ir fi> al-Furu>. Indonesia: Dar al-Ihya, t.t`. 
Syalt}u>t}, Mah}mu>d. Al-Isla>m ‘Aqi>dah wa Syari>’ah. Cet. III; Qa>hirah: Da>r al-Qalam, 
1966. 
Syarifuddin, Amir. Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam. Padang: Angkasa 
Raya, 1990. 
al-Syauka>ni>, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Nailul Aut}ar. Jilid 4, Terj. A. 
Qodir Hasan. Nail al-Aut}or, Himpunan Hadits-Hadits Hukum. Surabaya: 
Bina Ilmu, 1993. 
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi III, Cet. 
I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001. 
Triyuwono. Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori. Jakarta: 
Rajawali Pers, 2006. 




Wijaya, Faried. Perkreditan dan Bank dan lembaga-Lembaga Keuangan Kita. Cet. I; 
Yogyakarta: BPFE, 1991. 
Yuliadi, Imamudin. Ekonomi Islam. Cet. I; Yogyakarta: LPII, 2001. 
Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqh. Qa>hirah: Da>r al-Fikr al-‘Araby>, 1957. 

















































MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM (STUDI PADA BANK BTN SYARIAH MAKASSAR  
DAN PT. AMANAH FINANCE) 
1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Amanah Finance? 
2. Apa visi dan misi PT. Amanah Finance? 
3. Apa saja jenis pelayanan (pembiayaan) yang disediakan PT. Amanah Finance? 
Pembiayaan Murabahah 
1. Ada berapa jenis akad murabahah di PT. Amanah Finance? 
2. Bagaimana dengan mitra perusahaan saat ini? Siapa saja mitra perusahaan saat 
ini? 
3. Berapa kisaran pembiayaan yang diberikan PT. Amanah Finance? Berapa batas 
plafond pembiayaan murabahah? 
4. Bagaimana tahap-tahap prosedur pembiayaan murabahah di PT. Amanah 
Finance? 
5. Berapa persen margin yang diberikan PT. Amanah Finance dalam pembiayaan 
murabahah? Adakah ketentuan tertentu sesuai besaran pinjaman atau barang 
pesanan? 
6. Bagaimana cara atau metode perhitungan margin yang diterapkan pada 
pembiayaan murabahah di PT. Amanah Finance? Bagaimana contoh 
perhitungannya? 
7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan 
dalam penetapan margin? Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi 
dan dipertimbangkan saat penerapan margin? 
8. Apakah perhitungan penerapan margin murabahah mengacu pada rapat ALCO 
syariah? 
9. Apakah ada sistem negosiasi antara pihak PT. Amanah Finance dan nasabah 
sebelum mendapatkan kesepakatan pembiayaan murabahah? 




MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM (STUDI PADA BANK BTN SYARIAH MAKASSAR  
DAN PT. AMANAH FINANCE) 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank BTN Syariah? 
2. Apa visi dan misi Bank BTN Syariah? 
3. Apa saja jenis pelayanan (pembiayaan) yang disediakan Bank BTN Syariah? 
Pembiayaan Murabahah 
1. Ada berapa jenis akad murabahah di Bank BTN Syariah? 
2. Bagaimana dengan mitra perusahaan saat ini? Siapa saja mitra perusahaan saat 
ini? 
3. Berapa kisaran pembiayaan yang diberikan Bank BTN Syariah? Berapa batas 
plafond pembiayaan murabahah? 
4. Bagaimana tahap-tahap prosedur pembiayaan murabahah di Bank BTN Syariah? 
5. Berapa persen margin yang diberikan Bank BTN Syariah dalam pembiayaan 
murabahah? Adakah ketentuan tertentu sesuai besaran pinjaman atau barang 
pesanan? 
6. Bagaimana cara atau metode perhitungan margin yang diterapkan pada 
pembiayaan murabahah di Bank BTN Syariah? Bagaimana contoh 
perhitungannya? 
7. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau menjadi bahan pertimbangan 
dalam penetapan margin? Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi 
dan dipertimbangkan saat penerapan margin? 
8. Apakah perhitungan penerapan margin murabahah mengacu pada rapat ALCO 
syariah? 
9. Apakah ada sistem negosiasi antara pihak Bank BTN Syariah dan nasabah 
sebelum mendapatkan kesepakatan pembiayaan murabahah? 
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